Nur Melinda Lestari

SISTEM
PEMBIAYAAN

BANK SYARIAH

BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2008




Nur Melinda Lestari

SISTEM
PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008



Nur Melinda Lestari

SISTEM
PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008

Diterbikan Oleh:
Penerbit Grafindo Books Media




Judul Buku:
Sistem Pembiayaan Bank Syariah;
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008

Penulis:

Nur Melinda Lestari

Setting Isi:
Grafindo Creative Writing

Desain Cover:

Grafindo Creative Wriling
ISBN: 978-979-3858-34-0

Cetakan 1:
Desember 2015

Diterbitkan Oleh:
Grafindo Books Media

Alamat: J1. Siaga Raya No. 51 A, Pejaten Bara
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021-7941042
E-mail:graﬁndoina@yahoo.com.sg
atau; admgrafindo@yahoo.com
www.grafindopress.com

Ukuran Buku: 14 x 21 ¢m, tebal: 200 hal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 2

memperbanyak Ciptaannya, y

: ang timbul secara otomatis selelah suatu ciptaan dilahirkan
lanpa mengurang; pembatasan menur

ut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 72
(1) Barangsiapa dengan sen

9aja dan tanpa hak melakukan
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing

ﬁfﬁ?ﬁf’;‘.ﬁi‘;ﬁ; ;T'“) ?”'a" 9an/atau denda paling sedikit Rp 1.000 000,00 (satu jula rupiah), atau

in : ;

" Wima miliar rupiah) 9 Ama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00
{2) Ba

Umrj:wg:g;: g;?faa” \‘:engaja menyiarkan, Memamerkan, mengedarkan, alau menjual kepada

Maksud pada ayay (q a'8u barang hasi| Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkail sebagaimana di-

) dipidana dengan pida : i a denda
l an pidana penjara paling lama 5 lima) tahun dan/atau
Paling banyak Rp 500 000.000,00 (lima ratus juta rujpiahF)) d e



Sistem Pembuayaan Bank Svariah

BAB 1 ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MENURUT
SISTEM BAGI HASIL SETELAH BERLAKU-
NYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN

2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH..... 19
K Lonat BOMEMAR iosrscemunsarmmmmusmmsesmms 19
B. Identifikasi Masalah .......c.ccooovvvviiiniiiiiiinn, 30
W TTTCR LT T T S ———— 30
D. Kegunaan Penelitian.........ccocoooviviiiiinnan, 31
E. Kerangka Pemikiran..........cooovviiiniinnn. 32
F. Metode Penelitian......c....coooovivviiiiivinnnnininnn, 65
1. Metode Pendekatan...........ooeeiviviiiiiinnnnn, 65
3. Speelfikasi Penelitian................coconininns 67
L M TR T T T —— 67
4. Teknik Pengumpulan Data...................... 68
5. Metode Analisa Data..........coociviiiiiainnnns 69
6. Lokl peovllaian..............oococoninuncsssirnen 69

I



Nur Mchinda Testan

BAB 11 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM
PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT BANK
KONSEP PERJANJIAN SYARIAH (AKAD)
DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM......... 7,

A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian .............. 71
1. Pengertian Hukum perjanjian.................. 71
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian............... 73
3. Jenis-Jenis Petjanjian ........c.covnivcnsisnrnnnnn, 75
4. Akibat Perjanjian, Wanprestasi dalam Per-

janjian serta Berakhirnya Perjanjian......... 77
5. Pengertian Perjanjian Kredit, Perjanjian
Kredit Bank, Pengertian Pembiayaan Bank
Syariah, Macam-macam Pembiayaan, Per-
janjian Kredit Bank dalam Hukum Perjan-
] O ————————— 81
6. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian
Baku, Pengertian Perjanjian Baku ........... 100

B. Konsep Akad dalam hukum perikatan Islam...108

BABIII ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH,
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK
SYARIAH DAN NASABAH PEMINJAM DANA
PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BANK

A. Perbankan Syariah, penamaan dan pengertian
Bank Islam di Indonesia, Sejarah Perkembangan
Perbankan Syariah di Indonesia, Dasar Hukum

Perbankan Syariah, asas, tujuan dan fungsi

Perbankan Syariah

i

--------------------------------------

Perbankan Syariah, penamaan dan penger-

6



Sistem Pembiayaan Bank Syariah

tian Bank Islam di Indonesia................... 111

2. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

di Indonesia.......o.coooov 112

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah, Asas,

Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....116

B. Kegiatan Usaha dan Produk perbankan syariah,

C.

Prinsip kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha
Bank Syariah, Sistem Penyaluran Dana di
Perbankan Syariah Analisa Kelayakan
Penyaluran Dana, Larangan dalam
Pemberian Pembiayaan ............cccocevvnnneee. 120
1. Kegiatan Usaha dan Produk Perbankan
Syariah dan ketentuan Prinsip Kehati-
hatian dalam kegiatan Usaha
BABk BYRRAN .iocncosmsssisisseussmmmncsy 120

2. Sistem Penyaluran Dana di Perbankan

Syariah, Analisis Kelayakan Penyaluran
dana, Larangan dalam Pemberian
T T R ——— 124

Pengaturan Kontrak baku (standard contract)
secara Syariah, Pengaturan Khusus Kontrak
Baku bagi Perbankan Syariah, Hubungan
Hukum antara Bank syariah dengan Nasabah
Peminjam Dana pada Perjanjian Kredit
Bank (Pembiayaan pada Bank Syariah)......... 132
1. Pengaturan Kontrak baku (standard
contract) secara Syariah, Pengaturan
Khusus Kontrak Baku bagi Perbankan
T R ——— 132
. Huhung;m Hukum antara Bank syariah
dengan Nasabah Peminjam Dana pada



Nur Melinda | estarl
Perjanjian Kredit Bank (Pembiayaan

pada Bank T R S—— "

BABIV ASPEK HUKUM PERJANJIAN MENURUT
SISTEM BAGI HASIL DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN

SYARIAH ...................................................... 145

o dan dasar hukum perjanjian
nurut sistem bagi hasil pada

Perkembanga

pembiayaan me

bank syariah di Indonesia dihubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah ..o, 145
1. Ketentuan Hukum Perjanjian Kredit Bank
menurut Hukum POSITIL veveereerieriiereiierineins 156
3 Ketentuan Akad/Perjanjian Pembiayaan
di Bank Syariah Menurut Hukum Islam ....... 164
3. Penerapan Asas Keadilan dalam Akad
Pembiayaan di Bank Syariah ..o 177
4 Dositifikasi Hukum Perikatan Islam ke dalam
Regulasi Perbankan Syariah ..o 180
BAB V PENUTUP ....ccovurinmerssessssnsnssassssssassnsasasassssse: 183
I Kesimpulan .ot 183
A TV SRR ————— T 185
Vg TV TR VY ¢ W ——— 187
1101 Y — 194



KATA PENGANTAR

Perkembangan perbankan syariah yang merupakan
suatu sistem hukum secara bertahap telah mengalami
perkembangan yang pesat, baik itu meliputi perkembangan
ilmu hukum perbankan maupun dari segi aspek implementasi
hubungan hukum dalam transaksi ekonomi syariah, eksistensi
ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem
ekonomi nasional ditandai dengan adanya pengakuan pe-
merintah dengan mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah yang telah mengatur prinsip-prinsip
transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Latar belakang dilahirkannya UU No. 21 Tahun 2008
tidak lepas dari upaya yang terus menerus yang dilakukan oleh
umat Islam melalui MUI dan organisasi-organisasi masyarakat
lainnya yang kemudian melahirkan fatwa untuk mengakui,
melindungi dan menjamin rasa aman bagi umat Islam dalam
sektor ekonomi, hal ini diperlukan agar umar Islam terhindar
dari praktek-praktek hukum yang tidak berdasarkan syariat
vang cenderung melakukan liberalisasi perdagangan sehingga

Y



Nui Melinda Lestart

cbak dalam keinginan jangka pendek cendery ng

lebih mementingkan pemuasan keingiflan dalam pemenuhay,
kebutuhan hidup yang didorong dari hawa nafsu yang tak
cerbatas. Sebenarnyd hatasan-batasan dalam pemenuhap
keburuhan manusia cudah terakomodasi dalam prinsip-prinsip
ckonomi Islam yang .ermaktub dalam ketentuan Undang.
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasa)
huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf
2, direntukan bahwa bank syariah tidak boleh melakukan
ang bertentangan dengan Prinsip Syariah,

perbankan syariah disamping adanya ke-
kum positif juga harus

umat Islam te1)

24 ayat (1)

kegiatan usaha y

Pentingnya
pastian hukum yang diatur dalam hu
memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang

certera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan prinsip-
akad yang diakomodasi dalam

prinsip Islam dalam transaksi
kajian dalam tesis saudari Nur

hukum positifyang menjadi
Melinda Lestari telah turut membuka dan mem
nah prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang sekarang
ini sedang tumbuh dan berkembang dalam prakrik-praktik
ckonomi yang pada dasarnya adalah memberikan kepastian
hukum untuk memberikan rasa aman bagi umat [slam dan
mereka yang membutuhkan penerapan ckonomi Islam yang
berlandaskan pada keadilan.

Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No.

10/16/PBI/2008 (yaitu PBI vang mengubah PBI No. 9/19/
an

perluas khasa-

B 200 1e . - | A
PBI/2007 tentang “Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiat
penghimpunan dana dan penvaluran dana serta pelayanan
jasa bank svariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan

dengan memenuhi ketentuan pnknk hukum [slam . Ketentual
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hukum pokok Islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No.
10/1 6”’1}]/2008 tersebut antara lain adalah prinsip keadilan
dan keseimbangan (‘d/ wa tawazun), kemaslahatan (masla-
hah), universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar,
maysir, riba, zalim, dan objek haram. Dengan kata Jain akad
muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang
itu. Sehingga dengan terjaganya keadilan, kesimbangan dan
kemaslahatan akan menimbulkan kesejahteraan yang meratd
bagi seluruh pihak, terutama rakyat Indonesia.

Saya berharap semoga saudari Nur Melinda Lestari terus
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sekaligus
memahami lebih dalam |mu ckonomi Islam yang sekarang

ini merupakan menjadi sistem ekonomi solusi bagi masalah-

masalah pcrckonomian di Indonesia.

Jakarta, September 2015

Mariam Darus Badrulzaman, §.H., FCBArb

Prof. Dr. Hj.
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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Dalam tesis ini, penulis memilih judul: Aspek Hukum
Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sistem Bagi
Hasil Dibubungkan Dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah. Topik ini sangat menarik perhatian penulis
karena perkembangan yang sangat signifikan dari perbankan
syariah, menuntut perlindungan hukum yang tepat dan jelas
untuk semua pihak yang terkait langsung dalam setiap kegiatan
usaha perbankan syariah, dan akad atau perjanjian merupakan
ikatan fundamental yang paling diperhatikan dalam setiap
kegiatan usaha.

Namun demikian, masih banyak permasalahan yang ter-
jadi baik dari pembentukan akad itu sendiri maupun dalam

implementasi akad dalam setiap kegiatan usaha perbankan

| 3
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svariah dan UU. No. 21 Tahun 2008 dimy behm? cuk'up untyj
ﬁlembcrikm kepastian hukum untuk masmg-n‘]‘asmg P.‘hak van
cerikat dalam akad, maka diperlukan pengkaplan lebih lanjy.

Beragamnya jenis akad yang ada da];.am kegiatan usah; bank
svariah, masing-masing akad mempunyai karakre.r yarllg berbed,
s;?na keterlibatan para pihak yang berbeda-beda djmasmg-mming
jenis akad yang memerlukan kepastian hubungan bukum yang
jelas dan pasti agar asas keadilan yang ada dalam prinsip syariah
bisa terlaksana di setiap akad yang dijalankan. Dengan demikian,
masing-masing pthak bisa mencapai “antaradhin minkyn,” atay
keridaan yang nyata dalam setiap akad yang dilakukan, dan
tidak adanya kedzaliman dan keterpaksaan dari salah sary pihak
yang melakukan akad/perjanjian,

Karena setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam pem-
bentukan akad/perjanjian pembiayaan bank syariah dilarang
melakukan setiap kegiatan usahanya yang bertentangan dengan
prinsip syariah. Bank syariah tetap harus berpegang teguh ter-

hadap prinsip syariah sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan §
Undang tersebut sekaran
bank syariah,

yariah, yang mana Undang-
g sebagai dasar hukum yang kuat bagi
di dalam pasal 24 ayat I hurufa dan ayat 2 huruf
b menyebutkan: “Bank Syariah dan UUS dilarang melakukan
kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.”
leu berarti bila terdapat akad muamalah yang memperjanjikan

hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah berart; pula
melanggar Pasal 1337

batal demi hykym. Pemenuhan Prinsip Sy
dengan memenyh; keten
pokok hukypm |

ariah dilaksanakan
tuan pokok hukum Islam. Ketentuan
slam iy menurue Pasal 2 ayat (3) PBI No.
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10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah prinsip Keadilan
dan Keseimbangan (#d/ wa tawazun), Kemaslahatan (maslahah),
Universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir,
riba, zalim, dan objek haram. Dengan kata lain akad muamalah
tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat dise-
lesaikan hanya dengan mengandalkan pengetahuan penulis
yang sangat terbatas. Karya ini dapat diselesaikan dengan
bimbingan, arahan, masukan, dukungan, kesabaran, kebaikan
dan pengetahuan dari para pembimbing, penulis dan pihak-
pihak yang mendukung penyelesaiannya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyam-
paikan terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. Hj. Mariam
Darus Badruzaman, S.H. sebagai Ketua Tim Pembimbing yang
dengan kebaikan, kesabaran, dan pengetahuannya senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk
menyelesaikan tesis ini, serta Dr. Dr. Tarsisius Murwadji,
S.H., M.H., sebagai Anggota Tim Pembimbing yang dengan
kebaikan dan pengetahuannya memberikan bimbingan dan
arahan penulisan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima
kasih kepada:

I Bapak Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA,, selaku Rektor
Universitas Padjadjaran

Bapak Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., selaku Dekan
Fakultas Hukum Universtas Padjadjaran.

3. Bapak Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H selaku Wakil

Dekan I Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

)
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isius Murwadji, S.H., M.H. Selaku Koo,

4, Bapak Dr. Tars s Holum B

dinator Program Studi Magister Il

iversi djadjaran.
Hukum Universitas Pad] ”
Ibu Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. selaku Pengyj;.

Ibu Prof, Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. selaky Pe.

7. gil;]a]k Dr. Djanuardi, S.H., M.H.. se:laku Penguiji.

8 Teman-teman di kelas Hukum Bisnis Angkatan 2009.
2010 yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan
tesis ini.

9. Bank Muamalat Indonesia, terutama ibu Irda Nur Aprida
selaku Legal Corporate Division yang telah membanty
penelitian di Bank Muamalat Indonesia. .

10. Bapak Dedih Hidayah dan Ibu Welly yang sangat mem-

bantu mempermudah proses penulisan tesis ini

Akhirnya penulis mempersembahkan karya ini kepada
yang terkasih kedua orang tua Dr. H. M. Ali Taher Parasong,
S:H dan Sri Murniati S.pdi yang senantiasa mendoakan
dan mencurahkan kasihnya, mendorong semangat lahir
dan batin kepada penulis. Terima kasih kepada suami dan
anak Penulis, Muhammad In’amullah S.E1 yang dengan
setia selalu mendorong dan mendoakan penulis untuk dapat
menyelesaikan karya ini, dan Raisa Hisani Af’idati dan Rachel
M?Wﬂm Salsabiela, yang karena merekalah segala upaya
i penulis peruntukkan. Kehadiran mereka memberikan
%),: :i;&:&?hii]; S‘;(m"“’lgat lahir dan bah‘tin kepada p.enuJiS-
Rachpnr 8 sangat dalam kepada adik-adik Penulis, Nur

mawati Yyliq |

Jumah, §.S05, M.M., Muhammad Rizki



S
- AR

T (T e Wy o o A P L S, R T 5

Sistem Pembiavaan Bank Svarah

Nur Fitrt lzzati Ramadhani, Achmad Farisi, dan Muhammad

Faqih Arfan yang memberikan pencerahan semangat kepada
penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sem-
purna karena masih terdapat kekurangan-kekurangannya.
Namun harapan penulis kiranya tesis ini dapat menjadi sumber
pengetahuan, khususnya mengenai perikatan dalam Akad/

Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah.
Bandung, September 2015
Penulis,

Nur Melinda Lestari
110120090009
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Bab 1

ASPEK HUKUM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
BERDASARKAN SISTEM BAG]

HASIL DIHUBUNGKAN

DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008

TENTANG PERBANKAN SYARIAH

A. Latar Belakang

istem kevangan dalam tatanan perckonomian suaru
an;.u.t memiliki peran utama dalam menvediakan
tastlicas jasa-jasa dibadang keuangan oleh lembaga-lembaga
keuangan dan lembaga-lembaga penunjang keuangan lain-
ovi. Sitem keuangan di Indonesia pada prinsipnva dapar
dibedakan dalam dua ens. vaitu sistem % thankan dan sistem
l i!'nl!r.ig’,t La'u.m)j.il't bukan bank. | amlu:[i k(u.lll:.:.ln vang

m_‘;-m\ ‘[‘;Lnn sistem p..,;l-u'rk.m vaitu I mluf_‘.l L.(ll nean \.Hill‘,



berdasarkan peraturan perundangan dapar menghimpy,
' . ) ’ ¢ d
dart masvarakat dalam bentuk simpanan dan meny lurk -
| _ Yalurka,
kepada masyarakat dalam bentuk kredicatau benqy |,
’ 5 ('n[uk

lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalap, |

"1,\"1

: | aly
lintas pcmh.l}xzr.m.

Karena lembaga keuangan ini dapat menerimg SIMpanay,
dari masyarakat, maka juga discbuc depository financiy)
mstitutions, yang terdiri atas bank umum dan Bank Perkredi, .
Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalaly I“mb;lgd
k‘euangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahany,
tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung
dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan
bukan bank disebut non depository financial institution.’

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No.
10 Tzhun 1998 merumuskan pengertian bank: bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyaraka
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank
mempunyai fungsi sebagai financial intermediary dengan usaha
utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta
memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank
dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak dapat
dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusahd

I d
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usah

.  Iniversitas
* Dahlan Siamat. Manajemen Perbankan. Fakultas Ekonom! Univers

indonesia, Jakarta, 2000, him 21.
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yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan,
bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai
uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesem-
patan kerja.’

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai-
mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 mengenai fungsi perbankan di Indonesia disebutkan
bahwa: fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan
i terjabarkan dengan jelas bank sebagai perantara pemindahan
dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit.

Selain memiliki fungsi di atas bank juga berfungsi seba-
gai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter. Ke-
bijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabiliras
harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain
dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar,
Melalui berbagai instrument yang dimiliki, bank sentral dapat
mempengaruhi likuiditas perckonomian dan/atau suku bunga
perbankan, yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kredit
perbankan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah
investasi dan kegiatan perckonomian secara keseluruhan.’

Khusus untuk perbankan syariah, selain menjalankan
tungsi bisnis sebagai penghimpun dan penyalur dana ma-
svarakat, perbankan syanah dimungkinkan juga untuk men-
ialankan tungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-

l‘ndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Djont § Gazali. Rachmaal Usman. Hukum Perbankan, Penerbit Sinar
Grafika lakarta, 2010 him 136

Suseno dan Piter Abduliah, Seri Kebanksentralan nomor 7 Sistem dan
kebijakon Perbankan ¢ indonesia, lakarta, 2003, him &
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Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nom()
r

hun 2008 menetapkan fungsi perbankan Syarigh se:)T"
berikut:
1.

o

)

2
B
Bank Syariah dan UUS wajib menjay,,
menghimpun dan menyalurkan dana Masyay).. 8
Bank Svariah dan UUS dapat menjalankap, o aF.
dalam bentuk lembaga baitul mal, yairy m e“erjil Sogig
yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, , Aday,

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada o ang
Nisyg;

l*ian fUn

pengelola zakar.
Bank Syariah dan UUS dapat menghimpunp, dana
yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkann),a e
pada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendyj
pemberi wakaf (wakif).

Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayar (3) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sebagaimana dikemukakan di atas salah satu fungsi per-

bankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara mem-
berikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antar
bank (kreditor) dan nasabah peminjam dana (debitor). Dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
dimaksud dengan “nasabah debitor” adalah “nasabah yans

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdas
prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdas

Q[kﬂﬂ

arkan
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Demikian pula yang dimaksud dengan “kredit” adalah

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga”.* Atau dalam perbankan
syariah kredit dimaksudkan dengan “pembiayaan” dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah yang dimaksud Pembiayaan adalah penyediaan dana

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa
beli dalam bentuk #jarah muntabiya bittamlik;
Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan istishna

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
gardp; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk
ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS
dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan #jrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari sini diketahui, bahwa pemberian kredit bank itu

merupakan suatu perjanjian antara bank (kreditor) dengan

* Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, Op.Cit, him. 312.
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+ 1 pemninjaim (debitor). Perjanjian rersebut lahir bey daﬁark&n
Pth. e am mf‘l’nil\j?lm antara bank denga_n Peminjam

kcsepalr{;ril:;?ln:aktik perbankan, perjanjian yang demij,
dana. Lk akiﬂ dengan “perianian kredit (bank)”. Pengery,
m dinam leSk?m dalam undang—undang N()m(:
7 rahun 1992 scbagaimana relah diubah dengan up dang
undang Nomor 10 Tahun 1998. | |

Dari pengertian kredit sebagaimana yang dimuat daly,
kecentuan Pasal 1 angka 11 undang-undang Nomor 7 ahy,
1992 scbagaimana clah diubah dengan undang-undang Nomy,
10 Tahun 1998 diketahui, bahwa bentuk hubungan hukyp
n nasabah peminjam dana adalah kesepakatan
pinjam meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian
kredit itu sendiri. Dipertanyakan, apakah perjanjian kredi
bank itu identik dengan perjanjian pinjam meminjam (pinjam
mengganti) sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang

Hukum Perdata atau merupakan perjanjian tidak bernama

lazi '
kredit bank tidak diru

antara bank da

yang mempunyai karakteristik sendiri?’

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tdak
terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembag
derjanjian k . . UPgiomiion I pudl ’
:( janjian khusus yang namanya “Perjanjian Kredit Bank-

arenanva pene ) :
. ll\ptntmpan mengenai bentuk hubungan hukum
antara bank da e ; “Desianii
o G nasabah debitur, yang disebut “Perjanjian
redit Bank™ itu, harus digali dar: .
v harus digali dari sumber-sumber di |uar

}\l(db- l.’rn'(iéng-tfrld.allg Hukum Perdata
Demikian pula Und '

A J - ‘ -1 l(:
sebagaim ng-Undang Nomor 7 tahun 199

ana telah diyh ‘
nah dengan Undang-Undang Nome

———————
Ibid Djoni 5 G
‘ d2al da
dan rachmad, Usman, Hukum Perbankan, Al 113
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10 Tahun 1998 tidak merumuskan pengertian dan hubungan
hukum dalam pemberian kredit bank tersebut. Sama halnya
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah tidak merumuskan secara rinci hubungan
hukum dalam penyelenggaraan pembiayaan bank syariah.

Suatu akad muamalah atau akad produk bank syariah,
hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 24
ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a serta
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Menurut pasal-pasal tersebut, bank syariah
dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah. Dengan demikian, berdasarkan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ter-
sebut, maka prinsip syariah diakui memiliki kekuatan hukum
sebagai undang-undang sepanjang menyangkut kegiatan usaha
bank syariah.®

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No.
10/16/PB1/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 9/19/
PBI1/2007 tentang “Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Ke-
giatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah”, pemenuhan prinsip syariah
dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum
[slam. Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut Pasal
2 ayart (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tersebut antara lain
adalah prinsip Keadilan dan Keseimbangan (ad/ wa tawazun),
Kemaslahatan (maskahah), Universalisme (alamiyah) serta tidak

mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram.

“ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, him 137.
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. . lgmal‘&h tidak bOl(’h mene.
Dengan kata Jain akad mu "&*ndung
u

1 vane dilarang 1t4:
l—lgelr}d j:frk:m pada ketentuan L.Jndang-Undang No.,,
Tahun 2008 tentang Perbankan Byurich P .24 ayat(1) hurul'
2, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a pula filtentukan bahwa
bank syariah tidak boleh melakukaﬂ keglatan. usahg y,.
bertentangan dengan prinsip syal'lab, maka berarti bila terdap,
2kad muamalah yang memperjanjlkan hal yang be”entangan
dengan prinsip syariah berarti pula melfl‘”ggaf Pasal 133,
KUHPerdata tersebut, akibatnya perjanjian tersebu baty
demi hukum .’

Perjanjian kredit bank termasuk di perjanjian pembiayag
bank syariah merupakan perjanjian baku (standard contrac),
mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank terseby,
celah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulj
(blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertenty

ha

(Vorn Viij). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan
dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih
dahulu oleh pihak perbankan.

Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda
tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit
tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon
debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul
klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yans

distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

"Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-A spek
Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, him. 125.

*Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Asp ek Asp
Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, him. 134.
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yang sifatnya praktis dan kolektif, Pada tahap ini, kedudukan
debitor sangat lemah sehingga menerima saja ketentuan dan
syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika
tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan kredit
yang dimaksud.’

Dalam Prakeiknya," perjanjian baku dalam industri per-
bankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Oleh karena dibuat
sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat
sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-
kewajiban nasabah, dan kurang memuart hak-hak nasabah
dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian
baku yang disiapkan oleh bank itu, sering dimuat klausul-
klausul yang sangat menckan nasabah, yang demikian iru
adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan,
yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam
prinsip syariah yang harus dipacuhi dan dilaksanakan oleh
bank syariah.

Klausul-klausul dalam perjanjian kredit/pembiayaan ter-
sebut tidak berdasarkan pada asas perjanjian dan juga prinsip
svariah vang ada, maka bagaimana kekuatan hubungan hukum
antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di bank
svariah, dan bagaimanakan aspek hukum perjanjian vang ada
terutama dalam KUHPerdata mengatur hal ini kemudian
bagaimanakah pengaruh UU No. 21 Tahun 2008 untuk
permasalahan i’ Serwa apakah solusi yang bisa dilakukan
demi kemaslahatan bersama untuk bisa menaiprakan keadilan

Rachmadi Usman Aspek Aspek Hukum Perbankan di indonesia, Gramedia
Pustaka Utama. jakarta, 2001 Nm_ 265

utan Remy Sahdein: Perbankan Syarioh Produk Produk don Aspek
Mukumeva, PT lavakarta Agung Offset, jakarta, him 143-144
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dan keseimbangan yang nyata dalam perjanjian pembia},aan
bank syariah? Perlukah positifikasi hukum ekonom; Islapy>

Persoalan mengenai aspek hukum dalam perjanij
biayaan syariah khususnya dalam sistem bagi hasi
mudharabah dan musyarakah sudah mulaj banyak yang
mencoba menelaah tergambarkan dengan adanya bﬁ‘berapa
karya ilmiah yang saya jadikan tinjauan pustaka sebagai dagy,
pembahasan untuk bisa melihat perbedaan perke
dari masalah ini, karya ilmiah tersebut d; antaran

l S@pei-ti

mbangan

Ya terterg
di tabel 1.1 berikur ini:
Tabel 1.1
Tinjauan pustaka
Nama Jurusan Judul Skripsi Tahun
Rastono | Program Penerapan Prinsip 2008
SH Magister Bagi Hasil Dalam
Ilmu Hukum Pembiayaan
Universitas Terhadap Nasabah
Diponegoro | Bank Syariah
Semarang
Rahadi Program Konsep Pembiayaan 2008
Kristiyanto | Magister Dengan Prinsip Syariah
SH IImu Hukum | dan Aspek Hukum Dalam
Universitas | Pemberian Pembiayaan
Diponegoro |Pada PT. Bank Rakyat
Semarang [ndonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Syariah
Scmu@L ]
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vistem Pembia i Bank S

Kedua karya ilmiah ini sama-sama membahas tentang
pembiayaan pada perbankan syariah seperti yang saya bahas
dalam penelitian ini, namun permasalahan yang kami tinjau
sama sekali berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Rastono
merumuskan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan secara
umum dan apa yang menjadi hambatan bank syariah dalam
penerapan pembiayaan dalam sistem bagi hasil tersebut.

Sementara Rahadi Kristiyanto meneliti tentang perban-
dingan konsep pembiayaan dengan prinsip syariah dengan
konsep kredit dalam sistem konvensional serta aspek hukum
dalam proses pemberian pembiayaan secara umum, sedangkan
penelitian yang saya lakukan lebih spesifik terhadap tinjauan
aspek hukum bagaimana kekuatan hubungan hukum atas
perjanjian pembiayaan yang melahirkan hubungan hukum
antara bank dengan nasabah peminjam dana atau yang biasa
yang disebut dengan nasabah debitor, serta bagaimana kekuatan
hukum yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap hubungan
hukum yang terjalin di antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan bagi kita
ketentuan manakah yang dianut oleh Undang-Undang Pokok
Perbankan, terutama Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, yang berperan sebagai payung hukum
dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan perbankan syariah,
seperti diketahui bahwasanya perbankan syariah menitikberatkan
setiap kegiatannya pada akad atau perjanjian. Dalam hal ini
tentu saja perjanjian kredit dalam perbankan syariah dinamakan
pembiayaan, menjadi sandaran utama dari kegiatan usaha
perbankan syariah yang memiliki banyak jenis pola akad atau

29
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perjanjian. Pertanvaan kemudian adalaly ”“"‘dilﬂ.lrl\--m
Cop
yary
an |

peraturan apakah hukum perjanjian perbankan « ady

. " i . llh d!ll;“
penyelenggaraan pembiayaan syariah yang melahik " I

hukum antara bank sebagai pemberi pembiayaap dan

debitor sebagai penerima pembiayaan, b

Berdasarkan uraian tersebut diagas mendorong Penel;,
untuk menyusun tesis dengan judul Aspek Hitkesyy p 'f'/',z;;L"”l
Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sistem B{]é,' /ZH;
Dibubungkan Dengan UU No. 21 Tapun 200 S

S 721}1/(]}1&; ])‘)1
[N?’IIA’{HI S ’(H'fﬂ/).
)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peny[js

uraikan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalay
penelitian ini, adalah:

1.

Bagaimanakah hubungan hukum antara bank syariah
dan nasabah peminjam dana pada akad pembiayaan

Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah?

2. Bagaimanakah aspek hukum perjanjian pembiayaan
bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil dihubungkan

dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah?

C. Tujuan Penelitian |
Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang hendak dicapa

atas suatu permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan

masalah terseburt diaras, penelitian ini bertujuan:

L. Untuk menganalisis dan menemukan dasar hubunga?

f : ; ) jan-
hukum masing-masing pihak yang melakukan pet)

_3.()
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jian kredit atau perjanjian pembiayaan mudharabah dan
musyarakah pada bank syariah, yakni dasar hubungan
hukum bank syariah dengan nasabah peminjam dana.

Untuk menganalisis dan menemukan aspek  hukum

perjanjian pembiayaan Bank Syariah berdasarkan sistem
bagi hasil dihubungkan dengan Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan mendapatkan secara
umum diharapkan menjadi sumbangan pemikiran
bagi ilmu hukum secara umum, dan hukum perjan-
jian di Indonesia secara khusus berkaitan dengan
dasar hubungan hukum antara Bank dan nasabah
peminjam dana.

Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan
secara langsung ataupun tidak langsung terhadap
pihak-pihak yang bersinggungan dengan perjanjian
kredit, baik perbankan di Indonesia secara umum
maupun perbankan syariah secara khusus, maupun
nasabah, akademisi dan masyarakat mengenai ke-
dudukan hukum perjanjian dalam penyelenggaraan
pembiayaan Bank Syariah menurut sistem bagi hasil
setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah.
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E. Kerangka Pemikiran

Secara umum dapatlah dikatakan bah

Wwa Suaty
adalah suatu peristiwa dimana seseoray

Chian::
g berjanlj)i quaeg{: 3"
fing berjan )
U timby]), Suayy,
kan perikatap, anty,

2
entuknyg Perjanjiy,

orang lain atau dimana dua orang itu sa
melaksanakan suatu hal. Dar; peristiwa
hubungan antara dua orang yang dinama
dua orang yang membuatnya. Dalam b

itu berupa suatu rangkaian kata-kaa yang mengandlmgjm]-i
Janji atau kesanggupan yang diucapkan atay ditulis, 1 "

Mariam Darus Badrulzaman mem
perikatan adalah hubungan yang terjadi
atau lebih, yang terletak dalam harta kek

yang satu berhak atas prestasi dan piha
memenuhi prestasi itu.

maksudkan bahwa dala
hubungan hukum di 2
hukum meletakkan ©

berikan Pengeri,,
diantara d, Orany
ayaan, dengan pihak
k yang lainny, wajib
' Di dalam pengertian terseby ;.
M suatu perjanjian telah [ahj, suaty
ntara para pihak yang membuatny,,
hak” pada satu pihak dan meletakkap
“kewajiban” pada pihak yang lainnya.

Pengertian Hukum Perikatan Islam menurut M. Thahir
Azhary adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang
bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadis) dan
Ar-Rayu (Ijtihad) yang mengatur tent

dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan
menjadi objek suatu transaks;.’

ang hubungan antara

' Dari ketiga sumber tersebut,
umat Islam dimanapun berada dapac mempraktikkan kegiatan
usahanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian ter-

" R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT \ntermasa, Jakarta, 1985, him. 25
" Mariam Darus Badrulzaman Aneko Hukum Bisnis, Alumni, Banduné
1994, him_ 13, islam
Y Gemala Dewi, Wirdyaningsih | Yen: Salma Barlint, Hukum Perikatan
di indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal 3



sebut diatas, tampak adanya kaitan yang erat antara hukum
perikatan (yang bersitat hubungan perdata) dengan prinsip
kepatutan dalam menjalankan ajaran agama Islam tersebut.
Hal ini menunjukkan adanya sifat religius transendental yang
terkandung pada aturan-aturan yang melengkapi Hukum
Perikatan Islam it sendiri yang merupakan pencerminan
otoritas Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa mengetahui se-
gala tindak tanduk manusia dalam hubungan antar sesa-
manya."!

Dalam Al-Qur’an ada 2 (dua) istilah yang berhubungan
dengan perjanjian yaitu a/- aqdu (akad) dan al- ahdu (janji).
Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.
Dikatakan ikatan (a/-rabth) maksudnya adalah menghimpun
atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah
satunya pada yang lain hingga keduipya bersambung dan
menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata akad (/- agdu)
terdapat dalam QS Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta
untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil,
istilah a/- agdu ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis
dalam KUHPerdata.

Sedangkan istilah a/- ahdu dapat dipersamakan dengan
istilah perjanjian overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari
sescorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan
suatu yang tidak berkaitan dengan orang lain."” Istilah ini
terdapat dalam QS Ali Imran (3): 76, yaitu “sebenarnya
siapa yang menepati janji (yang dibuar) nya dan bertakwa,

'* Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Ul Press, Jakarta, 1998, hal.
79.

' Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum
Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
hal 247 - 248.
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ya Allah menyukai orang-orang be”akwa )
Abdullah, dalam Hukum Perikata, 151%

il rolak yang pa]ing membedakan 3dala}.1 pent]r.]gn}’a UnSu;
[;\ (1ab dan kdbU]) dalam tiap TI'ZIIlSElkSl.. Apablla dUa Jan“
ikrar (i ¢ disepakati dan dilanjutkan dengg,

' 1 pihak tersebu
antara para p! ka terjadilah perikatan (agd) 1

ikrar (ijab dan kabul), ma .
Faturrahman Djamil dalam tulisannya yang -

hukum perikatan syariah mengemukakan bahwa hal-hy|
yang harus di perhatikan dalam membuat perjanjian adalah

maka sesunggllh”
Menurut A. Gant

sebagai berikut: |
1. Dari segi subjek agad atau para pihak.

a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hy.
kum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang
secara hukum berada dibawah pengampuan atay
perwalian, seseorang yang dibawah pengampuan
atau perwalian, didalam melakukan perjanjian wajib
diwakili oleh wali atau pengampunya.

b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-ma-
sing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak
untuk diri sendiri atau mewakili sebuah badan hu-
kum.

¢. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan,
seyogyanya harus disebutkan dengan jelas dalam
aqad.

Parl s<'fgi tujuan dan objek Agad. Disebutkan secar

:::ES f:;}:::}i:ri dibuatny;f akad tersebut, misalnya jual-
- nyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang

" Gemal i Wi T
v Gem:I: [D):\\:: \‘:VV_"gvan_mgs,h, Yeni Salma Barlinti, Op.Cit, hal. 45.
» Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Op.Cit. hal. 47.

¥
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telah dijelaskan oleh ajaran Islam. Sekalipun diberikan
kebebasan dalam menentukan objek wgad, namun ja-
ngan sampai menentukan suatu objek yang dilarang
oleh ketentuan hukum Islam atau ‘urf (kebiasaan/kepa-

tutan) yang sejalan dengan ajaran Islam, dengan kata
lain objek akad harus ha/a/ dan thayyib.

e 3 Adanya kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan:
a. Waktu perjanjian, baik bermula atau berakhirnya

perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya,
harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh
bank dan nasabah, tidak boleh berubah ditengah atau
diujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali
bila hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
Jumlah dana, dana yang dibutuhkan, nisbah atau
marginyang disepakati, biaya-biayayang diperlukan,
dan hal-hal emergency yang memerlukan biaya-biaya
lainnya.

Mekanisme kerja, disepakati sejauh mana kebolehan
melakukan operasional, pengawasan dan penilaian
terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan nu-
dharabah dan musyarakah). Jaminan, bagaimana
kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan
kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain ber-
kaitan dengannya. Penyelesaian, bila terjadi perse-
lisihan atau adanya ketidaksesuaian antara dua
belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang di-
sepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui
dan seterusnya. Objek yang diperjanjikan dan cara-

cara pelaksanaannya.

bR
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tjab dan kabul agar memiliki akibat huky
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M, Vairg
| Jala'wl ma'na, vaitu wijuan vang (t‘lkdlldlmg dal
nyataan ity jelas, sehingga dapat dipaham, i;'|\]-‘h 3
vang dikehendaki; "8 akyg
2. Tawafud, yaitu adanya kesesuaian Ntarg i
kabul; 0 dag
3. Jazmul iradataini, yaitu antara ljab dan kaby me
jukkan kehendak para pihak sec SR

A past, g,k ra

dan tidak terpaksa.'” Bu,

Dalam perbankan syariah se
kata pinjam meminjam kurang tep
dua hal. Pertama, Pinjaman merupakan salal; SALU Mg,
hubungan finansial dalam Islam Masih banyak metode yang
diajarkan oleh syariah selain pinja
bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam Islam pinjay,
meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, arip 2
bila Seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan
untuk memberi tambahan atas pinjaman pokoknya, Hal ip|
didasarkan atas hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap
pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba Sedangkan
para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu dalam
perbankan syariah pinjaman tidak disebur kredic tetapi
pembiayaan (flanacing).

Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada
bank umum maupun BPRS mempunyai keunikan sifftﬁm
tersendiri, ia bukan saja komprehensif tetapi juga univer

. ! v
- irnya mmggumkan

at digunakap diSL‘bde\.ln

man, misalnya Jual-bel;

. ilasi Hukum
** Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hu
Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., him. 253
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sal. Sebagai salah satu sistem maka terdapat persamaan serta
perbedaan substantif antara Bank Umum Syariah dan Bank
Perkreditan Rakyat berdasar Syariah dengan Bank Umum
maupun Bank Perkreditan Rakyat Konvensional yang ber-
dasarkan bunga. Mengambil pendapatnya Soerjono Soekanto
(1978, hal. 71-72) apabila hendak membandingkan suatu
hukum tertentu dengan hukum lain dari segi yuridis, maka
sebaiknya dipergunakan suatu kerangka dasar yang bersifat
yuridis pula. Sedang titik tolak perbandingan adalah per-
samaan. Dalam kesempatan Soerjono Soekanto (1981, hal
72) menyatakan pengertian dasar dari suatu sistem hukum
tersebut adalah: subjek hukum, objek hukum, hak dan ke-
wajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum."
Adapun kerangka dasar tersebut terdiri dari komponen-
komponen pokok dari suatu sistem hukum, yakni:
1. Subjek hukum, yakni setiap pihak yang menjadi pen-
dukung hak.
2. Objek hukum yakni segala sesuatu yang dapat menjadi
objek suatu hubungan hukum.
3. Hubungan hukum yakni hubungan yang diatur oleh

hukum.
4, Hak yang bersifat Voluntary dan kewajiban Com-

pulsory
5. Peristiwa hukum yakni peristiwa-peristiwa sosial yang
membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Berdasarkan kerangka dasar tersebut diatas dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui persamaan

1* Mawardi Muzamil, Persamaan Perkreditan Perbankan Konvensional dan
Pernbiayaan Syarioh, Jurnal Hukum, Vol 15, No. 3, April 2004, hal. 517.



Nur Mehnda 1 Sy

akad/perjanjian pembiayaan berda
ngan perjanjian kredit B
ditemukan perbedaannya. Unuk menge
dapat dilihat melalui antara lain: Subjek, Obje
Hukum, Peristiwa Hukum: bentyk per|
tujuan, serta klausula—klausulany;-l.

Adapun bentuk perjanjian kre
dilakukan oleh Bank Syariah maupun Bank Koy,
adalah semua akad atay perjanjian yaknj g
bentuk tertulis baik dengan akta dibawah ¢
Notariel. Persamaan lainnya adalah sifa
perjanjian kredit dan sifat per;
prinsip syariah, keduanya merupakan perjanji
riel. Dikatakan bersifa konsensuel y
perjanjian telah dianggap sah saa adanya kara sepakat.

Kemudian ditindaklanju;j dengan perjanjian rijl dimang
perjanjian ity dianggap sah bilamana telah ada prestasi misalnya
dengan adanya penyerahan uang dan barang, Hal ini sesuai
dengan pendapatnya Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip
Remy Syahdeni, bahwsa perj

uang terdiri dari dya tahap; tahap pertama adalah perjanjian
pendahuluan yang bersifag konsensuel dan tahap kedua yaitu
penyerahan uang bersifat rie|, [ ini disebabkan karena dalam
praktik di Bank Umum Syariah maupun BPR syariah atau Bank
Umum dan BPR yang beroperasional Konvensional dnlan?
penyerahan uang ridak dilakukan sekaligus, akan tetapi didahulu
dengan penanda tanganan Akad Pembiayaan/Kredit.”

sarkan pring

- Ip Syariyl, de.
ank Konvensiongl se

|<;l|igus di
I';I]]lll pers;

dit atauy Pembiayaay, yang

Vension,|
ama-samg dalag,
angan maupyy, akg
Perjanjiannys, sifat
anjian pembiayaan berdasarkag
an konsensual da,
ANg mempunyai arti bahyy

anjian kr(‘dir/perj;mji;m pinjam

“ Ibid, Mawardi

Muzami| Persama
dan Pembiayaan Sya

jondl
an Perkreditan Perbankan Konvens
righ, him 521.
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Dilihat dari bentuk perjanjian maka terdapat kesamaan
substansional dimana keduanya merupakan perjanjian
tertulis yang sudah dibakukan dalam suatu formulir Akad/
Perjanjian yang sudah dicetak. Perjanjian demikian dinamakan
perjanjian standar atau perjanjian baku (perjanjian Adhesi),
oleh karena itu nasabah hampir-hampir ridak ada kebebasan
untuk melakukan negosiasi dan tinggal membubuhkan tanda
tangan sebagai tanda persetujuan atas klausula-klausula yang
tercantum dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, dalam
perjanjian pembiayaan berdasarkan syariah masih terdapat
klausula yang justru harus dirundingkan lebih dahulu dengan
nasabah sehingga masih terjadi negosiasi khususnya mengenai
Nisbah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka me-
ningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ditinjau dari sudut
pandang perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan
dana lewat fasilitas pembiayaan tersebut, pembiayaan atau
yang lebih dikenal dengan kata kredit mempunyai kedudukan
yang sangat istimewa, terutama di negara-negara yang sedang

berkembang,

Namun demikian, diakui pula bahwa sektor perkreditan

‘tetap merupakan kegiatan yang penting bagi industri per-
‘bankan maupun lembaga keuangan lainnya di negara-negara
berkembang maupun negara-negara yang telah maju, karena
pembiayaan tetap merupakan salah satu sumber dana yang

penting untuk setiap jenis kegiatan usaha.

0



10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Ng 7 T
1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan mendeﬁnisikan
sebagai berikut:

N MMclinda Tostan

Di dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undung No,

Ny

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan Yang dapg,
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan g4,
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan Dihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untup melunqs;

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberiq,
bunga’.

Pemberian kredit dalam bank syariah dinamakan pe.

biayaan, seperti yang tertera dalam Undang-Undang N,
21 Tahun 2008: Pembiayaan adalah penyediaan dana aray
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabap dan
musyarakah;

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ljarah atau sewa
beli dalam bentuk 7jaral muntahiya bittamlik;

Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan istishna’
Transaksi pinjam meminjam d

gardh; dan

alam bentuk piutang

Transaksi sewa-menyewa jasa d

untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/
atau diberi fasilitas dana uneyk met
tersebut setelah jangk

ujrah, tanpa imb

alam bentuk ijarah

1gembalikan dana
a waktu tertentu dengan imbalan
alan, atay bagi hasil

40
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Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pengertian perjanjian
dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih, Marhainis Abdul Hay mengemukakan
tentang pengertian perjanjian kredit (Bank) dapat diidentifikasi
dari pasal 1754 KUHPerdata tentang pinjam meminjam. Pasal
1754 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

- “Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana
pihak yang satu memberikan kepada pibak yang lain suatu

Jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam
dan keadaan yang sama pula.”

Adapun menurut C. H. Gatot Wardoyo perjanjian kredit
“mempunyai beberapa fungsi, yaitu:”'

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, artinya
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentu-
kan batal atau tidaknya perjanjian lain yang meng-
ikutinya.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai alac bukti menge-
nai barasan-batasan hak dan kewajiban di antara

to

kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melak-

sanakan monitoring kredit.

1
5
e >
',_:
s _‘{' 3
e
B

* C. H. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit

Bank dan Manajemen,
1992 him. 64
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Sehingga dapart disimpulkan bahwa secara umyp, yan
dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian pinjan,
meminjam berupa uang antara pihak yang saty (kreditor)
dengan pihak lain (debitor) dalam hal mana pihak Peminj,
berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka wal
tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan,

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyary
tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus aay
lembaga perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian Kredj,
Bank”. Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan
hukum antara bank dan nasabah debitor, yang diseby;
“Perjanjian Kredit Bank” itu, harus digali dari sumber-sumber
di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.?

Beberapa pakar hukum kita berpendapat, bahwa perjanjian

kredit bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam
meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal

1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekii,

menyatakan:
“dalam bentup apa pun juga pemberian kredit itu diadakan,
dalam semuanya itu pada /mki/mmyrz yang terjadi adalah

suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur

dalam KUHPerdatq Pasal 1754 sampai dengan Pasal
1769.”

m
tu

Kemudian Marhaenis Abduyl Hay?} mengemukakan pen-
apat yang sama, bahwa perjanjian kredit adalah identik

d

hi |, utan remy sjahdeini dalam Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. Op. Cit.
m. 313
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dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh
ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdata. Pendapat ini
dikemukakan beliau lagi dalam bukunya “Hukum Perdata”,
bahwa pengertian perjanjian kredit mendekati pada perjanjian
pinjam mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian
kredit kita dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian
pinjam mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Ketentuan umum dalam pinjam-mengganti menurut
kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan
untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksud oleh Undang-
Undang Perbankan. Perjanjian kredit merupakan hal yang
khusus dari perjanjian pinjam-mengganti.

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan perjan-
jian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” dari pe-
nyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan ha-
sil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman.
Perjanjian ini bersifat konsensuil obligatoir yang dikuasai
oleh Undang-Undang Pokok Perbankan dan bagian umum
KUH Perdata.“Penyerahan uangnya” sendiri, adalah bersifar
riil. Pada saat penyerahan vang dilakukan, barulah berlaku
ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit
pada kedua belah pihak.

Di dalam praktik, istilah kredit juga dipergunakan untuk
penyerahan uang, sehingga jika kita mempergunakan karta-
kata kredit, istilah ini meliputi baik perjanjian kreditnya
vang bersifat konsensuil maupun penyerahan uangnya yang

bersifat riil.

!
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‘kemukakan pula oleh Marjap,

Pendapat yang senada d |
nymakan, bahwa dari rumusgy,
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vang terdapat di dalam UUP meng i lerediit,
'disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam

am di dalam KUHPerdata Pasal 1754. Perjanjian
am ini juga mengandung makna luas yairy
menghabis jika verbruiklening

enai perjan jian kredit, dapat

memin|
pinjam memin|
objeknya adalah benda yang
termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam

meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik
yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan
jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian
yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit
ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada na-
sabah. Namun sebelum beliau berpendapat, bahwa karena
berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas
sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang atau
pinjam meminjam.

Pendapat para ahli hukum diatas disangkal pakar hukum
lainnya Djuhaendah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian
kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena
mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara
khusus baik dalam undang-undang maupun undang-undang
perbfmkan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang
bagaimana b.entuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat
atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat
antara bank dengan para debicor.

“'Ibid, Rachmadi Usm
. an, P .
Perbankan, him. 110. enyelesaian Pengaduan Nasabah dan Medios!




Beliau !mhkeln berpendapat bahwa perjanjian kredit t-
dak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan kitab Undang-
Undang Hl'll(llll.]], karena antara perjanjian pinjam-meminjam
d)engan perjanjian kredit terdapat beberapa hal yang berbeda.
Perbedaan dimaksud antara lain”*:

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut
biasanya berkaitan dengan program pembangunan,
biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tu-
juan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, se-
dangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada
ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan
uangnya secara bebas.

Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pem-

beri kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan
. diberikan individu, sedangkan dalam
meminjam dapat oleh individu.

gi perjanjian kredit berbeda
injam. Bagi perjanjian
umum dari Buku

tidak mungk
perjanjian pinjam
Pengaturan yang berlaku ba
dengan perjanjian pinjam mem
pinjam meminjam berlaku ketentuan
[1I dan Bab XIII Buku 11l Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, sedangkan bagi perjanjian akan berlaku

dang Dasar 1945, ketentuan bi-

ketentuan Undang-Un
dang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum kitab
ata, Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Perd
merintah dalam Bi-

Perbankan, paket kebijaksanaa Pe
dang Ekonomi, terutama bidang Perbankan, surat

Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

gian Pengaduan Nasabah dan Mediasi

s |pid, Rachmadi Usman, penyeles
Perbankan, him. 111.




4. Pada perjanj

Nur Melinda Lestar

ian kredit telah ditentukan bahwa pengem.
balian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan
atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pjp.
jam meminjam hanya berupa bunga ini pun ada apabil,
diperjanjikan.

Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keya-
kinan akan kemampuan debitor akan pengembalian
kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan,
baik materiil maupun non-materiil. Sedangkan da-
lam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan
pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun
baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya
merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sutan Remy

Sjahdeini, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bukan-

lah perjanjian riil seperti perjanjian peminjaman uang,

yaitu perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam

(verbruiklening), yang objek perjanjiannya adalah uang, me-

lainkan perjanjian konsensual. Terdapat beberapa ciri yang

membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam
meminjam, yaitu:*

l.

Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjain kredit
bank itulah yang merupakan ciri pertama yang mem-
be~dakan dari perjanjian peminjaman uang yang ber-
sifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit

adalah perjanjian /oan of money menurut hukum Ing-

Perbankan, him 112

~ Ibid, Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi
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gris vang dapart bersifat riil maupun konsensual, tetapi
bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum
Indonesia vang bersifat riil, Bagi perjanjian kredit yang
jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak
dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan
perjanjian vang konsensual sifatnya. Setelah perjan-
jian kredit ditangani oleh bank dan nasabah debitor,
nasabah debitor belum berhak mengguanakan atau
melakukan penarikan kredit atau sebaliknya setelah
ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, be-
lumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk me-
nyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak
nasabah debitor untuk dapat menarik atau kewajiban
bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung ke-
pada relah terpenuhinya seluruh syarar yang ditentukan
didalam perjanjian kredic.

Kredit vang diberikan oleh bank kepada nasabah debi-
tor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keper-
luan atau tujuan vang tertentu oleh nasabah debitor,
seperti yang dilakukan oleh peminjam vang (debitor)
pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjan-
pan kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan -
juan vang ditetapkan didalam perjanjian dan pemaka-
AN yang menyimpany, dan tupuan it menmimbulkan
hak kepada bank uinuk mengakhin perjanpan kredit
secars sepihak, maka beraru nasabah debitor bukan
merupakan pemilik mutlik dan kredit vang diperoleh-
nva berdasarkan perpanpan kredi mus sebagaimana

bila seandainva perjanpan kredit i adalah perjanpan
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peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjia, kred;,

bank tidak memp‘unyai ciri yang sama dengan Perjan.

jilan pinjam meminjam atau pinjam mengeany. Olel,

karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak bep.

laku ketentuan-ketentuan Bab XIII, Buky HI Kiga,
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

3. Perjanjian kredit bank yang membedakannya dar per-
janjian peminjaman uang ialah mengenai Syarat carg
penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan
menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakap
cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir
dapar dikatakan tidak mungkin atau tidak diperboleh-
kan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang
yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kredi-
tor dalam kekuasaan debitor dengan tidak diisyaratkan
bagaimana caranya debitor akan menggunakan uang
pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak
pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mut-
lak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam ben-
tuk rekening koran yang penarikan dan penggunaan-
nya selalu dibawah pengawasan bank.

Asser-Kleyn mengatakan bahwa perjanjian kredit me-
: gL " . s oot 1
rupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian pl“J“”l
. ” " s B a]
uang. Pendapat Windscheid, bahwa perjanjian kredit adal

. ' s e - . "(, ’
perjanjian dengan syarat tangguh (Condition Potestal!! )
am

ak.

dimana pemenuhannya bergantung kepada pemin)
(debitor) apakah dia mau mengambil kreditnya atau rid

. " 4 82 1 1"”“
sementara itu Felt menyatakan, bahwa perjanjian pit
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mengganti bersifat riil. Perjanjian kredit baru lahir pada saaat
dilal.cukannya realisasi kredit. Konsekuensinya, perjanjian
bersifat riil. Sedangkan Goudiket berpendapat bahwa per-
janjian kredit (pinjam uang) bukan perjanjian riil, tetapi
perjanjian yang bersifat Konsensual, oblogatoir, dan bersifat
timbal balik.””

Berdasarkan uraian pengertian Perjanjian Kredit diatas
dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian
kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam
uang pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua ke-
lompok pendapat:

1. Perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu meru-
pakan “satu” perjanjian, sifatnya “konsensuil”.

2. Perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupa-
kan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat

“konsensuil” dan “riil”.

Ke dalam pendapat pertama mempunyai pengikut yaitu
Windscheid dan Goudiket. Windscheid mengemukakan
bahwa “perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat
tangguh yang pemenuhannya tergantung pada peminjam
yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pin-
jaman itu (Pasal 1253 KUH Perdara) sedangkan Goudiket
mengemukakan pula bahwa perjanjian kredit adalah perjan!'.ian
pinjam uang yang bersifat konsensuil dan obligatoir. Perjanjian
ini mempunyai kekuatan mengikat sesual dengan.l’zllsal 1338
KUHPerdata. Beliau menolak sifat riil perjanjian pinjam uang

dit Bank. Alumni.

" Mariam Darus Badrulzaman. 1991. Perjanjian Kre
Bandung, him. 30

1
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kalau seseorang mengikatkan diri untuk menyerahkan uang

kepada pihak lain, maka yang perlu adalah satu perjanji,),

untuk mencapai tujuan perjanjian itu.

Penyerahan uang adalah “pelaksanaan dari petjanjian
itu bukan merupakan perjanjian tersendiri, terlepas dar;
perjanjian kredit. Perjanjian kredit menurut Goudiket adala},
penawaran yang mengikat pemberi kredit untuk mengadakap,
suatu perjanjian timbal balik, sifat timbal balik perjanjian ip;
terjadi pada saat penerima kredit menyatakan kesediaanny,
menerima pinjaman itu.

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umum-
nya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara
tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam
bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapar
mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini merupakan
bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit
yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji
oleh pihak bank.? Selain itu dasar hukum perjanjian kredit

juga dapat dijumpai dalam:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 ten-
tang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tang-
gal 3 Oktober 1966 Juncto Surat Edaran Bank Negara
Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8
Oktober 1966. Surat Edaran Bank Negara Indonesia
Unit [ Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Okto-
ber 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/
EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyata-
kan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit

“ Djuhaendah Hasan, Hasil Penelitian Jaminan Perkreditan Badan Pembind®”
Hukum Nasional, Jakarta, 1992, him. 12.

A1)




Sistem Pembiayaan Bank Syarial

dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit
yang jelas antara bank dan nasaah atau Bank Sentral
dan Bank-bank lainnya. Dari sinilah jelaslah bahwa da-
lam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib
dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

Surat  Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia
~ Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang
~ Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
- Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan
- bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati
|
|

E\J

permohonan kredit dituangkan dalam perjanjian kredit
(akad kredit) secara tertulis.”’

- Dengan demikian berdasarkan ketentuan bank Indonesja

tersebut, maka perjanjian kredit bank wajib dituangkan da-

lam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta nota
riil. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan
bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian,
dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan
oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan
nasabah yang mempercayakan danannya kepada bank terjamin
dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian
kredit bank dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa
seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang
bersangkutan telah diselesaikan dan memberikan perlindungan
yang memadai bagi bank."

——

‘Rachmadi Usman, Apek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Gramedia
Pustaka Utama. 2001. Him. 263-264.

‘Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. Op. Cit him. him 320,
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Dalam prakeeknya, guna mengamankan pemberian kred;y
umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tepyy;
dan dalam perjanjian baku (standard contract) yang dapat dibugy
di bawah tangan ataupun dibuat secara notariil. Perjanjian
kredit yang merupakan perjanjian baku (standard contracy) g
mana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut tely),
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko)
tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu,

Rachmadi Usman Menjabarkan Perjanjian kredit bank
merupakan perjanjian baku (standart contract), dimana isi atay
klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan
dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak
terikat kepada suatu bentuk tertentu (vorn vrif). Hal-hal yang
berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit
telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan.

Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda
tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian
kredir tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada
calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut atau isi atau
klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit
bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenubi
kebutuhan yang bersifat prakeis dan kolekif,

Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah,
sehingga menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang
disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak akan men-
dapatkan kredit yang dimaksud® Perjanjian kredic dalam
praktiknya mempunyai 2 bentuk, yaitu:

I. Perjanjian dalam bentuk Akia Bawah Tangan (diaur

" Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman Op. Cit_him_ 321



dalam Pasal 1874 KUHPerdata) Akta bahwa tangan
mempunyai kekuatan hukum pembuktian apabila tan-
da tangan vang ada dalam akea tersebur diakui oleh
yang menandatanganinya. Supaya akta bawah tangan
tidak mudah dibantah maka diperlukan legalisasi oleh
Notaris yang berakibat akta bawah tangan tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik
2. Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik (diatur dalam Pasal
1868 KUHPerdata) Akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna yang artinya akta otentik di-
anggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau me-

nyelidiki keabsahan tanda tangan dari para pihak.

_ Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa
. Inggris, yaitu standart contract. Standar kontrak merupakan
" perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam
" bentuk formulir. Kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh
salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak
- ekonomi lemah.* Perjanjian baku merupakan suatu bentuk
perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah
- pihak yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang sudah
dibakukan. Salah satu pihak dalam perjanjian itu, yaitu pihak
yang secara ekonomis kuat, biasanya menetapkan syarat-syarat
baku secara sepihak. Oleh karena itu perjanjian baku itu pada
prinsipnya ditetapkan tanpa lebih dahulu merundingkannya
dengan pihak yang lainnya.*

* Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, (PT.Raja
Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006), him. 145,

* Ari Purwadi, Hukum dan Pembangunan, Majalah Hukum, Nomor 1 Tahun
XXV, 1995, hal. 58.
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Mariam Darus Badruzaman, menerjemahkann),a dhse
istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan, ukurap, acug:n
Olehnya jika bahsa hukum dibakukan, berarti bahwa hukunl
ity ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehjp, !
memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan ummﬁgj
Sebagaimana halnya dalam pemakaian istilah yang tid;k
seragam cersebut diatas, dijumpai pula adanya beberapa
pengertian mengenai perjanjian baku, antara lain adalah,
Pengertian menurut Mariam Darus Badrulzaman : “Pefjanjian
baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan
dalam bentuk formulir.”?

Pengertian menurut Sutan Remy Sjahdeini “Perjanjian
baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul
yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada
dasarnya tidak mempunyai peluang hanyalah beberapa hal
saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna,
tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek
yang diperjanjikan. Dengan kara lain yang dibakukan bukan
formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuar dengan
akta notaris, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-klausul
yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah
dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang Jain

tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta

PerkpmllbaMarnam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Srandﬂfd)'
ngannya di Indonesia, (Bandung Alumni, 1994), hal. 46.

© Mariam Darus .
1994), hal 47-48 Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung:

A‘umm;
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pgrtlbahan atas klausul-klausul itu,maka perjanjian yang dibuat
dengan akta notaris itupun adalah juga perjanjian baku.?

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian baku

dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:”

1.

Perjanjian baku sepihak, adalah perjanian yang isinya
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di da-
lam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah
pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat
dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya
terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian bu-
ruh kolektif.

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah
perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas
tanah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat
formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur
dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus
1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta
jual beli, model 1156727 akta hipotik model 1045055
dan sebagainya.

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris
atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang kon-
sepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenubhi
permintaan dari anggota masyarakat yang meminta
bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang
dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “con-

tract model”.

% sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang

Seimbang Bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut
Bankir Indonesia, Jakarta 1993, him. 66.

¥ Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.cit hal. 49-50.

S5
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Pengaturan kontrak baku juga tertera dalam hukun
perikatan Islam yang pada prinsipnya juga menganut asyq
kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam “Antaradhip”
sebagaimana yang diatur dalam QS An-Nisa ayat 29, da,
Hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu suatu perikatan argy
perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila
ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar
yaitu: ijab (penawaran) dan gabul (penerimaan). Namup
demikian tentunya terdapat perbedaan dalam hal-hal prinsip
dalam rangka pembatasan terhadap asas tersebut dalam konsep
syariah dan bertitik tolak dari firman Allah dalam Al-Qur’an
dan juga pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad dalam
Al-Hadis. Dengan demikian tentu saja ada perbedaan yang
esensial dalam pembatasan-pembatasan yang diberikan
oleh kedua konsep tersebut. Apabila dalam hukun positif
pembatasan yang ditentukan oleh negara hanya berkaitan
dengan hak-hak manusia, dalam kontrak syariah paling tidak
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu
kontrak antara lain sebagai berikut:*

a. Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah
halal menurut syariat,

b. Tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan

akad maupun prestasi yang diperjanjikan.

Para pihaknya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

Transaksi harus adil.

eI O~ &

Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maysir)
Terdapat prinsip kehati-hatian.

38. Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan
Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, him, 206.

Sh
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Tidak membuat barang- barang yang tidak bermanfaat
dalam Islam ataupun bar ang najis (najsy).

h. Tidak mengandung riba.

Dalam praktik akad syariah, pembatasan-pembatasan
tesebut bias dijadikan penjelasan bagi konsep “kausa yang
‘halal” sebagai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata yang kini dipakai dalam perjanjian baku
‘dalam dunia perbankan dan perasuransian. Dewasa ini Bank
Indonesia sedang mengupayakan pembuatan standarisasi akad-
-akad syariah untuk diterapkan dalam kontrak-kontrak yang
akan diterapkan bank-bank syariah di Indonesia.
~ Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain
‘oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan
’keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian
‘baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.”” Yang menjadi
permasalahan apakah kontrak standard secara juridis sah
dan mempunyai akibat hukum. Untuk itu timbul berbagai
pendapat dari kalangan pakar antara lain:

1. DPitlo, kontrak standard adalah dua kontrak saja alasan
kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata sudah dilanggar.

Slyiter, secara materiil merupakan “legio particu liere
welgivers” (membentuk undang-undang swasta). De-
ngan alasan kreditur dalam hal ini bank secara sepihak

o)

menentukan substansi perjanjian.
3. Egeins, kebebasan kehendak dalam perjanjian meru-

* Man Suparman Sastrawidjaya, Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia
Maya, dalam seri Dasar Hukum Ekonomil2; Cyberlas: Suatu Pengantar. Jakarta.
2002: Proyek ELIPS
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pakan tuntutan kesusilaan. Ini berarti kontrak standay

bertentangan dengan asas-asas hubungan perjanjiap,
(Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata) tapi dalam
praktek, perjanjian timbul karena keadaan mengenda-
likannya dan harus diterima sebagai kenyataan.

4. Hondius, mengatakan perjanjian buku mempunya;
kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaky
di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan,

5. Stein, menyatakan perjanjian baru dapat diterima se-
bagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan
kepercayaan (fictievan wil en vitroven) yang membang-
kitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri
pada perjanjian itu. Kalau nasabah debitur menerima
dokumen perjanjian berarti nasabah tersebut secara su-
karela tetapi pada isi perjanjian itu.

6. Mariam Darus, dasar berlakunya kontrak standard
kredit bank didasarkan oleh nasabah debitur tidak di-
anggap menyetujui sungguhpun dalam kenyataannya
nasabah debitur tidak mengetahui isinya. Dalam per-
janjian kredit, formil nasabah debitur menyetujuinya
tetapi secara materiil terpaksa menerimanya. Adanya
penyesuaian kehendak adalah fiktif.

Sebaliknya beberapa pakar menerima kehadiran perjanjian
baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena™:
I. Perjanjian baku sebagai perjanjian berdasarkan fiksi
adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en ver-

rouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para

' Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. Op. Cit. him. 324.



prhale mengilatlan din pada perjangan .

Setap orang yang menandatangan peranpan bertang
pungjawab pada st dan apa yang, ditandacanganinya.
jika ada orang, yang membubuhlan canda cangan pada
formulir perjanjian baku, tanda tangan o mem-
bangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan
mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditan
datangani. Tidak mungkin sescorang menandatangani
apa yang, tidak diketahu isinya,

Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, ber
dasarkan kebiasaan (gebruk) yang berlaku dilingkungan

masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Kelemahan pokok dari perjanjian baku ini karena lu-

rangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiassi

atau mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang ber-

sangkutan, schingga kontrak bagu tersebut sangat berpotensi

untuk menjadi klausul yang berat scbelah. Faktor-faktor

penyebab sering kali perjanjian baku menjadi sangat berat

sebelah tersebut, yaitu®':

Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan
bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar,
sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian
tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjan-
jian tersebut, apalagi ada perjanjian yang ditulis dengan
huruf-huruf yang sangat kecil.

Penyusunan perjanjian yang sepihak, pihak penyedia do-
kumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk

T Munir fuady 2003, 78
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memikirkan mengena klavsul-klavsul dalam dokagy,e,

cersebut, bahkan mungkin saja sudab berkonsultasi dey,
gan para ahli, atau dokumen tersebut justra dibuar o),
para ahli, sedangkan pihak yang kepdanya disodorly,,
dokumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidy),
familiar dengan ldausul-klausul tersebut;

3. Pihak yang kepdanya disodorkan perjanjian baku me.
nempati kedudukan yang sangat tertekan, schingg
hanya dapat bersikap take it or leave it.

Sesungguhnya keabsahan perjanjian baku terletak pa-
da penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk
memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Du-
nia perdagangan dan bisnis membutuhkan kehadiran per-
janjian baku guna menunjangdan menjamin kelangsungan
hidup usaha perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada
umumnya mengandung klausul-klausul yang ridak setara
antara pihak yang mempersiapkan dan pihak yang lainnya.
Isi, aturan atau ketentuan, dan syarat-syarat kalusul terlebih
dahulu dipersiapkan dan ditentukan secara sepihak oleh yang
membuat perjanjian, dan itu mengikat dan wajib dipenuhi
oleh pihak yang lainnya.

Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan
menuangkan sejumlah klausul yang menguntungkan dirinya,
sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban.
Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwaspadai, dan
ini dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dalam
masyarakat. Jadi, pada hakikatnya dalam keadaan tertentu
perjanjian baku ini memang diburuhkan masyamkar."?

* Rachmadi usman, Op. Cit, him_ 266
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Pada umumnya dalam prakrik perbankan, perjanjian kredit
bank berbentuk perjanjian baku, dimana scbelumnya pihak
bank telah menyiapkan isi atau klausulnya, sementara pihak
debitur tidak mempunyaj kesempatan, bahkan tidak diberikan
kesempatan untuk merundingkan isi atau klauasula, yang akan
disepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian kredit
banknya. Kalaupun ada terjadi perundingan, itu pun hanya
bersifat formalitas belaka. Dalam perundingan itu, debitur
berposisi sekadar menyatakan menerima atau menolak isi
perjanjian kredit bank tersebut.*’

Dalam bentuk perjanjian kredit yang demikian, pada
hakikatnya kehendak yang sebenarnya belum terwujud
dalam perjanjian kredit. Kehendak nasabah debitur hanya
diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan
akan kebutuhan kredit. Kedudukan nasabah debitur menjadi
lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkan.
Dengan kekuasaan ekonomi yang lemah, nasabah debitur
tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima
persyaratan perjanjian yang disodorkan kepadanya ter-
sebut’?

Berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya,
dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak
hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga mengemban
kepentingan masyarakat (penyimpan dana dan selaku bagian
sistem moneter). Dalam menentukan apakah suatu klausul
ity memberatkan, baik dalam bentuk klausul eksemsi atau
dalam bentuk yang lain, pertimbangannya sangat berbeda

** Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. Op. Cit. him. 326.
* Ibid Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman,him. 326.
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bila dibandingkan dengan menentukkan klausul—kalus“l
dalam perjanjian-perjanjian baku pada umumnys, yang pa;.
pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa, Mengi,
pertimbangan yang demikian, maka tidak dapat di'fmggap
bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilap, apabil,
di dalam perjanjian kredit dimuat klausul yang dimaksudkan
justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistens; bank

atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerin},
di bidang moneter.*

gat

Bank syariah dalam undang-undang perbankan Indonesi
termasuk dalam kelompok bank umum, yang diberikan
pengertian sebagai “bank yang melaksanakan kegiatan usah;
berdasarkan prinsip syariah”. Prinsip syariah di sini diberikap
pengertian sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan
atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai syariah."

Dalam bank syariah, perjanjian atau akad yang dilakukan
memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan
berdasarkan hukum Islam. Produk apa pun yang dihasilkan
semua perbankan, termasuk didalamnya perbankan syariah,
tidak akan terlepas dari proses transaksi perjanjian yang dalam
istilah fikih muamalahnya disebut dengan g4, kata jamaknya
al-uqud. Ada beberapa asas al-uqud yang harus dilindungi
dan dijamin dalam wadah Undang-Undang (UU) Perbankan

** Sutan remy, Op. Cit., 1993, him. 182-183.
*Istilah ini digunakan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 13 Undang-undangr
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nom®

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.
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Syariah."” Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud
dengan akad adalah Akad adalah “kesepakatan tertulis antara
Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan
Prinsip Syariah”.

Mengingat juga kegiatan usaha bank-bank syariah adalah
memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya berdasarkan
perjanjian atau akad muamalah yang dalam hukum positif
diatur oleh hukum perikatan yang diatur dalam KUHPerdata,
maka bank-bank syariah harus memahami hukum perikatan
sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata tersebut.”
Maka aspek legalitas dari setiap perjanjian-perjanjian yang
dilaksanakan bank syariah harus mempunyai dasar yang kuat
dari hukum perikatan yang berlaku di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah
wajib membuart akad sesuai prinsip syariah dengan ketentuan
pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan
keseimbangan (‘ad! wa tawazun), kemaslahatan (maslahah)
dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar,
maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

; Produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama
produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah
vang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam

“ M. Amin Suma, Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi

Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis (Agustus 2002), him. 16.
“ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, PT. Jayakarta Agung Offset,

Jakarta, 2010, him 1.
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akadnya (perian}ian), dan bukan hanya nama produkny,
oduk bank konvensional. Hal ini erly;,

sebagaimana pdeUk‘P
) bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang

an hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seliy
Juk bank syariah dapat menggunakan pringip
berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah
2 beberapa produk yang berbeda,
Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan
usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi
untuk mencari keuntungan (tijarah) dan transaksi tidak
untuk mencart keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua,
yaitu transaksi yang mengandung kepastian (natural certainty
contracts/ NCC), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi

hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung
reainty contract/NUC), yait

an kontrak NUC dengan

dengai
menentuk
itu, suatu pro
syariah yang

dapat diterapkan pad

ketidakpastian (natural unce

kontrak dengan prinsip bagi hasil. D
prinsip bag hasil inilah yang kemudian akan fokus dikupas
dan dibahas dalam penelitian kali ini, khususnya Mudharababh
dan Musyarakah.

Transaksi NCC berlandaskan pada teori percam
_|kup d.lldm

 Jak untuk

pembiayaan dan pendanaan, sedangkan ransaksi ti
Jaan, jasa }x'l.n)'.m.m

kasnya dapat

pur.m.

Semua transaksi untuk mencari keuntungan tere

mencan keuntungan tercakup dalam pcmLu
(fee based income), dan kegiatan sosial, skema ring

dilihat pada gambar dihalaman selanjutnya berikut:"

" Ascarva o cie - Aa
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syarieh PT RajaGrafindo persada.) kart

;‘\A“,‘:_ h;ii 17 18
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JENIS AKAD/TRANSAKSI
TABARRUY’ TUARAH
(tidak mencari untung) (mencari untung)
PENDANAAN JASA PENDANAAN
PERBANKAN SOSIAL PEMBIAYAAN JASA
PERBANKAN

A,
4 R

DENGAN KEPASTIAN DENGAN
(NON BAGI HASIL KETIDAKPASTIAN
Pola Titipan JASA PERBANKAN) (BAGI HASIL)
-wadi'ah yad Dhamanah ﬂ ﬂ
/;’ola Jual Bel \ Pola Bagi hasil

-Mudharabah

-Musyarakah

B

Pola Pinjaman -Murabahah
-Qardh salam
i -Qardhul Hasan Istishna

(pma Sewa \ Lain-lain
Pola Lainnya : wakalah, —
i Kafalah, hiwalah, Rahn ljarah Musinah,
- ljarah wa iqtina Mukhabarah
\ujr /
,~ B Lain-lain : Hibah, Wanf P ,
b; Shadaqah, Hadiah Pola Lainnya
it
I\ Sharf
\ /

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis,
penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan
pustaka atau data-data sekunder. Penelitian yang di-
lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

WO, L TN R LR T A AR T

(,.‘.,,,“:4.4,,
NN
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sekunder yang berupa norma, undang-undang maksyq.
nya adalah merupakan pendekatan dengan Memapy,.
kan, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perun.
dang-undangan yang berkaitan dengan masalah aspek
hukum perjanjian dalam akad/perjanjian pembiayaa;,
bank syariah sesuai dengan ketentuan Undnag-Und;mg
No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan
sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan
pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturay,
perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakag
dan sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi dj
tenga-tengah masyarakat, peraturan-peratuan, karya
ilmiah, hasil penelitian, kamus dan sebagainya meru-
pakan penelitian normatif penelitian normatif men-
cakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika
hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, per-
bandingan hukum dan sejarah hukum.*

Peneliti juga melakukan pendekatan Konseptual,
pendekatan konseprual dilakukan manakala peneliti
tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu
dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada
aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dalam
penelitian kali ini adalah masalah dasar aturan hukum
perjanjian kredit bank dalam perbankan syariah. Dalam
penelitian konsep ini peneliti melakukan penelitian
mengenai konsep hukum yang berasal daris sistem
hukum yang tidak bersifac universal, seperti perbankaﬂ

** Soerjona Soekanto dan Sri Marmudiji, Penelitian Hukum normative:

Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him-
13-14.
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syariah. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk
kepada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
Hukum Islam di bidang perbankan. Akan tetapi betapa

pun, 1a juga perlu memahami substansi dasar hukum
Islam karena dari situlah konsep beranjak.’’

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif anali-
tis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta
dan permasalahan yang timbul tentang Konstruksi
Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan Nasabah
Peminjam Dana pada Perjanjian Kredit Bank (Pembi-
ayaan pada Bank Syariah). Serta Kedudukan Hukum
Perjanjian dalam Penyelenggaraan Perjanjian Pembi-
ayaan Bank Syariah Menurut Sistem Bagi Hasil Setelah
Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Ten-

tang Perbankan Syariah.

Bahan penelitian diambil dari sebanyak mungkin
data yang diperoleh dan dibutuhkan mengenai masalah
yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis
menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan
pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang
terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata (burge-

lijk Wetboek)

' peter Mahmud Marzuki, Penelittan Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, him.
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Mo
S

Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 n
Perubahan Undang-Undang No, 7]

, 'll.ml,
ahun 194,

)2
tentang Perbankan,

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200y ten.
tang, perbankan syariah

4) l’cr;llur;mI\/I:lhk:unnh/\gungl{thlikln(lunc\i;l
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hu.
kum Ekonomi Syariah.

5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Repubij
Indonesia Nomor 08 ‘Tahun 2008 tentang
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah,

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi-
kan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum
primer, seperti: buku-buku ilmiah, majalah, media
massa, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, ar-
tikel-artikel yang memuat tentang aspek hukum
perjanjian dalam Akad/perjanjian pembiayaan pada
Bank syariah.

c. Bahan hukum tersier, yang didapat untuk mem-
berikan petunjuk maupun penjelasan terhadap ba-
han hukum primer dan bahan hukum sekunder
yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Ka-

mus bahasa Belanda, kamus bahasa Inggris, dan
Ensiklopedia.

4." Tekhnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalab

dengan melakukan pengamatan atau observasi, dan W
; : r
wancaraatauinterview. Jugamenggunakan datasekunde

68
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dokumen-dokumen tentang perbankan syariah, serta
melakukan studi kepustakaan yaitu penelitian untuk
mencari landasan teori dari permasalahan penelitian
dengan menggali buku-buku, jurnal-jurnal, surat ka-
bar atau dokumen dan menggunakan beberapa un-

dang-undang yang ada hubungannya dengan objek
penelitian.

. Metode Analisa Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, metode yang di-
gunakan untuk menganalisa adalah kualitatif norma-
tif, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan sesuai de-
ngan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisa
secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu
kesimpulan konsep yang digunakan untuk menjawab

masalah yang dibahas.

. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Muamalat Ins-

titute Jakarta, di Perpustakaan Fakultas Hukum Univer-
sitas Padjajaran Bandung, dan Perpustakaan Nasional

Jakarta,

Oy
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Bab I

TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM PERJANJIAN,
PERJANJIAN KREDIT BANK,
. KONSEP PERJANJIAN SYARIAH
f"ff* (AKAD) DALAM HUKUM
PERIKATAN ISLAM

A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian
Pengertian Hukum perjanjian

Buku 111 B.W. berjudul Peribal Perikatan. Per-
kataan “perikatan” (verbintenis) mempunyai arti lebih
luas dari perkataan “perjanjian’, sebab dalam Buku III
itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama
sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau
perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari
perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad)

I\
9

N
0)

Q)

Q)]
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dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusap

kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perse.

(ujuan (zaalkwaarneming). Tetapi, sebagian besar dq;

Buku 111 ditujukan pada perikatan-perikatan yang
timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan
hukum perjanjian.”

Definisi perjanjian diberikan Mariam Darus Bad-
rulzaman, diambil dari Pasal 1313 KUHPerdata “suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

orang lain atau lebih.™™

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, definisi
yang terdapat di dalam ketentuan diatas adalah tdak
lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang
dirumuskan ity hanya mengenai perjanjian sepihak
saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji
kawin, vaitu perbuatan di dalam hukum keluarga vang
menimbulkan perjanjian juga.

Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai oleh
ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke
Il KUHPerdata secara langsung tidak berlaku jugd
mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di
dalam perbuatan melawan hukun ini ndak ada unsuf
perseurujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikar l\t'}‘-ld“

suatu bentuk rertentu, dapat dibuar secara hsan dan

Subekn Fokedk Pokok
W b y Mukum Perdata Peneril PT Intermasd jakartd
;L_Kl1 mm 14'..] ’ |

Y

Mariam Darus Bad
Bandung, 1994 him 18 eha Mukum Bisnis Penernt f
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andai kata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat
sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.
Untuk beberapa perjanjian undang-undang me-
nentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak
dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian,
bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata me-
rupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat
adanya (bestaanwaarde) perjanjian. Misalnya, perjan-

jian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta

notaris (Pasal 38 KUHD).

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

| Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat
syarat:”*

a. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

c¢. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif

karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif

karena mengenai objek dari perjanjian.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian.

Maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai ke-

bebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu

tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan
kehendak tersebut.

54. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni,

Bandung, 1994, him. 23.
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Pengertian sepakat dilukiskan sebagai Persyaratay |,

hendak yang disetujui (overeenstemende wi/swrk/ariug) antyy

an dinamgk,,

tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawgypy),

(acceptatie). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian

antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran, yaity;»

a. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kege.
pakatan terjadi pada saat kehendak pihak pene
dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.

b.  Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa
kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan
itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

¢. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan
bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah me-
ngetahui bahwa tawarannya diterima.

d. Teori kepercayaan ( vertrowenstheorie) mengajarkan
bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan ke-
hendak dianggap layak diterima oleh pihak yang me-

nawarkan.

pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawark

rima

Cacat kehendak dalam perjanjian dapat dibatalkan tertera
dalam Pasal 1321 KUH Perdata. “Jika di dalam suatu perjﬂffjl:””l
terdapat kekbilafan, paksaan, atay penipuan, maka berart! di
dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar pﬂ:“
pihak dank arena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Undang-undang membedakan dua jenis kekhilafan;

. . " g S n]e’
yaltu mengenai orang (error inpersonal) dan kekhilafan

it Alumni
** Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit A
Bandung, 1994, him. 24.
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ngenai suatu barang yang menjadi pokok perjanjian (error
insubtantia). “paksaaan itu terjadi apabila sescorang tidak
bebas untuk menyatakan kehendaknya. Paksaan ini berwujud
kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia)
yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia
membuat perjanjian.” (Pasal 1323 s.d 1327 KUHPerdata).
‘penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat
berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia
untuk mrmbuat suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak
akan terjadi tanpa adanya tipu muslibat tersebut.” (Pasal 1328
KUHPerdata). Perjanjian yang diadakan dengan penipuan
tersebut dapat dibatalkan.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Per-
janjian tersebut adalah sebagai berikut:
a. DPerjanjian timbal balik, perjanjian timbal balik adalah
perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi
kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.
Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban, Per-
janjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi-
kan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya,
hibah. Perjanjian atas beban adalah, perjanjian terha-
dap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra
prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu
ada hubungannya menurut hukum.
Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjan-
jian tidak bernama (onbenoemd, unspecified). Perjanjian
bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai
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nama sendiri, maksudnya ialah Pefjanjia“"})ﬁrjanjian
tersebut diatur dan diberi nama oleh pembenqyk un.
dang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyal,
terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalap,
Bab V s.d Bab XVIIl KUHPerdata. Diluar perjanjian
bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu per-
janjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPpe,.
data, tetapi terdapat di masyarakat.

Perjanjian campuran (contractus sui generis), perjanijian
campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai
unsur perjanjian.

Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian antara pihak-
pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penye-
rahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan
perikatan),

Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst), perjan-
jian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialih-
kan/diserahkan (transfer of tittle) kepada pihak lain,
Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian
konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah
pihak yang relah tercapai persesuaian kehendak untuk
mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjan-
jian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal

1338 KUHPerdata)

Perjanjian yang istimewa sifatnya.

1) Perjanjian liberatoir: yaitu perjanjian para pihak
vang membebaskan diri dari kewajiban yang ada,
misalnya pembebasan hutang (kwijschelding) Pasal
1438 KUHPerdarta.
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3)

4)
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Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst), yaitu
perjanjian antara para pihak untuk menentukan
pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
Perjanjian untung-untungan, misalnya, perjanjian
asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara.

Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian
atau seluruhnya dikuasai oleh hukum public karena
salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pe-
merintahan), misalnya, perjanjian ikatan dinas dan

perjanjian pengadaan barang pemerintah (KEP-
PRES No. 29/84).

i 4. Akibat Perjanjian, Wanprestasi dalam Perjanjian
: serta Berakhirnya Perjanjian

Akibat Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian
yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua
persetujuan, yang dibuat secara sah berlaku sebagali
undang-unadang bagi mereka yang membuartnya.
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kem-
bali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus di-

Yot ;] 56
laksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah “semua” pembentuk undang-

undang menunjukkan bahwa perjanjian yang di-

* Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni,
Bandung, 1994, him. 27.



N N hu.la 1 ostar

maksud bukanlah semata-mata perjanjian l)crsanm
tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernam,
Di dalam istilah “semua” itu, terkandung suay 4,
yang dikenal dengan asas partij autonomie.
Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang.
undang hendak menunjukkan bahwa pembuagy,
perjanjian harus menurut hukum. Semua persery.
juan yang menurut hukum atau secara sah ada-
lah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah
di sisni adalah bahwa perbuatan perjanjian harus

mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320
KUHPerdara.

b. Wanprestasi dalam perjanjian
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu
yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan
dalam perikatan.’” Tidak dipenuhinya kewajiban
oleh debitor disebabkan dua kemungkinan alasan,
yaitu:

1) Karena kesalahan debitor, baik dengan sengaja
tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kela-
laian;

2) Karena keadaan memaksa (overmacht), Force
majeure, artinya diluar kemampuan debito?
dengan kara lain, wanprestasi terjadi karena:

: = i
a) Debitor yang sama sekali tidak memenuh
perikatan;

57
Wawan Muhwan Hariri

kum
. » Hukum Perj - i dengan HY
Perikatan dalam Islam, penerbi rikatan dilengkapi deng

3
t CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, him 10



R

e

TR

L v
WSTCTT I'\mln.u_\.l.m Bank Syarial

b) Debitor terlamba memenuhi perikatan;

¢)  Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi
perikatan.

Tindakan debitor merugikan kreditor, ia wajib
mengganti kerugian atau disebut dengan ganti rugi,
selain mengganti kerugian, kreditor dapat pula mem-
batalkan perikatan. Dari dua hal tersebut, terdapat
dua akibat berikut:

1) Melanjutkan perikatan dan mengganti keru-
gian;

2) Membatalkan perikatan dan mengganti keru-
gian,

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, untuk me-
nentukan seorang debitor melakukan wanprestasi,
perlu ditentukan keadaan yang sesungguhnya yang
dialami debitor, apakah debitor sengaja melakukan
ingkar janji atau lalai tidak memenubhi prestasi. Tiga
keadaan debitor yang dapat dikatakan wanprestasi
adalah:

1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik
atau keliru.

3) Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat

waktunya atau terlambat.

Sifat prestasi harus dapat ditentukan. Dengan
demikian, debitur yang tidak memenuhi prestasi



sama sek

N \H'I]\]LI.! [estari

ali adalah debitor yang mengetahuj wakiy

pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tid,,
memenuhmya berturut-turut. Hal tersebut d, pat

disebut debitor yang “tidak beritikad baik” atay de.

ngan sengaja melakukan wanprestasi.

c. Berakhirnya Perjanjian

Perikatan-perikatan hapus dengan cara-cars

sebagai berikut yang tertera dalam Pasal 138]
KUHPerdata:

1)
2)

Pembayaran,

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh pe-
nyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu
disuatu tempat,

Pembaharuan hutang,

Kompensasi atau perhitungan hutang timbal
balik,

Percampuran hutang,

Pembebasan hutang,

Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam
perjanjian,

Pembatalan perjanjian,

Akibat berlakunya suatu syarat pembara]am
dan

10) Lewat waktu.

| Menurut Subekti™ perincian dalam Pasal 1381 B.W. 1t
tidak lengkap, karena telah dilupakan hapusnya suatu perikata

** Subekti, Pokok-Pokok Hukum P Jakarta
cetakan 34, him. 152 erdata, Penerbit PT. Intermasa,

)
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karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan
dalam suatu perjanjian. Selanjutnya dapat diperingatkan pada
beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan,
misalnya ketentuan bahwa suatu perjanjian “maatschap”
atau perjanjian “lastgeving” hapus dengan meninggalnya se-
orang anggota maatschap itu atau meninggalnya orang yang
memberikan perintah dan karena cratele atau pernyataan pailit
mengakibatkan juga hapusnya perjanjian maatschap iw.

5. Pengertian DPerjanjian Kredit, Perjanjian Kredit
Bank, Pengertian Pembiayaan Bank Syariah, Ma-
cam-macam Pembiayaan, Perjanjian Kredit Bank
dalam Hukum Perjanjian.

a. Pengertian Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit
Bank, Pengertian Pembiayaan Bank Syariah,
Macam-macam Pembiayaan.

Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1967 ten-
tang Pokok-Pokok Perbankan (Pasal 1) telah mem-
berikan peengertian terhadap istilah “kredit” itu
sebagai:

“Penyedian uang atau tagihan-tagihan yang da-
pat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban
melunasi hutangnya setelah jangka wakru rertentu
dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Pengertian “kredit” di aras tampaknya telah
juga mencakup unsur pokok perjanjian yang me-
muat kewajiban bank menyediakan uang dan ke-
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wajiban melunasi hutangnya dipihak debiy; dalag,
jangka waktu tertentu. Istilah kredit beragy) dari
kata “credo” (latin) yang artinya: “saya Percayy”
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahyp 1967
juga menentukan bahwa bank umum tidak Mmem.
beri kredit tanpa jaminan kepada siapa pup juga,
Dengan adanya dua ketentuan Undang-Unda,
Nomor 14 Tahun 1967, dapat disebutkan bahy,
kredit bank mencakup unsur-unsur: kepercayaan,
waktu, pengikatan jaminan, dan bentuk prestasi.®

Mariam Darus menyimpulkan bahwa perjanjian
kredit adalah perjanjian pinjam uang yang didasar-
kan pada kepercayaan akan kemampuan ekonomi
penerima kredit.®

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 8
mendefenisikan kredit:
"Kredit adalah penyediaan wang atau tagiban yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pibak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.”

Sementara itu pengertian pembiayaan disebut”
kan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

_ m
** H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) dola
Perjanjian Kredit Perbankan, PT. Alumni, Bandung, 2012, him. 72.

*Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Alumni, Banduné:
him. 29.
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tentang Perbankan sebagaimana telah diubah de-

ngan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

yaitu:

“Pembiayaan berdasarkan I rinsip Syariah adalah penye-

diaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah Jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.”

:
F
;

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 &
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun
1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, na-
mun mengandung makna yang sama untuk penger-
tian kredit. Kedua istilah itu, yaitu pertama, kata
“kredit”, istilah yang digunakan pada bank kon-
vensional dalam menjalankan kegiatan usahanya,
dan kedua, kata “pembiayaan” berdasarkan Prinsip
Syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah.
Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung ke-
pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank,
apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya
secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Sya-
riah.”’

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem per-
bankan konvensional yang berbasis pasar bunga

*' Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Penerbit Sinar
 Grafika, Jakarta, 2010, him. 264,

i
i

{
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(interest based), sedangkan dalam hukum perbanj,

syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaq,

(financing) yang berbasis pada keuntungan rij| yang

dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profis

sharing).”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2(g
pengertian kredit tidak terkandung di dalamny,
melainkan digantikan dengan pembiayaan, dengan
pengertian: Pembiayaan adalah penyediaan danaagg,
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudbharaba)
dan musyarakah;

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah
atau sewa beli dalam bentuk zjarah muntahiya
bittamlik,

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura-
babah, salam, dan istishna’

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk pi-
utang gardh; dan

e. ‘Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ija-
rah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diber
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

® Abdul Ghofur Anshori, Gadai §

dan Institusionalisasi, Gadjah Mada
98.

yariah di indonesia : Konsep, Implementds!
University Press, Yogyakarta, 2000, him-

\;74




N ('“‘]b,‘q..; z.I:il

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,
tanpa imbalan, atau bagi hasil.

T T T A T

P

Dari rumusan kedua istilah kredit dan pembiayaan
tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra-
prestasi, yang akan diberikan nasabah peminjam dana
(debitor) kepada bank (kreditor) atas pemberian
kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional,
kontraprestasinya berupa bunga sebagai keuntungan,
sedangkan dalam bank syariah, kontraprestasinya dapat

SRR AT

berupa imbalan ujrah, bagi hasil, atau bahkan tanpa
imbalan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan
bersama, bank syariah dengan debitornya. Baik kre-
dit maupun pembiayaan sama-sama merupakan
penyediaan dana atau tagihan/piutang yang nilainya
sama diukur dengan vang. Kemudian adanya perse-
tujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank
(kreditor) dan pihak lain nasabah peminjam dana
(debitor), dengan perjanjian yang telah dibuatnya.
Dalam perjanjian kredit mencakup kewajiban nasabah
peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi
hutangnya atau mengembalikan pinjamannya beserta
dengan bunga, imbalan arau bagi hasil dalam tenggang
wakeu yang disepakatai bersama.®’

Dalam perbankan konvensional penyaluran
dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang
kemudian terserah bagi nasabah debitor memakainya.
Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai

* Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, him. 266.
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k kegiatan produktifmaupun konsumtlfranpa
untuk S

menghir;-mknn jenis transaksi terseb‘ut hd"benar kan oleh
maupun tidak. Batasannya hanya mengacy,
pada hukum positif.)’ang berlaku. Sedangkan dalam
perbankan syariah biasanya b‘ank menyediakan pem-
biayaan dalam bentuk penyediaan baraflg nyata. (asser),
baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewq
menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian,
cransaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan
syariah adalah transaksi yang bebas dari ribaatay
bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti
atau penyeimbang (underlying transaction), yaitu
transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi
suatu penambahan harta kekayaan secara adil.**

Dari pengertian yuridis kredit dan pembiayaan
sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor & Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998, diketahui bahwa pemberian kredit atau
pembiayaan oleh bank didasarkan kesepakatan atau
perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan
zcl[natar bank dengan pihak lain nasabah peminjam

ana,

a ga ma

Perjanjian pinjam meminjam itu dibuat atas
dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana
dal;lm te'nggang waktu yang telah ditentukan, akan
melunasi atay mengembalikan pinjaman uang qtaul

“ Abdul Ghofyr

. ‘ Anshori !
University Press, ey r,Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada

akarta, 2007, him. 98-99
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tagihan itu kepada bank disertai dengan pembayaran
sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil ke-
untungan sebagai imbal jasanya. Pada umumnya,
dalam perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu
akan ditekankan kewajiban nasabah peminjam da-
na untuk memenuhi kewajibannya melunasi atau
mengembalikan dengan cara mengangsur atau mencicil
utang pokoknya, ditambah dengan bunga, imbalan,
atau bagi hasil keuntungannya sesuai dengan waktu

yang ditentukan bersama.®
Analisis kredit diberikan, untuk meyakinkan
bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya,
maka sebelum kredit diberikan bank terlebih da-
hulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit
mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan,
E prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta
; faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis adalah agar
bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-
benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti
kembali. Karena pemberian kredit tanpa dianalisis
terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank.
Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan
data fikeif, sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak
layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam
menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit
ditagih (macer). Namun faktor salah satu analisis ini
bukanlah merupakan penyebab uatama kredit macet

“ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, him. 267.




walaupun sebagian terbesar kl'cd.it macet di"‘kihﬂlk.“]
salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lninnyd
mungkin disebabkan oleh musib.;lh seperti hcncam
alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabyaly,
seperti misalnya kebanjiran atau gempa bumj atay
dapat pula kesalahan dalam pengelolaan,®

Perjanjian Kredit Bank dalam Hukum Perjan-
jian,

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdag,
tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya
sebtuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapa
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan
perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit
juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus
dalam bentuk tertentu.®

Praktik perbankan baisanya mendasarkan per-
janjian kredit ini kepada Buku Kedua (Mengenai Ja-
minan Kredit(bank)) dan Buku Ketiga Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang berkaitan
dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan
hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Buku I
KUHPerdata Indonesia dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya
yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada

*Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (edisi baru). Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2000, him. 74.

. *’ Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Bendd

Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas pemisahan

Hon’zontal (Suatu Konsep Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan).
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him. 179,

88
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ketentuan perjanjian sebagaimana dalam Buku 111
KUHPerdata.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata hanya
menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus
dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata
sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan
tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat
dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta
autentik. Dalam Praktik bank. Bentuk perjanjian
kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan dan
akta autentik (akta notaris).®

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada
umumnya dibuart secara tertulis, karena perjanjian
kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak
dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk
tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang
telah diperjanjikan dan ini merupakan bukti kuat
dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang
telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar
janji oleh pihak bank.”

Di dalam hal terjadi persengketaan mengenai
isi suatu perjanjian, adalah hal itu terlebih dahulu
dikembalikan kepada hukum yang mengaturnya.
Untuk itu kedudukan perjanjian kredit bank perlu

diketahui lebih dahulu.

* Tan Kamello, Karakter Hukum perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui

| Hubungan antara Bank dengan Nasabah”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

| Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas

. Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utasa, medan, 2006, him. 18.

bi: “Djuhaendah Hasan, Hasil Penelitian Jaminan Perkreditan, Badan Pembinaan
- Hukum Nasional, Jakarta, 1992, him. 12.
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Undang-undang yang membedakan Perjanjia,
dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1) Perjanjian yang mempunyal nama tertenyy
(benoemde overeenkomst), yaitu jenis-jenis per-
janjian yang sudah ditentukan oleh undang.
undang secara khusus. Misalnya: perjanjian
tukar-menukar, perjanjian pinjam menggan;;.
KUHPerdata mengatur perjanjian bernama pa-
da BAB. V. sampai dengan BAB. XIII, Buky
[11.

2) Perjanjian yang tidak mempunyai nama ter-
tentu (onbenoende overeenkomst) yaitu jenis
perjanjian yang belum ada pengaturannya di
dalam undang-undang.

Praktik peradilan di Indonesia telah biasa me-
nerapkan ketentuan KUHPerdata tentang sengketa
perjanjian kredit antara lain menyangkut pene-
rapan unsur kesepakatan dalam perjanjian kredit
dan/atau unsur keadilam menyangkut pembebanan
bunga pinjaman. Beberapa penulis menempatkan
perjanjian kredit sebagai perjan jian pinjam meminjam
sebagaimana diatur dalam BAB. XIII, Buku Il
KUHPerdata. Mariam Darus mengemukakan bah-
wa perjanjian kredit terdiri atas 2 perjanjian yang
berdampingan, yaitu:

a. Perjanjian pendahuluan yang bersifat konsensual,
yang tunduk pada ketentuan UUP Tahun 1967
dan bagian umum KUHPerdata.
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b. Perjanjian penyerahan uang yang bersifat riil,
yang tunduk pada UUP. 1967 dan model-model
perjanjian  kredit bank (tidak tunduk pada
ketentuan BAB X111, Buku 111 KUHPerdara).

Dengan uraian itu, Mariam Darus hanya me-
nempatkan perjanjian pendahuluan itu sebagai ba-
gian dari perjanjian pinjam meminjam, tetapi untuk
pelaksanaan perjanjian, para pihak yang terikat
perjanjian berada dalam pengaturan hukum khusus
(lex specialis).”

c. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian
kredit
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata ternyata rtidak
terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau
lembaga perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian
Kredit Bank”. Karenanya penetapan mengenai bentuk
hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor,
yang disebut “Perjanjian Kredit Bank™ itu, harus
di gali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-
Undnag Hukum Perdata.”
Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana

—

" H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) dalam
Perjanjian Kredit Perbankan, him. 73-74.

" Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut
Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, him. 155.




celah diubah dengan Undang-Undang Nomor |

Tahun 1998 tidak merumuskan Peﬂgﬁ‘r.tian dan
konstruksi hubungan hukum dalam }l)emben.;m kred;;
bank tersebut. Hanya saja dapat dJ-ketahm, bahws
kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan

kepada persetujuan atau kesepakata.n pinj.am me-
minjam (uang) antara bank sebagai kred.ltor dan
pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debiror
dalam janka wakeu tertentu, yang telah disetujui atau
disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai
kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut de-
ngan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau
pembagian hasil keuntungan. Beberapa pakar hukum
kita berpendapat, bahwa perjanjian krdit bank itu pada
hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754
kitab Undang-Undang Hukum Perdata.™

R. Subekti, menyatakan:

“Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit it

diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya

yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam

meminjam sebagaimana diatur dalam KUH. Perdata

Fasal 1759 sampai dengan Pasal 1769”

Kemudian Marhaenis Abdul Hay™* mengemu-
kakan pendapat yang sama, bahwa perjanjian kredit
adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam

* Rachmadi usman, Penyele

saian jasi
Perbankan, CV. Mandar Maju, Band Pengaduan Nasabah dan Med

ung, 2011, Him. 109.
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dan dikuasai oleh ketentuan Bab X111 Buku 111
KUHPerdata. Pendapat ini dikemukakan beliaq lagi
dalam bukunya “Hukum Perdata”, bahwa pengertian
perjanjian kredit mendekati pada perjanjian pinjam
mengganti, sehingga dalam masalah sengketa
perjanjian kredit kita dapat mempergunakan dasar
hukum perjanjian pinjam mengganti menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan umum
dalam pinjam-mengganti menurut kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan untuk
perjanjian kredit seperti yang dimaksud oleh Undang-
Undang Perbankan. Perjanjian kredit merupakan hal
yang khusus dari perjanjian pinjam-mengganti.
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan
perjanjian kredit bank adalah “perjanjian penda-
huluan” dari penyerahan uang. Perjanjian penda-
huluan ini merupakan hasil pemufakatan antara
pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian inj
bersifat konsensuil obligatoir yang dikuasai oleh
Undang-Undang Pokok Perbankan dan bagian umum
KUH Perdata.“Penyerahan uangnya” sendiri, adalah
bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan,
barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam
model perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Di
dalam prakrik, istilah kredit juga dipergunakan untuk
penyerahan uang, sehingga jika kita mempergunakan
kata-kata kredit, istilah ini meliputi baik perjanjian
kreditnya yang bersifat konsensuil maupun penyerahan

uangnya yang bersifat riil.
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Pendapat yang senada diliemukakem pula ol¢},
Mariam Darus Badrulzaman™ yang menyatakay,
bahwa dari rumusan yang terdapat di dalam Uyp
mengenai perjanjian kredit, dapar d.isi'mpulkan dasy;
perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjap,
di dalam KUHPerdata Pasal 1754. Perjanjian pip.
jam meminjam ini juga mengandung makna |y
yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jik,
verbruiklening termasuk didalamnya uang,

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam inj,
pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang
dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan
jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan,

Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian
yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian
kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank
kepada nasabah. Namun sebelum beliau berpendapat,
bahwa karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit
itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan
perjanjian pinjam uang atau pinjam meminjam.

Akan tetapi pendapat diatas disangkal pakar
hukum lainnya Djuhaendah Hasan berpendapat,
bahwa perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian
tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit
belum ada pengaturan secara khusus baik dalam

““da“g’lmdang Maupun undang-undang perbankan.

P P . . '
engaturan yang ada tidak mengatur tentang bagal-

" Ibid. Rachmadi Usman

Perbankan, him. 110 Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Medias!
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mana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang

dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kre-

dit yang dibuat antara bank dengan para debitor.

Beliau bahkan berpendapat bahwa perjanjian kredit

tidak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan kitab

Undang-Undang Hukum, karena antara perjanjian

pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat

beberapa hal yang berbeda. Perbedaan dimaksud
antara lain”:

I. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan

| tersebut biasanya berkaitan dengan program
pembangunan, biasanya dalam pemberian
kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan
uang yang akan diterima tersebut, sedangkan
dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada
ketentuan tersebut dan debitor dapat meng-
gunakan uangnya secara bebas.

2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bah-
wa pemberi kredit adalah bank atau lembaga
pembiayaan dan tidak mungkin diberikan in-
dividu, sedangkan dalam perjanjian pinjam
meminjam dapat oleh individu.

3. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit
berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam.
Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ke-
tentuan umum dari Buku III dan Bab XIII
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Per-

————

”* Ibid, Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi
Perbankan, him. 111.
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data, sedangkan bagi perjanjian akan berly),
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, |..
tentuan bidang ekonomi dalam GBHN; k.
tentuan umum Kitab Undang—Undang Hu-
kum Perdata, Undang-Undang Perbankap,
paket kebijaksanaa Pemerintah dalam Bidang
Ekonomi, terutama bidang Perbankan, suras
Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa
pengembalian uang pinjaman itu harus di-
sertai bunga, imbalan atau pembagian hasil,
sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam
hanya berupa bunga ini pun ada apabila diper-
janjikan.

5. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai
keyakinan akan kemampuan debitor akan pe-
ngembalian kredit yang diformulasikan dalam
bentuk jaminan, baik materiil maupun non-

materiil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam- |
meminjam jaminan merupakan pengaman
bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun
baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan

ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau
materiil saja.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sutan
Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa p(?rjﬁnji‘ln
kredit bukanlah perjanjian riil seperti perjanii'cl”

peminjaman uang, yaity perjanjian pinjam meng’




gant atau pinjam meminjam (verbruiklening),
yang objek perjanjiannya adalah uang, melainkan
perjanjian konsensual, Terdapat beberapa ciri yang
membedakan perjanjian kredit dcng;m pcrj.mji‘m
pinjam-meminjam, yaitu
I. Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian
kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama
yang membedakan dari perjanjian peminjaman
uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa
perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money
menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil
maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian
peminjaman uang menurut hokum Indonesia
yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang
jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh
tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian
itu merupakan perjanjian yang konsensual
sifatnya. Setelah perjanjian krdeit ditangani
oleh bank dan nasabah debitor, nasabah debitor
belum berhak menggunakan atau melakukan
penarikan kredit atau sebaliknya setelah ditan-
datanganinya kredit oleh kedua belah pihak,
belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank
untuk menyediakan kredit sebagaimana yang
diperjanjikan. Hak nasabah debitor untuk
menarik atau kewajiban bank untuk

dapat
kredit, masih tergantung kepada

menyediakan

-hﬁ_
% Ibid, Rachmadi Usman,, Penyelesaian Pengadu

Perbankan, him. 112.
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relah terpenuhinya seluruh syarat yang diten.
tukan didalam perjanjian kredit.
. Kredit yang diberikan oleh bank kepada ngg,.
bah debitor tidak dapat digunakan secara |e.
luasa untuk keperluan atau tujuan yang ter.
rentu oleh nasabah debitor, seperti yang d;.
lakukan oleh peminjam uang (debitor) pad,
perjanjian peminjaman uang biasa. Pada per-
janjian kredit, kredit harus digunakan sesuaj
dengan tujuan yang ditetapkan didalam per-
janjian dan pemakaian yang menyimpang dari
tujuan itu menimbulkan hak kepada bank
untuk mengakhiri perjanjian kredit secara se-
pihak, maka berarti nasabah debitor bukan
merupakan pemilik mutlak dari kredit yang
diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit
itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian
kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang.
Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak
mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian
pinjam-meminjam atau pinjam menggant!
Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit
bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab
XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia,
‘ Peria“jian kredit bank yang membedakanny?
dari P_erjanjian peminjaman uang ialah mt’:‘
pat digunakan menurut ¢

OX




tertentu. vaitu dengan menggunakan cek atau
perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir
dapar dikatakan tdak mungkin atau udak
diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman
uang biasa, uang vang dipinjamkan diserahkan
seluruhnya oleh kreditor dalam kekuasaan De-
bitor dengan tdak diisyaratkan bagaimana
caranya debitor akan menggunakan uang pin-
jaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit
tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam
kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredir se-
lalu diberikan dalam bentuk rekening Koran
yang penarikan dan penggunaannya selalu
dibawah pengawasan bank.

Asser-Kleyn mengatakan bahwa perjanjian
kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari
perjanjian pinjam uang. Pendapar Windscheid,
bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan
syarat tangguh (Condition Potestative), dimana
pemenuhannya bergantung kepada peminjam
(Debitor) apakah dia mau mengambil kreditnya
atau tidak. Sementara itu Felt menyartakan,
bahwa perjanjian pinjam mengganti bersifat
riil. Perjanjian kredit baru lahir pada saaat
dilakukannya realisasi kredit. Konsekuensinya,
perjanjian bersifat riil. Sedangkan Goudeket
berpendapat bahwa perjanjian kredit (pinjam
Uang) bukan perjanjian riil, tetapi perjanjian

(gt}
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yang bersifat Konsensual, oblogatoir, dan bersig,,

timbal balik.”

6. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Bak,
(Standaard Contract), Pengertian Perjanjian Baky,
a. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baky

(Standard Contract)

Dalam praktik perbankan di Indonesia, bank-bank
membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara,
yaitu’®;

1) Perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan.
2) Perjanjian kredit berupa akta notaris.

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akea di
bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya
dibuat dengan perjanjian baku yaitu dengan cara kedua
belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, me-
nandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah
dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam
suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank
dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta
notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit
dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk

memedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit
bank yang bersangkutan.

" Mariam Darus Badrulzaman.
Bandung, him. 30.

" Sutan Remy Sjahdeini Kebebas g
; ’ an Berk - an yan
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perignii ontrak dan Perlindungan ¥

Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, him. 182

1991. Perjanjian Kredit Bank. Alumni
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Perlu diperhatikan sekali bahwa perjanjian kredit bank,
yang pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku,
tidak sampai pula mengandung klausul-klausul yang dapat
dinilai sebagai klausul-klausul yang secara tidak wajar
sangat memberatkan nasabah debitur. Hal ini disebabkan
oleh karena perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian

‘baku itu disiapkan oleh bank, sehingga tentunya bank

cenderung untuk hanya memperhatikan perlindungan

bagi kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan
perlindungan bagi kepentingan nasabah debitur.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku
(standard contract), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian
kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam
bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu
bentuk tertentu (vorn vrij). hal-hal yang berhubungan
dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit te-
lah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan.
Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda
tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian
kredit tersebut dan tidak memberikan kesempatan kepada
calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau
klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit
bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenubhi
kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini
kedudukan calon debitor sangat lemah, sehingga menerima
saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak
perbankan, karena jika tidak demikian calon debitor tidak

5 . 79
akan mendapatkan kredit yang dimaksud.

™ Rachmadi Usman., Aspek-Aspek Hukum Perbankan dilndonesia, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2001, him. 265.
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Pendapat yang <ama diberikan ‘?lehdpa“ggabeanau
bahwa perjanjian kredit bank adal'ah standard contrace
bentuk dan model perjanjian kred'lt'bank pad.a umumny,
relah dibuat secard rercetak beris! berbagai ketentuay

yarat-syarat kredit. Model

minjaman uang dans
perjanjian kredit u dibuat secara seragam untuk seluruh

kantor cabang, tetapi masing-masing bank memiliki mode|
perjanjian kredit yang berbeda dengan kantor bank yang

tentang PC

lain.

Model perjanjian kredit in
peminjaman uang di suatu bank. Dalam proses penan-
datanganan model perjanjian kredit itu, pihak bank
cukup menyodorkan model perjanjian kredit untuk di-
tandantangani pemohon kredit. Biasanya perundingan
timbal balik hanya diadakan menyangkut peminjaman
uang, yaitu mengenai besarnya bunga pinjaman, tujuan
peminjaman dan cara pengembalian uang pinjaman.

Megenai isi syarat-syarat peminjaman uang itu, pihak
bank tidak lagi memerlukan perundingan apalagi untuk
mengadakan perubahan atau perbaikan atas isi syarat

syarat yang tercantum dalam model pcrj;mji:m kredit

ak
l

i diperlukan untuk bukti

tersebut. Keadaan model perjanjian kredit, yang tercet
dan. dihubungkan dengan praktik penandatanganan mode
Pcr;anjian kredit, yang tidak memerlukan perunding?”
itu telah memberikan sifat perjanjian kredit itu sebagdl
Standard contract”

“ H.P. Panggabean, Prakti
: . Praktik S o m
Perjanyian Kredit Perbankan, him ;?gdaaard Contract (Perjanjian Baku) dald

4
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| b, pengertian Perjanjian Baku

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlan-
Jaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak
yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua
belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang
diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu
proses Negosiasi di anatara mereka.

Namun pada dewasa ini, kecenderungan makin mem-
perlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi

bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang
seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu ter-
jadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan

syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian
yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada
pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-
syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini
dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau
perjanjian adhesi.”’

Menurut sejarah, Revolusi Industri yang terjadi di
awal abad ke-19 telah menyebabkan munculnya per-
janjian atau kontrak baku. Pada awalnya, timbulnya
produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-
perusahaan tidak menimbulkan perubahan apa-apa.
Tetapi, standardisasi dari produksi ternyara membawa
desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-
perjanjian.*

—

* Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, him. 66.

* Purwahid Patrik, Perjanjian Baku dan penyalahgunaan Keadaan : Hukum
Kontrak di indonesia, Cet. 1. Elips, Jakarta, 1998, him. 146.
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Istilah “standard contract” terdiri atas kata “standly,p
dan “contract’. Dalam bahasa Belanda, kata “stand,,p
disebut sebagai “toetsings en vergelijkings middel” yang
dapat diartikan sebagai alat penguji dan pembanding_
Tentunya terjemahan seperti itu belum dapar dijadikap
pengertian baku, karena belum sesuai dengan prakeik
penggunaan “standard contract”. Dalam bahasa Inggris,
istilah “standard contract” disebut sebagai “standar]
contract” dalam arti “normal printed contract form” atay
“normal (usual) standard agreement’, kalimat tersebut da-
pat diterjemahkan sebagai “formulir kontrak yang ter-
cetak”.®

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,* yang dimaksud
dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir
seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pe-
makainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mem-
punyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa
hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah,
warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang
spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kara
lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut
tetapi klausul-klausulnya.

Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat denga®
akta notaris, bila dibuat oleh nortaris dengan klausul-
klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klauSUI

* H.P. Panggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) dalar”
Perjanjian Kredit Perbankan, him. 81-82.

- " Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yard
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, hIM" -
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yang telah dibakukan oleh salah gar, pihak, sed

pihak yang lain tidak Mempunyai peluang uncuk merun-
dingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul
itu, maka pf:‘rjanjlan. yang dibuat dengan akea notaris itu
pun adalah juga perjanjian baku.

angkan

c. Pengaturan Kontrak baku Secara Syariah®

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan
perjanjian dengan siapapun. Perjanjian antara satu pihak
dengan pihak yang lain tersebut bersifat privat, artinya
hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak
lain tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam
perjanjian tersebut. Negara hanya bisa melakukan intervensi
dalam hubungan privat/perdata berada dalam posisi yang
lemah.

Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang
lemah tersebut agar mempunyai posisi yang kuat, tidak
berat sebelah (misbruik van Omstandingheden). Misalnya,
bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat sah perjanjian,
bahwa materi perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), bah-
wa materi perjanjian tidak boleh bertentangan del?gan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kﬁ‘[fl.‘l'tl‘ban
dan kesusilaan (Pasal 1338 Ayat 3) dan bahwa perja.njlan
tidak boleh timbul akibat dari adanya paksaan, kekhilafan
(Pasal 1322 KUHPerdata) ataupun penipofin.

Dalam hal seseorang membuat perjanjian, apa pun
bentuk perjanjian tersebut, baik jual beli, sewa menyewa

uransian
Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
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kan tidak bertentangan dengan

hal-hal tersebut di atas maka perjanjian tersebut tetap g},
dan tidak ada otoritas mana pun yang b.erhak membatalkyy,
kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak yang mengik,,
perilaku atau keadaan demikian adalah apa yang diseby,
“15as kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan berkontrak jp;
dalam hukum Positif kita diatur dalam Pasal 1338 Ayat |
KUHPerdata yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.” Sementara batasan-batasan yang diberikan

oleh pembentuk undang-undang tercantum dalam Pasal
1338 Ayat 3, 1320, 1321, dan 1337 KUHPerdara.
Hukum perikatan Islam pada prinsipnya juga me-
nganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam
“Antaradhin” sebagaimana diatur dalam QS An-Nisaa ayat
29, dan Hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu perikatan
atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak

dan lain sebagainya, asal

apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam
dua pilar yaitu ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan).
Namun demikian, tentunya terdapar perbedaan dalam
hal-hal prinsip dalam rangka pembatasan terhadap asas
tersebut dalam konsep syariah dan bertitik tolak dari firman
Allah dalam Al-Qur'an dan juga pernyataan dan perilakll
Nabi Muhammad dalam al-Hadis.

Dengan demikian tenty saja ada perbedaaan yang
esensial dalam pembatsan-pembatasan yang diberikan
t“‘““ kof‘_sel) tersebut. Apabila dalam pengaturan hu-

‘ - ngan hak-hak manusia sebagaimand
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dikemukakan di atas, dalam hal kontrak syariah paling

tidak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan

suatu kontrak antara lain sebagai berikut:

1) Halyangdiperjanjikan dan objek transaksi haruslah
halal menurut syariat.

2) Tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumus-
an akad maupun prestasi yang diperjanjikan.

3) Para pihaknya tidak mendzalimi dan tidak di dza-
limi.

4) Transaksi haruslah adil.

5) Transaksi tidak mengandung unsur perjudian
(maysir).

6) Terdapat prinsip kehati-hatian.

7) Tidak membuat barang-barang yang tidak berman-
faat dalam Islam ataupun barang najis (najsy).

8) Tidak mengandung riba.

Dalam Praktik akad syariah, pembatasan-pembatasan
tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep “Kausa yang
Halal” sebagai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata yang kini dipakai dalam perjanjian kontrak
baku dalam dunia Perbankan dan Perasuransian. Dewasa
ini Bank Indonesia sedang mengupayakan pembuatan
standarisasi akad-akad syariah untuk diterapkan dalam
kontrak-kontrak yang akan diterapkan pada bank-bank
syariah di Indonesia. Dalam hal ini selain asas kebebasan
berkontrak, konsep syariah juga menganut asas-asas yang

lainnya yang perlu diperhatikan.

|17
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» Akad dalam hukum perikatan Islam

an Islam adalah bagian dari huky, L]

- Jku manusia di dalam me“jalan]j;:

jmbungﬂﬂ e an perdagangan.‘ Bahasan tentay,
n dengan transaksi yang berhubu“gan

perikatan sangat berkaita
au harta kekayaan. Oleh karep, i
u

dengan kebendaan at
menurut Tahir Azhary Hukum Perikatan Islam Mmerupaky,

seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'a,
As-Sunah dan ar-rayu (ijtihﬂd) yang mengatur tentang
hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suaty bend,

B. Konse
Hukum Perikat

1g mengatur pcr.d
konomi d

yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.®
Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung
dengan konsep Hukum Perikatan Islam ini adalah yang

bersumber dari AI-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan kaidah-

kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang
dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) merupakan

suatu bentuk dari ar-rayu (ijtihad). Dari ketiga sumber
tersebut, umat Islam dapat mempraktikan kegiatan usahanya

dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan cerminan dari
hubungan vertikal (hubungan antara manusia dengan Allah,

Tuhan YME/hablum-minallah) dan horizontal (hubungan
sesama manusia/ hablum-minannas).¥’

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan
36”8*‘“ miuahadab ittifa’ atau agdun, artinya perjanjian ata
Secl))r;n:a.k. Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan
i TN sescorang atau ebih yang mengikata?

4dap seorang lain, atau lebih”, Dalam hukum Islam

" Gemala Dew;
I, Aspek—Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransmn

Syariah di Indones;
e sia, Ke
" Ibid, fcana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, him: 4
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Allah Swt, yaitu perjanjian yang dj.
bahwa ia diciptakan oleh Allah Sy,

1) Perjanjian dengan
nyatakan manusia

untuk menyembah kepada-Nya; | 0o
Perjanjian dengan Rasullullah Saw., yaitu perjanjian

? yang ditetapkan umat Nabi Muhammad Saw. Bahws,

ia akan mengikuti ajaran-ajaran Allah Swt., melaly;

sunnah-sunnahnya;

Perjanjian dengan diri sendiri, yaitu perjanjian manusia

terhadap dirinya sendiri yang hanya diketahui priba-

dinya;

4) Perjanjian dengan sesama manusia, yaitu perjanjian
antar manusia dalam hubungannya dengan pergaulan

sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam hukum Islam yang berkaitan dengan
ekonomi terdapat perjanjian atau akad. Salah satunya adalah
akad yang terdapat dalam perbankan syariah. Sebagaimana
terdapat dalam prinsip ekonomi syariah, misalnya akad
pembiayaan mudbarabah (bagi hasil), akad murababab (jual
beli), akad jarah (sewa menyewa), dan akad syrkah (kerja

sama atau giradh).®

' Ibid

HH
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ASPEK HUKUM PERBANKAN
SYARIAH, HUBUNGAN HUKUM
ANTARA BANK SYARIAH DAN
NASABAH PEMINJAM DANA
PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH

A. Perbankan Syariah, penamaan dan pengertian Bank

Islam di Indonesia, Sejarah Perkembangan Perbank-
an Syariah di Indonesia, Dasar Hukum Perbankan
Syariah, Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Sya-

riah.

1. Perbankan Syariah, penamaan dan pengertian

Bank Islam di Indonesia
Pasal 1 ayar 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

memberikan pengertian yang dimaksud dengan pker-

bankan syariah adalah segala sesuatu yang mc:nyzmgk ut
. . " 2 u

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

Il



kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan Proses dalg,
melaksanakan kegiatan usahanya. Dan dalam Pasa| ]1
ayat 7 yang dimaksud dengan Bank Syariah adal,}, Banj
Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usah;mya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri
atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Raky,,
Syariah.

Dan yang dimaksud dengan prinsip syariah menuyry
PBI No. 11/15/PBI/2009 adalah prinsip hukum Islam
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di.
keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulam,
Indonesia. Dengan demikian berdasarkan peraturan Bank
Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tersebut sepanjang Prinsip
Syariah telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip
syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif
sekalipun belum atau ridak dituangkan dalam peraturan
Bank Indonesia.

Suatu bank dapat dikatakan bank syariah apabila
dalam setiap kegiatan usahanya tunduk kepada prinsip
Islam, yang berarti tunduk dan patuh dalam ketentuan
hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena
itu, dalam setiap sudut aspek kegiatannya bank syariah
harus tunduk dan patuh dalam hukum Islam.

2. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indo-
nesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambaka?

adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat [slam-

112
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I\H Mas Mansur, ketua pengurus besar Muhammadiyah
periode 1937-1944 rtelah menguraikan pendapatnya
tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai
hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum
mempunyai bank sendiri yang bebas riba.

Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan bank
syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak
pertengahan tahun 1970-an. Wacana ini dibicarakan pada
seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur
Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam
seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga
Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan
Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, ada beberapa alasan yang menghambat
terealisasinya ide ini, yaitu: operasi bank syariah
yang menerapkan sistem bagi hasil belum diatur, dan
oleh karena hal itu tidak sejalan dengan UU Pokok
Perbankan yang berlaku, Yaitu Undang-Undnag No.
14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi politis

juga dianggap berkonotas ideologis, merupakan bagian
onsep negara Islam, oleh karena

atau berkaitan dengan k
ada saat itu masih

itu tidak dikehendaki pcmcrintah. P
g bersedia menaruh modal

entara pendirian bank baru
dari ncgur;l—ncgarn']‘inmr’lﬂcngah masih (.jiccgah, a.nra.ra
lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin
membuka kantor cabang di Indonesia. o
Pelaksanaan kcinginan untuk mencrapka.n p-rmsn[?
svariah dibidang lembaga keuangan di Tanah Air dimulai

dipertanyakan, siapa yan

ventura semacam ifll, sem



dengan berdirinya Lembaga Keuangan Baitm‘Tﬂmwi]
yang berstatus badan Hukum Koperasi pada tahup 198y.

an. Pertama kali didirikan di Bandung yairy KOPQrasi

al 30
angeal 21

Baitut Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tangg
Desember 1980 dengan akta perubahan tery
Desember 1982.

Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankgy,
Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuk, belenggu
penerapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan
dibebaskannya penentuan besar bunga sebesar 0% (nol
persen) yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa
bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan.

Namun oleh karena belum dimungkinkannya pen-
dirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih
belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai
bisnis yang dapar menguntungkan, bank syariah belum
dapar berdiri, melainkan digunakan badan hukum
koperasi sebagai bentuk hukumnya, Kemudian di Jakarta
didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama Koperasi
Simpan-Pinjam Ridhe Gusti yan

g didirikan ranggal 25
September 1988,

Setelah (“kt‘lll;ll']\‘.‘llln_\’.l PAKTO (Paket Kebijakan
Pemeringaly Bulan Oktober) tahun 1988 yang berisi
tentang liberaliss perbankan yang memungkinkan pen-
dirian bank-bank baru selain vang telah ada, dimulailah

dengan Pendirian bank-bank Perkreditan Rakyat S)variah
di beberap, dacrah Indonesig,

I usahy
Svariah (BPRS) Berk

vang pertama kali
. vl

dadalah Bank perkreditan Rakya
5 . « d

ah Amal Sejahtera dan BPRS Dan

memperoleh i,



Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BI'RS

Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Okober |
ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS
pada tanggal 10 November 1991

991 yang
Hareukat
di Acch, yang kemudian
mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesja pada tanggal
I Mei 1992,

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama
tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor
pada 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut
dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di
Hotel Syahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990.
Berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk
kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di
Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai kerja tim
perbankan MUI rtersebut, akta pendirian PT. Bank
Muamalat Indonesia ditandatangani pada 1 November
1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian
saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada 3 November
1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor,
dapat diperoleh total komitmen modal setor awal Rp.
106.126.382,- dana tersebut berasal dari presiden dan
wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan

V, juga yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan
Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT

D k ’
akab, Supersemar 1 Dana Dhakwah

PAL dan PINDAD. Selanjutnya Yayasai

' . I yayas: nopan
Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang
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bank syariah. Dengan terkumpulnya moda tersehy,
pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat I“dOHesia
mulai beroperas.

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dj Mang
perbankan bagi hasil diakui. Dalam undang-undang
tersebut pada Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa sa|,,
satu Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediaka,,
pembiayaan baginasabah berdasarkan pada prinsip bagi
hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan diundangkan
pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 119 tahun 1992

Pada 1998 muncul Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 tentang perbankan, di mana terdapat beberapa
perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar
bagi pengembangan perbankan syariah.”® Dan pada tahun
2008 dilahirkannya Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, menambah kekuatan
perkembangan bagi perbankan Syariah di Indonesia.

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah, Asas, Tujuam
dan Fungsi Perbankan Syariah )
1a

Setelah ditunggu-tunngu sekian lamanya s€)
berlakunya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun

; ian
% Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasurans®
Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, him. 57-61.
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1192, akhirnya pada tanggal 16 Juli 200
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ¢en
Syariah atau UUPS (selanjutnya disebut
Perbankan Syariah atau Uups)

8 diundungkan
tang Perbankan
Undang-Undang

. Konseptor awal RUU
dari undang-undang terseburt adalah kantor konsultan

hukum yang di pimpin oleh penulis, yaitu Law Offices

of Remy & Darus (sekarang telah berganti nama menjadi
Law Oftices of Remy and Partners)

Dengan kata lain, banyak keterlibatan penulis pada
konsep awal Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut.
Pada saat itu, Bank Indonesia menugasi kantor konsultan
hukum tersebut baik untuk membuat naskah akademik
maupun untuk menyusun Rancangan Undang-Undang
(RUU) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah tersebut. Undang-undang inilah yang
sekarang menjadi dasar hukum utama bagi pendirian
dan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut,
pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur oleh
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perbankan). Artinya, baik untuk konvensional yang
berbasis bunga dan untuk bank syariah yang berbasis
bagi hasil, diatur oleh Undang-Undang yang R
Dirasakan oleh bank-bank yang melakL{kaH kegnatan_
usaha berdasarkan prinsip Syariah, sangaf “da}f mema;:le;i
pengaturan mengenai perbankan syariah diatur ole

Undang-Undang Perbankan tersebut.

1
| ]



Berbagai Peraturan Bank [ndonesia yang Mengagy,
mengenai bank dan Perbankan Syariah dianggap, tidak
cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum t, i
Perbankan Syariah. Oleh karena itulah mengapa lahirny,
Undang-Undang Perbankan Syariah sangat disamby,
dengan sukacita oleh kalangan bank-bank syariah

Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankq,
Syariah tidak berarti segala ketentuan mengenai Perbankap
Syariah yang diatur dalam oleh Undang-Undang No,
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
dan segala Peraturan Bank Indonesia yang menyangkut
Perbankan Syariah menjadi tidak berlaku lagi.

Segala ketentuan yang menyangkut perbankan syariah
tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh
Undang-Undang Perbankan Syariah atau dinyatakan
tidak berlaku lagi oleh Peraturan Bank Indonesia yang
baru. Hal tersebut diketahui oleh dari ketentuan Pasal
69 Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi

sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimand
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu?
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

°! Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek
Aspek Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010, him, 85-86-

)
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Nomor‘ 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.”

Asas, fungsi dan tujuan perbankan syariah diatur
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, dalam Pasal 2 yang menjelaskan
tentang asas dalam setiap kegiatan usaha bank syariah
harus berasaskan pada Prinsip Syariah, yang berbunyi:
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan
prinsip kehati-hatian.”

Tujuan dai bank syariah diatur dalam pasal 3 Undang
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang
berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka me-
ningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan ke-
sejahteraan rakyat.

Fungsi dari Bank Syariah juga dijelaskan secara ter-
perinci dalam Pasal 4 Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yang berbunyi: “(1) Ba.nk Syariah
dan UUS wajib menjalankan fungsi menghlmPun dan
menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah dan
UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang bferasal
dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya
dan menyalurkannya kepada organisasi pen.gelola zzkat.
(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dand

\ﬁ_—
* Ibid.



sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurky,, nya
kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendy,
pemberi wakaf (wakif). (4) Pelaksanaan fungsi sOsig|
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayar (3) sesug;
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan,“

Kegiatan Usaha dan Produk perbankan Syariah,
Prinsip kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha Ban)
Syariah, Sistem Penyaluran Dana di Perbankan Sya.
riah Analisa Kelayakan Penyaluran Dana, Larangan
dalam Pemberian Pembiayaan.

1. Kegiatan Usaha dan Produk Perbankan Syariah
dan ketentuan Prinsip Kehati-hatian dalam
kegiatan Usaha Bank Syariah.

Sebelumnya kegiatan usaha Bank Umum ber-
dasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Kepu-
tusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/
DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Ber-
dasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan di-
sempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No-
mor 6/24/PB!/2004 tentang Bank Umum yang Melak-
sanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana telah diubah dengan Perturan Bank In-
donesia Nomor 7/35/PB1/2005. Ketentuan dalam
Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6124/
PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peratura®
Bank Indonesia Nomor 7/35/PB1/2005 menefﬂPk‘fn
bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsiP
syariah dan Prinsip kehati-hatian dalam melakuka®

| -‘()
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kegiatan usahannya.”

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Un-

dang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan
secara limitatif kegiatan usaha Bank Syariah tersebut,
meliputi:

d.

e ——

Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan beru-
pa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-
samakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;

Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa
deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang di-
persamakan dengan itu berdasarkan akad mudba-
rabak atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan
akad mudbarabah, akad musyarakah, atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mura-
bahah, akad salam, akad istishna’ atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad gardh
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang ber-
gerak atau tidak bergerak kepada nasabah berda-

sarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk

* Djoni S. Gazali. Rachmadi

Usman. Hukum Perbankan, Penerbit Sinar

Grafika, Jakarta, 2010. HIm. 157.
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m.

jarah muntahiya bittamlik atau ak:dd lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan
akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;

Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pem.
biayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendirj
surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas
dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah,
antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudha-
rabah, murabahab, kafalah, atau hawalab;

Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank
Indonesia;

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat ber-
harga dan melakukan perhitungan dengan pihak

ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip
Syariah;

Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suaru akad yang berdasarkan Prinsip
Syariah;
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang

dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
Memindahkan uang, b

maupun untuk ke
Prinsip Syariah:;

Melakukan fungsi sebagai Walj Amanat berdasarkan
akad wakalap:

aik untuk kepentingan sendirl
pentingan nasabah berdasarkan



p. Memberikan tasilitas letter of credir atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariul;; dan S
q- N'lelakuk:m kegiatan lain yang lazim dilakukan di
bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-

dangan.

Selain melakukan kegiatan usaha yang dimaksud di
atas, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan
usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yairu:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prin-
sip Syariah;

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank
Umum Syariah atau lembaga keuangan yang me-
lakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Sya-
riah;

c. Melakukan kegiatan penyc
untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus

menarik kembali penyertaannys
d. Bertindak sebagal pendiri dan pengurus dana pen-

siun berdasarkan Prinsip Syariah;

e. Melakukan kegiatan dalam pasar

tidak bertentangan dengan Prinsip S

-undangat
tentuan peraturan perundang undang

rraan modal sementara

modal sepanjang
yariah dan ke-
1 di bidang

pasar modal;
3 : ‘ ; ank yang
£ Menyelenggamkan kegiatan atay ploduk bank yang



& . \p—— Ny 1CNeo 11
berdasarkan Prinsip Syariah dengan n enggunakay,

sarana elekronik:

.
-

Menerbitkan, menawarkan, dan memperdag

gl

angkan
surat berharga jangka pendek berdasarkan Pringip,
Syariah, baik secara langsung maupun tidak |,
sung melalui pasar uang;

ng-

h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkap

surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip
Syariah, baik secara langsung maupun tidak lang-
sung melalui pasar modal; dan
L. Menyediakan produk atay melakukan kegiatan
usaha Bank Umum Syariah
Sistem Penyaluran Dana di
Analisis Kelayakan Penyaluran

lam Pemberian Pembiayaan,

Perbankan Syariah,
Dana, Larangan da-

ya pada nasabah, secara
embiayaan syariah terbagi menjadi

egori yang dibedakan berdasarkan
N penggunaannya, yajry%i.

garis besar produk p
ke dalam empat kat
tuju

. Pembiayaan dengan prinsip jual bel;.

b. Pembiayaan dengan Prinsip sewa.
¢. Pembiayan dengan Prinsip bagi hag;].
d.

Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dep
tuk memilik; baran

PT. raja Grafindo Pers

- Adiwarman A. karim, Bank Is|a



prinsip sewa ditujukan unryuk mend
sip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama y:

ditujukan guna mendapatkan barang danj oy
Pada kategori pertama dan kedua, tingkat seuntungan
bank ditentukan dji depan dan menjadi bagian ha%ga
atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang ter-
masuk dalam kelompok ini adalah produk yang meng-
gunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam dan

istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewn,

yaitu ijarah dan IMBT.”
Pada kategori ketiga, tingkar keuntungan bank

apatkan jasa. Prin-

asa sekaligus.

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai
dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil ke-
untungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang dise-
pakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke
dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudhara-

bah. Sedangkan pembiayaan dengan alat pelengkap

ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan

menggunakan tiga prinsip di atas.pada kali ini kita

akan banyak membahas tentang prinsip ke tiga yang

memang merupakan konsentrasi masalah dalam penu-

lisan karya ilmiah ini, yaitu pembiayaan berdasarkan
prinsip bagi hasil.

Produk pembiayaan bank sy :
atas prinsip bagi hasil adalah sebagai be-rlkur:‘
dari usaha bag hasil adalah

yarikah). Transaksi mu-
keinginan para plhak

ariah yang didasarkan

a.  Bentuk umum
musyarakal (.s:yirlw/) atau §

svarakah dilandas adanya

k—

Ibid.



yang bekerja sama untuk meningkatkan njfq; aset
yang mereka miliki secara bersama-sama, Semuy,
bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atay |e.
bih dimana mereka secara bersama-sama memady,-
kan seluruh bentuk sumber daya baik yang berw,,.
jud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik
bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja samg
dapat berupa dana, barang perdagangan (trading
asset), kewiraswastaan (entrepre*neurs/oz'p), kepan-
daian (skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment), atau intangible asset (seperti hak paten
atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthi-
ness) dan barang-barang-barang lainnya yang dapar
dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh
kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing
pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadi-
kan produk ini fleksibel. Ketentuan umum pembi-
ayaan Musyarkah adalah sebagai berikut:

1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal
proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam
menentukan kebijakan usaha yang dijalankan
oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya
untuk menjalankan proyek musyarakah dan
tidak boleh melakukan tindakan seperti:

a) Me”ggabungkan dana proyek dengan harta
pribadi,

b) Menjalankan proyek musyarakah dengd’
pihak lain tanpa izin pemilik modal lainny?
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c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.

d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan
penyertaan atau digantikan oleh pihak
lain.

e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri
kerja sama apabila; Menarik diri dari perse-
rikatan, meninggal dunia, menjadi tidak
cakap hukum,

2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek
dan jangka waktu proyek harus diketahui ber-
sama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kese-
pakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai de-
ngan porsi kontribusi modal.

3) Proyek yang dijalankan harus disebutkan da-
lam akad. Setelah proyek selesai nasabah me-
ngembalikan dana tersebut bersama bagi hasil

yang telah disepakati untuk bank.

b. Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang
popular dalam produk perbankan syariah, yaitu
mudbarabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama
antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik
modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mzm’/mrib)‘ dengan suatu
perjanjian keuntungan. Bentuk in.l menegaskan
kerja sama dalam paduan kontribusi 100% mod.al
kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mud/mrz/?.
Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil

: qoal oran
shahib dalam manajemen proyek. Sebagai orang



kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hy,;
dan bertanggungjawab untuk setiap kerugian Yang
terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil
dari shahib al-maal dia diharapkan untuk mengel,|,
modal dengan cara tertentu untuk menciptkan |a}y,
optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dqap
mudharabah terletak pada besarnya kontribusi aggg
manajemen dan keuangan atau salah satu di antara
itu. Dalam mudharabah, modalnya hanya berasal
dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal
berasal dari dua pihak atau leibih.

Musyarakah dan mudharabah dalam litertur figh
berbentuk perjanjian kepercayaan (ugud al-amanah)
yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan
menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing
pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan
bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak
untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan
pembagian pendapatan betul-betul akan merusak
ajaran Islam. Ketentuan skema pembiayaan mu-
dharabah adalah sebagai berikut:

1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah
selaku pengeloala modal harus diserahkan tu-
nai, dan dapat berupa uang atau barang yang
dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabi]a

modal diserahkan secara berrahap harus je]as

tahapannya.

2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayad”

| IR
| 21



Sistem Pembny aan Bank Svarah

mudharabah dapat diperhitungkan dengan ca-

ra, yakni:

(a). Perhitungan dari pendapatan proyek (re-
venue sharing).

(b). Perhitungan dari keuntungan proyek (pro-
fit sharing).

3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan
dalam akad, pada setiap bulan atau waktu
yang disepakati. Bank selaku pemilik modal
menanggung seluruh kerugian kecuali akibat
kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah,
seperti penyelewengan, kecurangan dan penya-
lahgunaan dana.

4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap
pekerjaan namun tidak berhak mencampuri
urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah
cidera janji dengn sengaja, misalnya tidak mau
membayarkewajibanataumenundapembayaran

kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi ad-

ministrasi.

Ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa “dalam
menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegi—
atan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank
Syariah dan /atau UUS dan kepentingan nasabah ayng
dipercayakan dananya’. Agar penyaluran‘dana syariah
tidak menimbulkan kerugian bank syariah dan/atau
UUS dan kepentingan nasabaha yang dipercayakan

Pa



dananya, undang-Undang Nomor 2] "I‘:-lhun 2008
secara khusus menetapkan pedoman a nnllslls kclayakﬂn
penyaluran dana kepada nasabah pcmen.er lm? ﬁ“i“ta&
Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimakgyq
ditetntukan dalam Pasal 23 undang-Undang Nomoy
21 tahun 2008.%°

Menurut ketentual Pasal tersebut, Bank Syariah
dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan gy
kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima
fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada
waktunya, sebelum bank syariah dan/atau Uys
menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas,
untuk memperoleh keyakinan tersebut,
dan atau UUS wajib mel
seksama terhadap watak, ke

dan prospek usaha dar;
fasilitas.?”

bank syariah/
akukan penilaian yang
Mampuan, modal, agunan,
calon nasabah penerima

Dengan demikian dar; ketentuan Pasal 23 ter-

sebut, jelas bahwa sebelum bank syariah dan/atau

UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima

yai keyakinan kemapuan dan

* Rachmadi
Grafika, Jakata, 20
7 Ibid.

“Sman, Aspek Hukum Perbank iah di ia, Sinar
an S sia, Sin
12, him. 147148 yariah di Indone



1. Melakukan kegiatan usaha

Eﬁli:tlaiaziata’u UUS. Sementara itu, kemampuan
. 'I?gan keadaan dan/arau aset nasabah
EZ;@g;T;a fasilitas, sehingga mamPu utnuk membayar
penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank

Syariah dan/atau UUS.

Pada prinsipnya ketentuan dalam Pasal 23 tersebut
sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-
Undang 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,
yang mewajibkan bank umum dalam memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitor utnuk melunasi utang-
nya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan antara bank yang bertindak
sebagai shahib al-maal dan nasabah yang bertindak
sebagai mudharib.

Dalam melakukan kegiatan usaha perbankan
syariah, Bank Umum Syariah dan UUS juga dilarang
melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008,

yaitu:

Bank Umum Syariah dilarang:

yang bertentangan
dengan Prinsip Syariah; |

b. Melakukan kegiatan jual beli s
sung di pasar modal;

c. Melakukan penyertd

aham secara lang-

an modal, kecuali sebagai-

e e W — o



Nut Melimda Testarn

mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf,
dan huruf ¢; dan

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, ke
cuali sebagai agen pemasaran produk asurang;
syariah.

2) UUS dilarang;

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan de-
ngan Prinsip Syariah;

b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara lang.
sung di pasar modal;

c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 20 ayart (2) huruf ¢
dan

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecu-

ali sebagai agen pemasaran produk asuransi sya-
riah.

C. Pengaturan Kontrak baku (standard contract) se-
cara Syariah, Pengaturan Khusus Kontrak Baku
bagi Perbankan Syariah, Hubungan Hukum antara
Bank syariah dengan Nasabah Peminjam Dana
pada Perjanjian Kredit Bank (Pembiayaan pada
Bank Syariah)

1. Pengaturan Kontrak baku (standard contract)
secara Syariah, Pengaturan Khusus Kontrak Ba-
ku bagi Perbankan Syariah
Setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan

perjanjian dengan siapapun. Perjanjian antara satu pihak



tern Momld

dengan pihka lain tersebut bersifat privat, artinya hanya
mengikat kedua belah pihak, kareba itu pihak lain. Tidak
mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian
tersebut. Negara hanya bias melakukan intervensi dalam
hubungan privat/perdata apabila salah satu pihak yang
melakukan hubungan perdata berada dalam posisi yang
lemah, negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak
yang lemah tersebut agar mempunyai posisi yang kuat,
tidak berat sebelah (Misbruik van Omstandingheden).

Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenubhi
syarat-syarat sah perjanjian, bahwa materi perjanjian (Pasal
1320 KUHPerdata), bahwa materi perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ketertiban dan kesusilaan (Pasal 1338 ayat
3) dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat dari
adanya paksaan, kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerdata)
ataupun penipuan, dan lain-lain. (misalnya, dilarang
dalam Pasal 90-94 UUPM dan KUHP).

Sedangkan apabila seseorang telah melakukan perjan-
jian, apa pun bentuk perjanjian tersebut, baik jual beli,
sewa menyewa, dan lain sebagainya, asalkan tidak berten-
tangan dengan hal-hal tersebut di atas maka perjanjian
tersebut tetap sah dan tidak ada otoritas manapun yang
berhak membatalkan kecuali atas kesepakatan kedua belah
pihak. Hal yang mengikat perilaku atau keadaan demikian
adalah apa yang disebut “asas kebebasan berkontrak”.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam hukum positif
kita diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang

berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah

33



berlaku sebagai undnag-undang bagi mereka yang Mmen).
buatnya.” Sementara batasan-batasan yang diberikgy,
oleh pembentuk undang-undang tercantum dalam Pasal

1338 Ayat 2, Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1337
KUHPerdata.

Hukum perikatan Islam pada prinsipnya juga men.
anut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalap,
Antaradhin” sebagaimana diatur dalam QS An-Nisaq
ayat 29, dan Hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu suary
perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua
belah pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang
terwujud dalam dua pilar yaitu #jab (penawaran) dan
kabul (penerimaan), namun demikian tentunya terdapat

perbedaan dalam konsep syariah dan betitik rolak dari
Firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an dan juga pernyataan
dan perilaku Nabi Muhammad dalam Al-Hadis.*

Dengan demikian tentu saja ada perbedaan yang
esensial dalam pembatasan-pembatasan yang diberikan
kedua konsep tersebut. Apabila dalam hukum positif
pembatasan yang ditentukan oleh Negara hanya berkaitan
dengan hak-hak manusia sebagaimana yang dikemukakan

diatas. Dalam kontrak syariah paling tidak ada hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak
antara lain sebagai berikut:

a. Halyang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah

halal menurut syariat.

b. Tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumus”

by Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransio”
Syarniah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, him. 204-208.



SINEHNITE

an akad maupun prestasi yang diperjanjikan.

c. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

d. Transaksi harus adil.

e. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian
(maysir).

f. Terdapat prinsip kehati-hatian.

g. Tidak membuat barang-barang yang tidak berman-
faat dalam Islam ataupun barang najis (1ajsy).

h. Tidak mengandung riba.

Dalam praktik akad syariah, pembatasan-pembatasan
tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep “kausa yang
halal” sebagai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata yang kini dipakai dalam perjanjian kontrak
baku dalam dunia perbankan dan perasuransian. Dewasa
ini, Bank Indonesia sedang mengupayakan pembuatan
standardisasi akad-akad syariah untuk ditetapkan dalam
kontrak-kontrak yang akan diterapkan pada bank-bank

syariah di Indonesia.

Disamping asas-asas diatas Hukum Perikatan Islam
sebagai bagian dari muamalah harus pula memperhatikan
prinsip-prinsip bidang muamalah dalam bertransaksi.

Prof. H. A. Dzajuli, MA. Dalam bukunya Figih Siyasah,

menyebutkan prinsip-prinsip yang perlu dipedomani
dalam pelaksanaan muamalah (dalam bertransaksi secara

Islam), adalah seperti:
a. Prinsip antaradhin (saling rela dalam akad);

b. Prinsip al-i’timad ‘ala la nafs (kewirausahaan);

c. Prinsip al-taawun (saling menguntungkan dalam
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hal-hal yang bermanfaat);

d. Prinsip al-masuliyah (tanggung jawab);

e. DPrinsip al-tasyir (kemudahan), karena segala kegi-
atan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ad,
larangan (QS 25 ayat 67);

f. Prinsip al-idariyah (administrasi keuangan yang
benar dan transparan);

g. Prinsip al-takaful al-ijtima’l (ranggung jawab so-
sial);

h. Prinsip al-Ikhtiyat (kehati-hatian).

Dasar operasional Perbankan Syariah di Indonesia
hingga saat ini masih tetap mengacu pada Undang-
Undang Perbankan Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan
Undnag-Undang BI No. 23 Tahun Tahun 1999 jo.
Undang-Undang No. 3 tahun 2004. Walaupun peraturan
pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut,
misalnya PP No. 7 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan
prinsip bagi hasil telah dihapus oleh PP No. 30 Tahun
1999. Penghapusan tersebut sebagai konsekuensi dari
diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998
sebagai perubahan dari Undang-Undang tersebut yang
telah memusatkan peraturan perbankan ke dalam satu
tangan yaitu bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Sehubungan dengan hal itu, maka dikeluarkan SK
Direktur BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum

berdasarkan prinsip syariah dan SK Direktur BI No.
32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat

x
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Berdasarkan Prinsip Syariah yang secara positif mengatur
teknis Perbankan Syariah yang kemudian telah dikuatkan
dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Demikian pula tentang masalah kontrak yang
dilakukan oleh Perbankan Syariah masih berlandaskan
undang-undang di atas yang hanya mengatur secara
umum tentang kegiatan usaha perbankan serta juga
masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) dalam teknis pembuatan dan
penerapan hukum kontraknya.

Sebagai sebuah bentuk perbankan yang memiliki
karakteristik yang berbeda dari perbankan konvensional,
tentu perturan yang ada belum cukup mengakomodir
tentang aktivitas-aktivitas perjanjian yang dilakukan
oleh Perbankan Syariah. Aturan-aturan yang dirasakan
mengurangi kemampuan operasional Perbankan Syariah
di antaranya, adalah:

a. Pembartasan jenis-jenis kegiatan perbankan yang
dijabarkan dalam Pasal 10, 13, 14 6 dan 7 Un-
dang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjadikan

h menjadi tidak leluasa untuk

mengembangkan jenis-jenis usahanya, padahal

perbankan syariah memiliki ruang lingkup' usaha
yang lebih luas daripada bank konYenSIaonal.

Bank Syariah memiliki peran dan fungsi keuangan

k hanya berfungsi sebagai lembaga

amun juga dapat melakukan fungsi-

fungsi sebaga manajer investasi, investor, penyedia
jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan

perbankan syaria

yang luas, tida
intermediasi, n



sebagai pelaksana kégmmi,} sosltilr.dapat i

b. Fondasi dasar atau asas yang -
dang-Undang No. 10 tahu.n 1998’.)’3”'u asas de-
mokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian bel.um
cukup untuk mengakomodasi Pel'l?ankan Syariah,
dimana di dalamnya seharusnya juga mencakup
asas-asas kegiatan usaha yang tidak mengandung
unsur riba, maysir dan gharar dan menjunjung
tinggi asas keadilan. Bank syariah tunduk pada dua
sistem hukum yang berbeda yang perlu penegasan
keberlakuan sistem hukum syariah yang melandasi
transaksi syariah dalam operasionalnya.

¢. Eksistensi Dewan Pengawas syariah belum diatur
dengan ketentuan perturan perundang-undangan
agar posisi pengawasan mereka menjadi kuart,

d. Pengawasan Bank Syariah masih berdasarkan pen-
dekatan konvensional.

e. Bank Sentral memakaj standar 7nterest.

f. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank
Syariah.

g Hukum Perdata tetap menj
mentasi dan legitimasj kop
vitas perbankan.

adi acuan dalam doku-
trak syariah dalam aki-

Dari alasan-alasan d; atas dapa dj

mengatur pembuatan kontrak b
sedang diupayakan pelaks

ANggap penting untuk
aku secara syariah yang kini
Whaannya oleh Bapk Indonesia.”




2. g::;:r;ﬁa; eEE:::: ;).::;-q Bank syariah dengan
. pada Perjanjian Kredit
Bank (Pembiayaan pada Bank Syariah)
| .l?c%lerapan hukum syariah dalam konteks hukum
] pOSl.tlf‘ juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan
s syariah. S?bagaimana umumnya, setiap transaksi antara
bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk
pemberian fasilitas pembiayaan selalu dituangkan dalam
suatu-surat perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, para
pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu bank
syariah dan nasabah, dapat memasukan aspek-aspek
syariah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai
dengan keinginan kedua belah pihak. Akan tetapi, asas
kebebasan berkontrak ini harus memenuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian. Baik menurut syariah maupun
menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Mengenal suatu pokok perjanjian tertentu.
d. Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang.

ka bank syariah dan nasabah
g bentuk formalnya dida-
Perdata dan Pasal 1338
ubstansinya didasarkan
jian tersebut dapat
i hukum nasional

Dengan kata lain, ji

membuat perjanjian yan

sarkan pada Pasal 1320 KUH

KKUH Perdata, tapi isi, materl, atau s
atas ketentuan syariah, maka perjan

dikatakan sah, baik dilihat dari sis

. 1. 100
maupun hukum syarlah.

Bank Islam Analisi Figh dan Keuangan, edisi Keempat,

100 Adiwarman A. karim,
2011, him. 462.

PT. raja Grafindo Persada, Jakarta,
|39




Pada praktiknya penyususnan suatu perjanjiay,
antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukyyy,

positif, selain mengacu pada KUHPerdata juga hary,
merujuk kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 199g
tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997
tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahyp
2008. sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebyt
berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang
perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan tidak terdapat perbedaan definisi yang sig-
nifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah. Kredit didefinisikan sebagai:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pibak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Sedangtean pembiayaan dalam Prinsip Syariah didefinisikan
sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan  persetujuan atay kesepakatan antara
pibak bank dengan pibak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai untuk mengembaliban uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertent, dengan imbalan
atau bagi pasil.”

Kedua definisi tersebut hanya dibedakan dengan
kﬂt.’;] kredit digam‘i dengan pembia)/aan berdasarkan
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prinsip syariah, kata pinjam meminjam dihilangkan,
kata peminjam untuk melunasi hutangnya diganti dengan
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

pihak
but, dan akhirnya kata bunga diganti dengan

tagihan terse

. mbalan atau bagi hasil.
Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, ba-

simana dengan bagi hasil (mudharabah), jual beli
(murabahah), dan nama-nama akad fikih lain yang
selama ini menjadi kosakata yang akrab digunakan oleh
perbankan syariah? Apakah akad-akad fikih tersebut
merupakan prinsip atau jenis perjanjian bank syariah?

Ketika berbicara tentang penerapan-penerapan
akad-akad syariah, bank syariah harus mengacu pada
hukum positif yang ada. Menurut Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun
1999, akad-akad fikih tersebut adalah prinsip, bukan

erjanjian bank syariah. Dalam Paradigma ini, bank

jenis p
ukan menjual

syariah memberikan fasilitas pembiayaan, b

atau menyewakan suatu barang, akad jual beli atau sewa

menyewa hanyalah prinsip yang mendasarinya.
Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya, dalam

surat pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah
selayaknya tidak mengguanakan istilah-istilah perjanjian
jual beli atau sewa menyewa, melainkan perjanjian
pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah, ijarah dan
sebagainya. Sudah saatnya kita membedakan tataran
berfikir Figh dengan tataran berfikir hukum positif.
Dengan kata lain, ketika berbicara bank syariah,

terdapat two level of paying fields, yaitu sharia level dan

|1



legal level. Hal ini bukan sebagai wujud sekularigyg;
hukum, sebaliknya sebagai mewarnai hukum posiif
dengan nilai-nilai syariah. Memahami sistematika berfik;,

hukum positif akan memberikan banyak celah uneyj

memodifikasinya sesuai dengan nilai-nilai syariah. '

Hal ini sementara terjawab dengan dikeluarkanny,

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah yang merincikan definisi darj

pembiayaan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah penye-

diaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ity

berupa:

d.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah
atau sewa beli dalam bentuk jjarah muntahiya
bittamlik;

Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura-
bahah, salam, dan istishna’

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang

gardp; dan

Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

' Adiwarman A. karim, Bank Islam Analisi Fi

gh dan Keuangan, edisi Keempal

PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 463.
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certentu dengan imbalan wjrah, tanpa imbalan, atau
bag hasil.”

Namun hal ini belum menghilangkan sepenuhnya
paradigma Prinsip Syariah yang tidak bias mengim-
plementasikan secara langsung pembentukan isi atau
klausula dari masing perjanjian transaksi pembiayaan-
pembiayaan tersebut. Oleh karena itu saya sebegai penulis
masih menyebutnya solusi sementara dalam pembentukan
cataran berfikir fikih. Karena dalam praktiknya dengan
masing-masing nama pembiayaan dalam istilah-istilah
Figh tersebut, untuk perancangan isi atau klausula masing-
masing perjanjian masih mengacu pada tataran berfikir
positif dan mengacu pada hukum positif yang ada saat ini.
Dan hal ini tidak bisa berlangsung lama. Bank Indonesia
sebagai bank sentral saat ini sedangkan mengupayakan
pembentukan standard contract berdasarkan prinsip syariah
untuk setiap perjanjian yang ada khususnya perjanjian
pembiayaan dan itu harus didorong secepat mungkin
perwujudannnya.

Kebutuhan masyarakat dan kepercayaan masyarkat
kepada perbankan syariah semakin berkembang dan ini
harus dilindungi dengan fondasi hukum yang melindungi
hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah
peminjam dana tersebut, supaya prinsip keadilan yang

menjaga masing-masing hak dan kewajiban yang benar-

benar sesuai dengan Prinsip Syariah dapat terlaksana

dengan baik dan benar.
Untuk saat ini, paradigma prinsip memberikan ba-

nyak keleluasaan untuk mewarnai perbankan syariah
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dengan akad fikih, menghid%lpkzm kembali p-rinsip
syariah dalam berbagai transaksi perbankan. Seb.ahkn);a,
kecerobohan mengambil begitu saja akad-akad fikih ungy)
dijadikan hukum positif tanpa mempertimbangkan secarq
komprehensif seluruh bangunan hukum yang ada, dapat

berakibat menghambat perkembangan perbankan syarigh
itu sendiri.
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Bab IV

ASPEK HUKUM PERJANJIAN
MENURUT SISTEM BAGI HASIL
DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO.

21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan dan dasar hukum perjanjian pembiayaan
menurut sistem bagi hasil padabank syariah di Indonesia
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah
Bank Syariah sebagai subsistem dari Sistem Perbankan

Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, melakukan kegiatan pe-
nyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan,
Pembiayaan tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-
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Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang l)‘“:l')"'“]l"‘?"‘ 5')""“1”1
S sembiayaan adalah penyediaan dana g,
menyebutkan, Pembiayaan 1 berubas

tagihan yang dipersamakan dengan itu be I‘1’/' abal

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabal) dan
musyarakal; -

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewq
beli dalam bencuk ijarah muntahiya bittamlik;

3. 'Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan istishna’

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
qardp;

5. Dan transaksi Sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/
atau diberi fasilitas dana uncyk mengembalikan dana

tersebut setelah Jangka waktu tertency dengan imbalan
ujrah, tanpa imbalan, atay bagi hasil.

k penyaluran dang yang
— yariah dalam bentuk pembiayaan tersebut,
ank syarj asi ¥ :

yariah masih mendasarkap pada aturan yang ada dalam

KUHPerdats terutama Pad, Pasal 1320 KUHPerdata dalam
proseg .pemb.uatan dari masing-masing Perjanjian pembiayaan
atau biasa disehyy dengan Perjanjian kredit bank, termasuk

di Bank .
p Indontfl.uamalz.iltllndonesm sebagaj bank Syariah pertama
S1a masih menua.. 1:
“hyandingkan g,

ara Prinsip Syariah
da dalyr, KUt a Prinsip Syar

dan aturan yang
erdacy khususnya buku

!,Jl,_\
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(11 tentang perikatan.'” Padahal masing-masing, bentuk
pembiayaan tersebut mempunyai sifar dan karakteristik yang,
berbeda-beda.

Sesuai dengan ketentuan Pasal | angka 25 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 (entang Perbankan Syariah
tersebut, membedakan kegiatan usaha bank syariah menjadi 4
(empat) bagian yaitu Mudbarabal (pembiayaan berdasarkan
prinsip bagi hasil), Musyarakah (pembiayaan berdasarkan
prinsip usaha patungan), Murabahah (jual-beli barang dengan
memperoleh keuntungan) dan Jjarah (pembiayaan barang
modal berdasarkan prinsip sewa).

Namun, Bank Indonesia dalam booklet-nya menggam-
barkan lebih rinci lagi mengenai kegiatan bank umum yang
berdasarkan prinsip syariah. Adapun kegiatannya adalah
sebagai berikut:"”

I. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan investasi antara lain:

a. Giro berdasarkan prinsip wadiabh;

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau

mudharabah;

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudha-

rabah.
2. Menyalurkan dana melalui:
a. Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi:

————

' Hasil wawancara dengan Ibu Irdanuraprida sebagai Legal Corporate
Division Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 2014 di Bank
Muamalat Indonesia.

""" Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia, Vol. 4, 1SSN 1858-4233,
ﬁank Indonesia Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta, 2007,

al.7-9,
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1). Murabahah (jual-beli antara bank dan nasabah

2).

3).

dimana bank secara prinsip membeli barang yang
diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualny,
kepada nasabah sebesar harga beli ditambah
denganmarjin keuntungan yang disepakati an-
tara bank dan nasabah).

Istishna (jual beli barang pesanan antara bank
sebagai Penjual dengan nasabah sebagai Pembeli.
Spesifikasi dan harga barang Istishna’ disepakati
pada akad transaksi #stishna’sedangkan cara pem-
bayaran nasabah kepada bank dilakukan secara
bertahap sesuai kesepakatan).

Salam (jual beli barang pesanan antara bank dan
nasabah denganpembayaran dimuka dan pe-
ngiriman barang oleh penjual dibelakang, spe-

sifikasi barang Salam disepakati dan dituangkan
dalam akad).

. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
1) Mudharabah (kerja sama usaha antara bank se-

bagai pemilik dana dan nasabah sebagai pe-
ngelola dana untuk melakukan kegiatan usaha

tertentu, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan).

2) Musyarakah (kerja sama patungan yang terjadi

antara bank dan nasabah masing-masing sebagal
pemilik modal musyarakah untuk melakukan
usaha tertentu secara bersama dalam suatu ke-
mitraan, dengan Nisha) Bagi Hasil sesual
dengan kesepakatan, sedangkan Kerugian Usaha

| 4K
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ditan ecar; '
8UNE sccara proporsional sesuai dengan
kontribusi modal musyarakah)

) II;EIIT:S]P SeWa menyewa berdasarkan akad antara
1) Ijarah (sewa menyewa antara bank dan nasabah
yang mendasari Pembiayaan fjarah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku).

2) ljarah muntahiya bittamlik (sewa-menyewa an-

tara bank dengan nasabah. Pada akhir masa
sewa, bank yang secara prinsip sebagai pemilik
aset akan mengalihkan kepemilikan aset kepada
nasabah, baik secara penjualan atau hibah).

d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad gardh
(pinjaman dari bank kepada nasabah dengan keten-
tuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana
yang diterimanya kepada bank padawaktu yang telah
disepakati antara bank dan nasabah sesuai dengan
peraturan perundang-undanganyang berlaku).

e. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan
berdasarkan akad antara lain:

1). Wakalah, akad pemberian kuasa dari pemberi
kuasakepada penerima kuasauntuk melaksanakan
suatu tugas atas nama pemberi kuasa. | |

2). Hawalah, akad pengalihan hutang dari satu pi-
hak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib
menanggungnya.

3). Kafalah, akad pemberian
satu pihak kepada pihak

minan bertanggung jawd

jaminan yang diberikan
lainketika pemberian ja-
b atas pembayaran kem-
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10.

1.

N Me Linda Lestar

bali suatu hutang yang menjadi hak penerima ja-
minan.
4).Rahn, akad penyerahan barang/harta dari nq-
sabah kepada bank Sebagai jaminan sebagian
atau seluruh hutang.
Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendirj
surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas
dasar transaksi nyata(underlying transaction) berdasarkan
prinsip syariah.
Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah
yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank In-
donesia.

Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip sya-
riah.

Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan
atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga
yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan
atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad
amanah.

Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausa-
haannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak dengan prinsip wakalah,

Memberikan fasilitas letter of credit berdasarkan prinsiP
syariah.

Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip
svariah.

| 5¢)



13.

14.

15.

16.

17.

Sestem Pembiravaan Bank Svarnads

Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card ber-
dasarkan prinsip syariah.

Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wa-
kalah.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank
sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan men-
dapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan
akad sharf.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau
perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prin-
sip syariah seperti sewa gedung usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penye-
lesaian dan penyimpanan.

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara ber-
dasarkan prinsipsyariah untuk mengatasi akibat kega-
galan pembiayaan dengan syarat harusmenarik kembali
penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetap-
kanoleh Bank Indonesia.

Perjanjian kredit bank atau dalam bank syariah disebut

akad pembiayaan tidak mempunyai suatu bentuk isi/klausula
baku tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang
termasuk tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Walaupun ma-
Sing'masing seperti yang sudah disebutkan mempunyai
bentuk, sifat dan ruang lingkup (karakreristik) sendiri seperti
yang disebut diatas, maka setiap perjanjian yang ada masih
Mengacu kepada dasar hukum umum dari perikatan, seperti
Yang dikarakan R. subekti:
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Nur Melhinda Loestan

“Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadatay,
dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adala)
suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatyy
dalam KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal
1769.”

Namun dalam KUHPerdata itu sendiri pun tidak diru-
muskan secara tetap mengenai isi dan bentuk dari perjanjian
kredit tersebut, demikian pula dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998
maupun dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang
satu dengan bank yang lainnya tidak sama karena disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing bank akan tetapi pada
umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis
baik secara nota riil maupun dibawah tangan. Begitu pula
yang ada dalam Bank Muamalat Indonesia, setiap bentuk
perjanjian pembiayaan dibuat oleh corporate legal division
dibantu dengan notaris, schingga memungkinkan adanya
perbedaan isi perjanjian atau klausula dengan bank syariah
yang lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-
masing bank syariah walaupun dalam istilah bentuk akad
pembiayaan yang sama yang sudah diatur dalam Pasal |
angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah tersebut.

Namun dalam setiap kegiatan usahanya termasuk dalam
pembentukan perjanjian pembiayaan bank syariah dilarang
melakukan setiap kegiatan usahanya yang bertentangan dengan

N



insip syariah dan bank syariah tetap harus tetap berpegang
I terhadap prinsip syariah karena sudah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
an Syariah, yang mana Undang-Undang tersebut
«ckarang sebagai dasar hukum yang kuat bagi bank syariah, di
Jalam pasal 24 ayat 1 hurufa dan ayat 2 huruf b menyebutkan:
«Bank Syariah dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha
ngan dengan Prinsip Syariah.” Maka berarti

kad muamalah yang memperjanjikan hal yang
pula melanggar

[egll
Pasal 24
Perbank

yang bertenta

bila terdapat a
bertentangan dengan Prinsip Syariah berarti

Pasal 1337 KUHPerdata akibatnya perjanjian tersebut batal

demi hukum."”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No.
10/16/PBI1/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 9/19/
PBI/2007 tentang ‘“Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah”, pemenuhan Prinsip Syariah

dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum

Islam. Ketentuan pokok hukum Isla
2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI1/2008 tersebut antar

adalah prinsip Keadilan dan Keseimbangan (adlwa tawazin),
Kemaslahatan (maslahah), Universalisme (alamiyah) serta tidak

mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram.
Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung

hal-hal yang dilarang icu,'

m itu menurut Pasal
a lain

n Aspek-

104. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-Produk da
Offset, Jakarta, him 134

A
Spek Hukumnya, PT. Jayakarta Agune
pek-

s "“Ibid. Sutan Remy Sjahdeini, perbankan Syariah produk-Produk dan As
*Pek Hukumnya, him 125.



Dalam Prakiiknya Perjanjian kredit bank .lcrﬁmsuk di
akad pembiayaan bank syariah merupakan pcrjzllljl'dl.l ba'l.ku
(standard contract), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian
kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam
bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suary
bentuk tertentu (Vorn Vrij). Hal-hal yang berhubungan dengan
ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit relah dibakukan
terlebih dahulu oleh pihak perbankan.

Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tandg
tangan saja apabila bersedia menerima js; perjanjian kredit
tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon
debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausyl-
klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang

distandarkan inj diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
yang sifatnya praktis dan kolektif,

Pada tahap ini, kedudukan de

bitor sangat lemah sehingga
menerima saja kete

ntuan dan syarat-syarag yang disodorkan
pihak perbankan, karena jika tidak demikijan calon debitor

tidak akan mendapatkan krediq yang dimaksud, 106
Perjanjian baku dalam industri perbank

sepihak oleh bank. karena dibuay sepihak olel bank, maka
perjanjian tersebut sering berat sebelah, yairy hanya memuat
hak-hak bank dan kcw;ljil);m-kcw;ijib;m nasabah, dan kurang
memuat hak-hak nasabah dap kcwajib;m-kcwajiban bank.
Dalam Penanian-perjanjian by, yang disiapkan oleh bank

Muat klzmsul-kl;mwl yang sangat menckan

> RachmadiUsma
Pustaka Utama, Jakarta

an hanya dibuat

itu, sering di

N, Aspek-Aspek Hukum peyt, : :
ank dia
+ 2001, him. 2¢5 andilndonesia, Grame



ang demikian itu adalah bertentangan dengan
2548 kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan
erupakan salah satu asas dalam Prinsip Syariah yang harus
dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 21

hun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1)
dan Pasal 25 hurufa pula ditentukan
giatan usaha

nzlszlbslh, y

m

Ta
huruf a, Pasal 24 ayat (2)
bahwa bank syariah tidak boleh melakukan ke

yang bertentangan dengan Prinsip Syariah yang didalamnya
harus memenuhi unsur keadilan, maka berarti bila terdapat
malah yang memperjanjikan hal yang bertentangan
sip Syariah berarti pula melanggar Pasal 1337
akibatnya perjanjian tersebut batal demi

akad mua
dengan Prin
KUHPerdata,

hukum.'"”

Oleh karena Ba

pem-
pada

nk syariah sampai saat ini dalam

buatan standard contract pembiayaan masih mengacu ke
KUHPerdata dan juga kepada Prinsip Syariah yang ada,

maka untuk bisa memenuhi hal tersebut bank syariah harus

memperhatikan betul-betul syarat sah suatu perjanjian yang

ada dalam hukum perikatan dalam KUHPerdata dan juga

dalam Hukum Islam.
Sehingga ridak adanya suatu ketidakadilan dan keter-
adi dalam perjan

am K UHPerdata

paksaan yang terj jian pembiayaan tersebut.
Dan semua prinsip dal dan Prinsip Syariah

dapat terpenuhi.

ariah produk-Produk dan Aspek-

him 134.

7 sytan Remy Sjahdeini, perbankan Y
ffset, Jakarta,

Aspek Hukumnya, PT. Jayakarta Agung O
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1. Ketentuan Hukum Perjanjian Kredit Bank menurut¢

Hukum Positif

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan)
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing
berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu,'*
Definisi perjanjian diberikan Mariam Darus Badrulzaman,
diambil dari Pasal 1313 KUHPerdata “suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”'®”

Sedangkan menurut Subekti''’, suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.

Perjanjian diatur dalam Buku 111 KUHPerdata yang
mengatur tentang perikatan. Dalam Buku 111 KUHPerdata,
perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua
orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta
kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan
pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.

a. Mengenai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata adalah:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Dimak-
sudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan per-

janjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai

""“W.).S. Poerdwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1991, hal. 402

" Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni,
Bandung, 1994, him. 18.

' Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Interasa, Jakarta 1990 hal. 1



STRE

h:‘['h“] yang pokok dari perjanjian yang diadakan.
2) Cakap untuk membuat suary perjanjian; Dalam
dunia hukum, kecakapan atau cakap hukum un-
tuk membuat perjanjian rerkait dengan subjek
hukum. Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari
manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum
(recht persoon). Syarat cakap bertindak bagi orang
perorangan menurut KUHPerdata adalah telah
berusia 21 tahun dan telah lebih dahulu menikah,
serta tidak ditaruh di bawah pengampuan. Sedang-
kan bagi badan usaha yang berbadan hukum
syarat cakap bertindak adalah ketika badan hukum
tersebut telah didirikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan telah men-
dapat pengesahan dari menteri, sehingga badan
hukum ini memiliki hak-hak dan kewajiban-kewa-

jiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum

seperti manusia.'"

3) Mengenai sesuatu hal tertentu; Suatu hal tertentu
terkait dengan objek perjanjian atau prestast yang

uhi. Prestasi dalam perjanjian harus ter-
ditentukan.

wajib dipen
tentu atau sekurang-kurangnya dapat
Kejelasan objek perjanjian sangat diperlukan da.lam
pemenuhan prestasi (hak dan kewajiban). Ar.t.mya
apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban

kedua belah pihak.
4) Suatu sebab yang halal; Suatu sebab

\_ .
""'H.R. Daeng Naja,Hukum Kredit dan Bank Garan;l, The Banker
Hand Book, PT. Citra Aditya Bakti, Bandune, 2005, hal. 3

adalah terlarang
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apabila bertentangan dengan undang-undang, kesu-
silaan, dan ketertiban umum.Dalam pengertian inj
pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok
perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan
diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian
itu kuat. Setiap kredit yang telah disetujui dan
disepakati antara pihak kreditor dan debitor wajib
dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit)
secara tertulis. Format dan bentuk dari perjanjian
itu pada umumnya diserahkan pada bank, namun
isi dari perjanjian itu harus jelas sehingga juga
harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan
secara hukum. Isi perjanjian sekurang-kurangnya
mencakup persetujuan para pihak, besar kredit,
bunga, denda, jangka waktu kredit dan persyaratan
lain yang lazim seperti kewajiban debitur untuk
menyelenggarakan pembukuan.

Format kredit disiapkan oleh bank maka bank harus
memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan
dalam undang-undang agar perjanjian itu tidak menjadi
batal. Subekti, menyatakan bahwa dalam bentuk apa pun
juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada
hakekatnya yang terjadi adalah suaty perjanjian pinjam
meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754
sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdara.

Perjanjian pinjammeminjam menurur KUHPerdata
mengandung makna yang luas yaitu objeknya benda
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Bcrdns.uk‘m perjanjian pinjam-meminjam ini pihak yang
menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam

Jan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama

kepada pihak yang meminjamkan.

b. Asas-Asas Hukum Perjanjian
Di dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting,
yaitu''%:
1) Asas Konsensualisme, asas ini dapat disimpulkan
dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbuny1

“Lahirnya perjanjian adalah pada saat tercapainya kese-

pakatan dan saat itulah adanya hak dan kewajiban para

pihak”.
2) Asas Pacta Sunt Servanda, Asas ini berhubungan de-
ngan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan da-
lam Pasal 1338 ayat (1) K UHPerdata, yang berbuny:
“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagal un-

dang-undang bagi mereka yang membuatnya’.
3) Asas Kebebasan Berkontrak Berupa asas yang mem-
berikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat

. .2 1 n—
atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perja

T & . . . : e—
jian dengan siapapun, menentukanis! perjanjian pk
dan menentukan bentu

laksanaan, persyaratannya, ’
5 - . 1 1S.
perjanjian yang rertulis atau ridak tertu

lis (BW), Sinar Grafika,

—
u
"2 Salim HS, Pengantar Hukum perdata Tert

lakarta, 2002, hal. 157.

=CEE0S 1= Tejels g



c. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit di Bank Kon-
vensional
Subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditor yang
berhak atas prestasi dan pihak debitor yang berkewajiban
atas prestasi.'’Di dalam suatu perjanjian terdiri dari dua
pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa
manusia pribadi (naturlijk persoon) dan Badan Hukum (rechs
persoon). Objek perjanjian kredit adalah prestasi, yaitu debitor
berkewajiban atas suatuprestasi dan kreditor berhak atas suatu
prestasi.''* Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dapat
berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak

berbuat sesuatu.Untuk sahnya perikatan diperlukan syarat-
syarat tertentu:

1) Objeknya harus tertentu;

2) Objeknya harus diperbolehkan;

3) Objeknya dapat dinilai dengan uang;
4) Objeknya harus mungkin.

d. Hapusnya Perjanjian Kredit
Hapusnya perjanjian tertuang  dalam  Pasal 1381
KUHPerdata, yang menyatakan b

ahwa perikatan hapus ka-
rena:

1) Pembayaran; Pembayaran dalam
lunasan utang oleh debitor kepad

seperti ini dilakukan dalam be

N

arti sempit adalah pe-
akreditor, Pembayaran
ntuk uang artau barang.

amun, pengertian pembayaran  dalam arti yuridis

""" Yahya Harahap, 5egi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986,
hal. 10. ; :

"* Purwahid Patrik, Dasar-Dasqr Hukum Perikatan, Mandar Maju,
Bandung, 1994, hal. 3 1

20
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tidak hanya dalam be

' ntuk uang atay barang, tetapi ju-
ga dalam benruk jasa,

Pembayaran tunai diikuti deng

- an penyimpanan atay
penitipan; Merupakan suaty pe

| mbayaran yang dilaky-
kan oleh si berutang secara tunaikepada si berpiutang,

karena si berpiutang menolak untuk menerimanya, dan
kemudian si berutang menitipkannya di pengadilan.
Pembaharuan utang (novasi); Novasi lahir atas dasar
persetujuan. Para pihak membuar persetujuan dengan
jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat
yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian
diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa
perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.
Perjumpaan utang atau kompensasi; Ini adalah suatu
cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan
atau memperhitungkan utang piutang secara timbal
balik antara kreditor dan debitor.

Percampuran Utang Percampuran hutang terjadi akibat
keadaan bersatunya kedudukan debitor dan kreditor

pada diri seseorang.

Pembebasan utangnya;
baskan.

Musnahnya barang yang terutang; Mus'nahn b
terutangadalah hancurnya, tidak dap-alt dlper.da;g{agikan—,
atau hilangnya barang terutang, sehingga Bl ':l?k
hui sama sekali apakah barang [tu masih ada :fltaudrinluar
ada. Syaratnya, bahwa mUSﬂﬂh“Y.a ot llu;‘- oleh
kesalahan debitor dan sebelum dinyatakan lalai

kreditor,

yaitu apabila kreditor membe-

[6]
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kan tidak menurut selayaknya, Wanprestasi (kelal
kealpaan) scorang debitor dapar berup

1)

J)

BN
S—

alan atay
a empat macam:
Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaku-
kannya;

Melaksanakan apa yang dijanjik;mnyn, tetapi tidak se-
bagaimana dijanjikan;

Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambar;
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bo-

leh dilakukannya,

Akibat adanya wanpretasi adalah:

Perikatan tetap ada.

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelak-
sanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi pres-
tasl.

Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor
(Pasal 1243).

Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika ha-
langan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali
bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak
kreditor,

Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kre-
ditor dapatmembebaskan diri dari kewajibannya mem-
berikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal
1266 KUHPerdata, yaitu syarat batal dianggap selalu
dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

163



2. Ketentuan Akad/Perjanjian Pembiayaan di Bank
Syariah Menurut Hukum Islam
a. Pengertian akad dalam Hukum Islam

Akad atau dalam bahasa Arab @gad, artinya
ikatan atau janji (whdun). Menurut Wahbah Al-
Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik
dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi,
dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut ulama
hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian,
ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah,
dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu
perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah menga-
takan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan
oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan
akrtivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perka-
winan, dan pembebasan.

Dan menurut pengertian umum, akad adalah
segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan
antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan
kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam
dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan
objek yang diperjanjikan.''¢

Akad adalah perikatan atau perjanjian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai tran-
saksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas

dasar saling merelakan untuk terjadinya perpin-
dahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat

“t Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan
dalam Islam, him, 243.
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yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat
hukum yang sama.

Fikih muamalar Iglam membedakan antara
waad dengan akad. wa'ad adalah Janji (promise) an-
tara satu pihak kepada pihak lainnya. Sementara
akad adalah kontrak antara kedua belah pihak.
Wa'ad hanya mengikat saty pihak, yakni pihak yang
memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan
kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janj;
tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak
lainnya,

Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum
ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well
defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat me-
menuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya
lebih merupkan sanksi moral. Di lain pihak, akad
mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat,
yakni masing-masing pihak terikat untuk melak-
sanakan kewajiban mereka masing-masing yang te-
lah disepakati terlebih dahulu.

Dalam akad, terms and condition-nya sudah dite-
tapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined).
Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalm
kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya,
maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang

sudah disepakati dalam akad.'”

-\“_ & " oS _4’
""" Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, edisi ke

PT. RajaGraﬁndoPersada, Jakarta, 2011, him. 65.
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b. Rukun akad menurut para ulama adalah:''8

1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri (shigat al-
aqd), adalah cara bagaimana pernyataan peng-
ikatan diri itu dilakukan. Shigahat al-agad inj
merupakan rukun akad yang penting. Bahkan
menurut ulama Hanafiyah, rukun akad ity
hanya satu, yaitu shigat al-aqad. Sementara
yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad oleh
jumhur, hanya merupakan syarat-syarat akad.
dalam literatur fikih, shigat al-aqad biasanya
diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. /jab
adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi
perikatan yang diinginkan (offering), sedangkan
qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya (acceptance). Dengan kata lain,
ijab merupakan penawaran dari pihak pertama
untuk menyampaikan usul yang menunjukkan
keinginan untuk membuat akad kepada pihak
lain. Sedangkan gabul merupakan penerimaan
dan persetujuan dari pihak kedua terhadap pe-
nawaran yang dilakukan pihak pertama.

2) Pihak-pihak yang berakad (al-muta’agidain/al-
aqidain), sesuai dengan perkembangan subjek
akad ini tidak saja berupa orang perseorangan
(al-ahwal al-syakhshiyyah/natuurlijk  persoon),
tetapi juga berbentuk badan hukum (af-
syakbsiyyah al-itibariyyah atau al-syaksiyyah al-

11" Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di
Lembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 28-40

¢
1
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hukmiyyah/rechpersoon). Menurut fikih
‘ )
subjek akad perorangan,

dalam
. tidak semua orang
dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang
sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang
dipandang cakap mengenai sebagian tindakan
dan tidak cakap sebagian lainnya. Dan ada
pula yang dipandang cakap melakukan segala
macam tindakan. Sehingga ada empat tingkatan
kecakapan hukum, yaitu sebagai berikut :

a) Abliyyatul wujub an-nagishah, yang dimiliki
subjek hukum berada dalam kandungan
ibu.

b) Abliyyatul wujub al-kamilah, yang dimiliki
oleh subjek hukum sejak lahir hingga me-
ninggal (menjelang dewasa).

¢) Abliypatul ada an-nagishah, yang dimiliki
subjek hukum ketika dalam usia tamyiz.

d) Abliypatul ada’ al-kalmilah, yang dimiliki
subjek hukum sejak dewasa hingga me-
ninggal.

Objek akad (al-maqud alaib/mahal al-aqd), ob-

jek akad atau benda-benda yang dijadikan akad
tuknya tampak dan membekas. Objek

ang ben
kad yang bersifat

akad ini semata “sesuatu benda” |
material (zzyn/mzl asset), tetapl juga bersn.fat sub-
jektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akac%
tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti
barang dagangan; benda bukan harta, sepert
dalam akad pernikahan; dapat berbentuk suatu

th—.'



4)

N \illm‘]‘r | estatnt

kemanfaatan, seperti upah-mengupah, sery
tanggungan atau kewajiban (dayn/debt), jami.
nan (tawsig/suretyship), dan agensi/kuasa (itlag),
Oleh karena itu, objek akad bermacam-macam
bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya ada-
lah barang yang diperjualbelikan dan harganya.
Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai
dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa
menyewa objeknya adalah manfaat yang disewa,
seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Da-
lam perjanjian bagi hasil, objeknya adalah kerja
petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan
diperoleh, dan selanjutnya.

Tujuan akad (maudhu’ al-agd). Tujuan setiap
akad menurut ulama fikih, hanya diketahui me-
lalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak
syara, atas dasar itu, seluruh akad yang mem-
punyai tujuan atau akibat hukum yang tidak
sejalan dengan syarat hukumnya tidak sah,
seperti berbagai akad yang dilangsungkan da-
lam rangka menghalalkan riba (bai al-inah),
menjual yang diharamkan syara’, seperti khamar
(bai’ al-inab li'ashiril khamri), zawajul mubalil
(perkawinan mubalil), atau tujuan melakukan
tindak pidana (jinayah) seperti pembunuhan
penipuan, pelacuran, dan sejenisnya. Bahkan
kontrak yang akan menimbulkan pelanggaran
terhadap nilai-nilai moral aray kepatutan dan
ketertiban umum juga bukan menjadi tujuan

| GR
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C.

frtlg it Band

dari akad yang dibenarkan. Begitu juga la-
rangan terhadap akad yang bertujuan untuk
melakukan diskriminasi, monopolistik, dan
penindasan. Tujuan akad memperoleh tempat
penting untuk menentukan apakah suatu akad
dipandang sah atau tidak, tujuan ini berkaitan
dengan motivasi atau niat seseorang melakukan

akad.

syarat sahnya akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disya-

ratkan syara’ untuk menjamin keabsahan dampak akad
(litartibi atsaril agdi). Apabila dampak akad tersebut
tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (fasid)
dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya,
setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing
pada syarat sahnya akad. namun, menurut ulama
Hanafiyah, syarat sahnya akad terseburt apabila akad

tersebut terhindar dari enam hal, yaitu:

a)

119

Al-jahalah (ketidakjelasan tentang harga, je-
nis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau
lama opsi, dan penanggung atau yang bertang-
gung jawab).

Al-ikrabh (keterpaksaan).

At-tauqit (pembatasan waktu).
Al-Gharar (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif).

AJ-Dharar (ada unsur kemudharatan), dan

119 Eathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di

Lembaga Keuangan Syariah, him. 41.
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1) Al-syarthul fasid (syarat-syaratnya rusak, sepert;
pemberian syarat terhadap pembeli untuk men-
jual barang yang dibelinya tersebut kepada pen-

jual dengan harga yang lebih murah).

d. Jenis-Jenis Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai
dengan tinjauan sifat pembagiannya, yaitu dapat
ditinjau dari segi sifac dan hukumnya, dari segj
watak atau hubungan tujuan dengan shigat-nya,
dan dari akibat-akibat hukumnya. Akad yang sah
dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dapat
dilaksanakan tanpa tergantung kepada hal-hal lain
dan akad yang bergantung kepada hal lain. Dari segi
sifat hukumnya, akad dapat dibagi menjadi dua,
yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad
yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada
hal-hal lain dapat dibagi dua, yaitu yang mengikat
secara pasti tidak boleh dibatalkan (fasakh), dan yang
tidak mengikat secara pasti dapat dibatalkan (fasakh)
oleh dua pihak atau oleh satu pihak.'>

Selanjutnya, dari segl ada atau tidaknya kom-
pensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi
dua bagian, yakni akad tabarry’ dan akad tijarah!

mu awadah.'?" berikut adalah penjelasan kedua akad
terseburt:

120 Eathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di
Lembaga Keuangan Syariah, him. 42

171 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisjs Figh dan keuangan, him.
66-81.



1)

Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala
macam perjanjian yang menyangkut not-for
(71'.({/11 transaction (transaksi nirlaba). Transaksi
ini pada hakikacnyabukan transaksibisnis untuk
mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’
dilakukan dengan rujuan tolong menolong
dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ ber-
asal dari kata “birr” dalam bahasa Arab, yang
artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak
yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak
mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak
lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ ini adalah
dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun
demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut
boleh meminta kepada counter part-nya untuk
sekadar menutupi biaya (ever the cost) yang
dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad
cabarru’tersebut. Contoh akad tabarru’adalah :
b, hiwalah, wakalah, /eflfn'/ﬂ/], wadi ah,
hibah, waqf, shadagah, hadiah, dan lain-lain. |
Akad tijarab, berbeda dengan akad mbf{rru,
maka akad tz'jzzr/zh/mzt}zwzdaly (mmpenmt:ona[
contract) adalah segala macam perjanjian yang
menyangkut for pmﬁt fransaction. Akad-akad

dilakukan dengan tujuan mencari keun-
arena itu bersifat komersial, contoh

} adalah akad-akad investasi, jual-
yewa. Kemudian, berdasarkan
n dari hasil yang diperolehnya,
dapat kita bagi menjadi dua

qzzm’, ’

ini
cungan, k
akad tyard
beli, sewa men
tingkat kepastia
akad tijarah pun

| 71}
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Wa’'ad

Akad

P

Transaksi Sosial/ Tabarru’

y
1 AQard

2 Wadiah
3 Wakalah
4 Kafalah
5 Rahn

6 Hibah

7. Waqf

-

Natural Certainty
Contracts

A

1. Murabahah

2. Salam
3 Istishna’
4. ljarah

Teori Pertukaran

kelompok besar, yakni:
a) Natural Uncertainty Contracts; dan

b) Natural Certainty Contracts. Gambar

berikur adalah gambaran dari akad tabarrn’
dan akad tijarah.?

71.

Natural
Uncertaintv

A

. Musyarakah

(wujud, ‘inan,
‘abdan,

muwafadhah,
mudharabah)

Muzara’ah
Musaqgah

Mukhabarah

_J
l

Teori Percampuran

¢ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, him.



e. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapar asas-asas dan
suatu perjanjian, asas ini berpengaruh pada starus
akad. Keuka asas ini udak terpenuhi, maka akan
mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang
dibuat. Asas-asas akad ini tdak berdiri sendiri
melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya.
adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:'*

1) Kebebasan (al-hurriyah), asas ini merupakan
prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian.
Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai
kebebasan untuk membuar perjanjian, baik dari
segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan
pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya,
melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun
bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk
menetapakan cara-cara penvelesaian bila terjadi
sengketa. Kebebasan membuar perjanjian ini
dibenarkan selama rtidak bertentangan dengan
ketentuan syariah Islam.

2) Persamaan atau kesetaraan (al-musawah), asas
ini merupakan landasan bahwa kedua belah
pihak yang melakukan perjanjian mempunyai
kedudukan yang sama antara satu dan lainnya,
pada saat menentukan hak dan kewajiban ma-
sing-masing didasarkan pada asas persamaan

atau kesetaraan.

k

L ““Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi d
e
Mbaga Keuangan Syariah, him. 14-27.



3)

4)

Keadilan (al-adalah), asas ini berkaitan erat de-
ngan asas kesamaan, meskipun keduanya ridak
sama, dan merupakan lawan dari kezaliman,
Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut
hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau
tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang
dibuat.

Kerelaan/konsensualisme (al-ridhaiyyah), asas
ini menyatakan bahwa segala transaksi yang
dilakukan harus atas kerelaan antara masing-
masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak
tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata
sepakat tanpa operlu dipenuhinya formalitas-
formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, se-
cara umum perjanjian ini bersifat kerelaan/kon-
sensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang
berakad dianggap sebagai prasyarat bagi ter-
wujudnya semua transaksi. Apabila didalam
transaksi tidak terpenuhinya asas ini, maka itu
sama artinya dengan memakan sesuatu dengan
cara yang batil (al-akl bil bathil). Transaksi yang
dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai
sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara
para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan,
paksaan, penipuan, dan miss-statement. Jadi,
asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan
dalam proses transaksi dari pihak manapun.
Kondisi ridha ini diimplementasikan dalam

perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan



5)

6)

7) Tertulis (al-kitabah), akad y

kesepakatan dalam bengylk shigat (ijab-qabul)
serta adanya konsep khiyar (opsi). |
Kejujuran dan kebenaran (ds/.’-s/,)/r///), [slam
dengan tekad melarang kebohongan dan peni-
puan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini
memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang
melakukan perjanjian untuk tidak berdusta,
menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat
asas ini tidak dilaksanakan, maka akan merusak
pada legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak
yang merasa dirugikan karena pada saar perjan-
jian dilakukan pihak lainnya tidak mendasar-
kan pada asas ini, dapat menghentikan proses
perjanjian tersebut.

Kemanfaatan (al-manfaat), maksudnya adalah
bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan
kerugian (mudharat) atau keadaan membe-
ratkan (masyagqah), kemanfaatan ini antara
lain berkenaan dengan objek akad. Islam meng-
haramkan akad yang berkaitan dengan dengan
hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat, seperti

jual beli benda-bendda yang diharamkan dan/
a-bendayang tidak bermanfaat apalagi
akan. Dengan kata lain, barang atau

adi objek akad dibenarkan

atau bend
membahay

usaha yang men]

an baik (thayyib).
(halal) dan baik (thay ang dilakukan be-



1|
| !

dalam kebaikan bagi semua

pihak yang melakukan akad, sehingga akad
icu harus dibuat secard certulis (kitabah). Asas

kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi

Jalam bentuk tuna (kredit). Disamping it
pula diperlukan adanya saksi-saksi (syahadab),
gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip

nar-benar berada

rahn (
tanggung jawab individu.

f. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena
sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (tahqiq gharadlh
al-‘agd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan
sendirinya (infisakh) kematian, dan tidak memperoleh
izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam
akad mauguf Berikut penjelasan masing-masing

dimaksud:'**
1) Terpenuhinya tujuan akad, suatu akad di-

pandang berakhir apabila telah mencapal tu-
juannya. Dalam akad jual beli, akad dipan-
dang telah berakhir apabila barang yang telah
berpindah milik kepada pembeli dan harganya
telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadal
dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang
telah berakhir apabila utang telah dibayar.

2) jre.rjadi pembatalan/pemutusan akad (fasakh), hal
ini bias terjadi dengan sebab-sebab berikut ini:

124 Eathurrahman Djamil, Penera
) pan Huk ianji di
Lembaga Keuangan Syariah, him. 58-60. PR A
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2 Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan sya-
rt, seperti kerusakan dalam akad (fuasad al
aqdi), misalnya jual beli barang yang tidak
memenuhi kejelasan (jahalah) dan tertentu
waktunya (muaqqat).

b) Adanya khiyar baik khiyar rukyat, khiyar
wib, kbiyar syarat atau khiyar majelis.

¢) Adanya penyesalan dari salah satu pihak
(f(]n‘/rl/)).

d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak
dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad
(liadami tanfidz)

¢) Berakhirnya waktu akad karena habis wak-
tunya, seperti dalam akad sewa menyewa
yang berjangka waktu tertentu dan tidak
dapat diperpanjang.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

4) Tidak ada izin dari yang berhak, dalam hal akad
mauguf (akad yang keabsahannya bergantung
pada pihak lain), seperti akad bai’ fudhuli dan
akad anak yang belum dewasa, akad berakhir

apabila tidak mendapat persetujuan dari yang

berhak.

3. Penerapan Asas Keadilan dalam Akad Pembiayaan

di Bank Syariah
Akad yang yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia
sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia dalam proses

Pembuatan akad itu sendiri masih berpegang teguh kepada

|77



Nur Mchnda Testan

prinsip syariah yang didalamnya mencakup !?rinsip kcad.ilan
yang menjaga masing-masing hak dan kewajiban para pihak
yang membuat akad/perjanjian.

Meninjau pada uraian diatas, antara ketentuan perjanjian
kredit yang diatur dalam hukum positif dengan ketentuan
akad menurut hukum Islam seiring sejalan, dimana syarat
sahnya suatu perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320
KUHPerdata juga diterapkan dalam Hukum Islam, dimana
semua syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata
tersebut juga disyaratkan dalam akad pembiayaan menurut
Hukum Islam. Hal ini juga yang diterapkan dalam setiap
perjanjian yang berjalan di Bank Muamalat Indonesia,' tetap

mendasarkan setiap perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara
tanpa menghilangkan Prinsip Syariah yang seh
dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah.
Pada Praktiknya Bank Muamalat Indonesia
ruang negosiasi'* kepada pihak lain yang melak
terutama perjanjian pembiayaan uncyk b
mencapai ‘antaradhin minkum”y

hati masing-masing pihak yang mel

arusnya ada

juga membuka
ukan perjanjian
Isa sama-sama
akni mencapai keridhaan
akukan perjanjian sehingga

engan baik, dan tidak ada

dalam melakukan perjanjian, Sepanjang Bank Muamalat
Indonesia bisa lakukan 127 K

arena sebagai badan usaha Bank




. ]
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Muamalat Indonesia juga harus tunduk kepada ketentu
dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang l’crl)-ml:m
Syariah, bahwasanya dalam setiap kegiatan usnh;my;l. 13-1:;«:
Syariah tidak boleh merugikan para pihak yang lwrsnngku‘mn
hal ini tertera jelas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi:
“Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan
usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh

]

cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah danlatau
UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan
dananya.”

Bank Syariah sebagai badan usaha yang bergerak dibidang
keuangan kegiatan usahanya didasarkan pada tingkat efisiensi,
produkrivitas, dan profitabilitas yang layak, dan mempunyai

beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu

lintas keuangan, ketentuan-ketentuan tersebut harus diatur

sedemikian rupa sehingga proses intermediary berjalan tanpa
hambatan dan dapat memberikan keuntungan, khususnya
bagi shahibul maal dan Bank Syariah itu sendiri.

Kaitan antara bank Syariah dan pihak lain yang mela-
embiayaan sangat penting, namun dalam

ariah harus menghilangkan ketidak-
penghisapan dari satu pihak ke
peminjam dana (mudharib)
Shahibul maal). Sehingga

an usaha bank syariah

kukan perjanjian p
pelaksanaannya Bank Sy
adilan, ketidakjujuran dan
pihak yang lain, yaitu dari nasabah
kepada nasabah Pemberi dana (
prinsip syariah dalam setiap kegiat
p]ementasikan den

gan baik.

benar-benar terim
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4. Positifikasi Hukum Perikatan Islam ke dalam Regu-
lasi Perbankan Syariah

Hukum Islam sebagai salah satu system hukum yang
menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional
mengandung cukup bnayak asas yang bersifat universal. Asas-
asas ini digunakan untuk menyusun perundang-undangan
nasional kita, khususnya dalam bidang hukum kontrak. Asas-
asas hukum Islam di bidang hukum kontrak sangat penting
dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang di bidang
kegiatan usaha lembaga keuangan, khususnya perbankan
dan perasuransian Syariah. Hal ini berkaitan dengan fungsi
kontrak sebagai bentuk nyata dari aktivitas Perbankan Syariah
dan lembaga keuangan lainnya.

Hal-hal yang dianggap penting dalam penerapan asas-asas
hukum perikatan Islam ke dalam perundang-undangan negara
yang mengatur perbankan syariah adalah penggunaan asas-asas
tersebut dalam klausul kontrak, penerapan dan pelaksanaannya
dalam kegiatan perbankan syariah sehari-hari yang tidak
hanya sesuai dengan prinsip syariah Juga tunduk pada hukum
positif Indonesia. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi antara
ketentuan hukum positif kita dengan prinsip-prinsip syariat
Islam. Hal ini juga dimaksudkan agar ada pegangan bagi
hakim atau arbiter dalam memurys perselisihan.

Asas-asas dalam bidang kontrak tersebut dapat ditarik dari
sumb.e.r—sumber hukum Tslam, Yaity: Al-Qur’an, Al-Hadis,
dan Ijtihad ulama. Dalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum

yang pertama dan utama dari hukym Islam, telah diatur

pokok-pokok ketentuan mengenai tata cara bertransaksi seperti

utang piutang, maupun akad-akad Iainnya yang kemudian

I o)
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diterangkan lebih lanjut dalam hadis N

abi Muhammad §
: | ‘ nad Saw
melalui kedua sumber utama rersel »

i ut par
bcrl][lllz.ld dengan metode-metode ijtihad yang sesuai agar
dapat dituangkan dalam bentuk kaidah-kaidah fikih.

Dari kaidah-kaidah fikih inj dapat disimpulkan syarar-
syarat dan batasan syariat yang jelas dan baku di bidang
hukum kontrak, sehingga para pakar hukum Islam dapat
menuangkannya ke dalam pasal-pasal perundang-undangan.
Agar asas-asas di bidang hukum kontrak Islam itu dapat di-
tuangkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penegakkan hukum baik di lembaga

peradilan maupun badan arbitrase muamalah, maka asas-asas

a ulama dap;n

yang digunakan adalah asas-asas yang bersifat universal,
Pengaturan kontrak baku secara syariah, hukum positif
yang diambil dari ketentuan KUHPerdata ada kesamaan
prinsipil dengan konsep akad syariah dengan kontrak menurut
KUHPerdata, namun yang menjadi penekanan yang mesti
dirumuskan disini adalah aspek syariat yang menyangkut
etika transaksi dan pemahaman batasan-batasan syariat yang
mencakup rukun dan syarat-syarat akad yang terdapaf dalam
asas-asas kontrak menurut hukum Islam yang mungkin pada

an KUHPerdata. Untuk itu,
asas penting yang terdapat
slam tersebut yang akan
businya ke dalam pasal
ya dapat diterapkan

penerapannya berbeda deng
perlu ditekankan kembali asas-
dalam kontrak menurut hukum 1 .
memberikan cirri utama dalam kontrl.
perundang-undangan kita yang nantii

. 1128
oleh lembaga perbankan Syariah.
- nkan da
' Gemala Dewi, Aspek-Aspek i o ddq,agrgzg?(jakarta,
Syariah dj Indonesia, Kencana Prenada Media
213

n Perasuransian
2007, him. 211

B



Pl Ml b oan



Nistoim |"rv|fnn LA !‘rHll Syt

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah

peminjam dana pada akad pembiayaan mudharabah
dan musyarakah di Bank Syariah dapat dilihat dalam
penerapan hukum syariah dalam konteks hukum
positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan per-
bankan syariah. Sebagaimana umumnya, setiap tran-
saksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama
yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan se-
lalu dituangkan dalam suatu-surat perjanjian. Ber-
kaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan
hubungan hukum, yaitu bank syariah dan nasabah,
dapat memasukan aspek-aspek syariah dalam konteks
hukum positif Indonesia sesuai dengan keinginan ke-
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ada praktiknya penyusunan suatu
perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari
sisi hukum positif, selain mengact pada KUHPerdata
juga harus merujuk kepada Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Un-
dang No. 21 Tahun 2008. Sedangkan dari sisi syariah,
para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-farwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Aspek hukum perjanjian pembiayaan bank syariah
berdasarkan sistem bagi hasil dihubungkan dengan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dapat terlihat dalam implementasi dari sekian banyak
bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah
dalam bentuk pembiayaan, bank syariah masih men-
dasarkan pada aturan yang ada dalam KUHPerdata
terutama dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam proses

dua belah pilmk. P

pembuatan dari masing-masing perjanjian pembiayaan
atau biasa disebut dengan perjanjian kredit bank, ter-
masuk di Bank Muamalat Indonesia sebagai bank
syariah pertama di Indonesia masih menyandingkan
antara Prinsip Syariah dan aturan yang ada dalam
KUHPerdata khususnya buku 111 tentang perikatan.
Walaupun masing-masing bentuk pembiayaan terse-
but mempunyai sifat dan ruang lingkup yang ber-
beda-beda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah tersebut, membedakan kegiatan

usaha bank syariah menjadi 4 (empap) bagian yaitu

I 54
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Sistem Pembiravd

Mudbarabah (pembiayaan berdasarkan prinsip 'bagi
hasil), Musyzzmkab (pembiayaan berdasarkan prinsip
usaha patungan), Murabahab (jual-beli barang d.engan
memperoleh keuntungan) dan ljarah (pembiayaan

barang modal berdasarkan prinsip sewa).

Saran

Sebagai sebuah bentuk perbankan yang memiliki karak-
teristik yang berbeda dari Perbankan Konvensional,
tentu peraturan yang ada belum cukup mengakomodir
tentang aktivitas-aktivitas perjanjian yang dilakukan
perbankan syariah, dari alasan tersebut cukup mem-
berikan alasan bagi penulis untuk menyarankan untuk
mendorong pembuatan kontrak baku secara syariah
yang merincikan spesifikasi masing-masing bentuk
akad yang ada dalam setiap kegiatan usaha perbankan
syariah, yang sampai saat ini masih dalam proses upaya
pelakasanaan oleh Bank Indonesia.
Perjanjian kredit yang diatur dalam hukum positif
dengan ketentuan Akad menurut hukum Islam harus
seiring ‘sejalan, dimana syarat sahnya suatu perjanjian
ye.mg didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata juga
dlterap#an dalam Hukum Islam, dimana semua syarat
fah per?anjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut
B il retiess s
s Sutticn Juga yang iterapkan dalam se-
janjian yang berjalan di Bank Muamalat In-
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donesia, tetap mendasarkan  setiap !Derjalljiall Pada
Pasal 1320 KUHPerdata tanpa menghllangkan Pr'msip
Syariah yang seharusnya ada dalam setiap kegiatan
usaha Bank Syariah, terutama pelaksanaan atas asas-
asas dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam
setiap akad yang dilakukan oleh bank syariah. Maka
dalam penerapan kedua sistem hukum ini dalam akad
pembiayaan menurut pendapat penulis seharusnya
ada lembaga pengawas tersendiri yang independen
selain dari DSN dan Bank Indonesia, yang benar-
benar mengawasi dan memastikan dalam setiap akad
pembiayaan yang ada sudah benar-benar memenubhi

ketentuan hukum Islam dan ketentuan dalam hukum
positif terutama dalam buku 111 KUHPerdata.
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Ciputat pada Tahun 2007, dilanjutkan menjadi pengurus
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SISTEM PEMBIAYAAN
BANK SYARIAH

Buku ini adalah pengembangan dari tesis berjudul Aspek -
Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan
Sistem Bagi Hasil Dihubungkan Dengan UU No. 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariab.

Karya ini penting, mengingat perkembangan yang sangat
signifikan dari perbankan syariah, menuntut perlindungan
hukum yang tepat dan jelas untuk semua pihak yang terkait
langsung dalam setiap kegiatan usaha peerbankan syariah, dan
akad atau perjanjian merupakan ikatan fundamental yang
paling diperhatikan dalam_setiap kegiatan usaha, namun
masih banyak permasalahan yang terjadi baik dari pembentu-
kan akad itu sendiri maupun dalam implementasi akad dalam
setiap kegiatan usaha perbankan syariah dan UU. No. 21
Tahun 2008 dirasa belum cukup untuk memberikan kepas-
tian hukum untuk masing-masing pihak yang terikat dalam
akad, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut.
enis akad yang ada dalam kegiatan usaha bank
syariah, masing-masing akad mempunyai karakter yang ber-
beda, serta keterlibatan para pihak yang berbeda-beda dimas-
ing-masing jenis akad yang memerlukan kepastian hubungan
hukum yang jelas dan pasti agar asas keadilan yang aga «lalam
prinsip syariah bisa terlaksana disetiap akad yang dijalankan
schingga masing-masing pihak bisa mencapai “antaradhin
minkum” atau keridhoan yang nyata dalam setiap akad yang
dila'kuknn, dan tidak adanya kedzaliman dan keterpaksaan
dari salah sawu pihak yang melakukan akad/perjanjian.
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